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Pollsi Indonesia diterbitkan de
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Pengantar Redaksi 

-

Jurnal Polisi yang kali 1n1 ha.dir di ha.dapan pm-a pembaca adal.ah 
edisi kedua, di mana edisi perdananya telah terbit pada bulan Sep
tember 1999. Dan karena aneka kenda.la tekhis, Jurnal yang sedia.nya 
mengunJungl. pembaca pad.a bulan April, baru menghampiri sid.ang 
pembaca pada bulan Juli. Mohon maaf karena. keterlainbatan ini. 
Sebagai sebuahjurnal baru, kami di redaksi masih mencoba untuk 
terus membenahi aspek tata letak dan hal-hal keredaksian lainnya 
demi perba.1.ka.n dan kualitas fisikjurnal. Namun. deHl1k1a.n, a.spek isi 
jurnal pun terus kam1 laJnµcan. pembenahan sehingga sidang pemba.ca 
baik yang berada dijajaran Kepollsian maupun para pembaca yang 
pedull dengan waJah kepolisian Indonesia dapat membaca dan 
mengikuti gerak langkah Kepollsian RI 1n1 secara lebih baik. 

Berangkat dari Reformasi, yang akhirnya menuntut semua 
komponen bangsa untuk mengubah sikap dan mentalltas Orde 
sebelumnya yang terjerembab dalam lumpur KXN (Korupsi, Kolusi 
da.n N epotisme), Polri sebagai salah satu komponen bangsa pun harus 
ikut mengl.si peran baru.nya. Karena itulah kami mengangkat terna 
utamajurnal kall 1111 denga.:n. Budaya da.n Pela.yan.a.n Polri. Reformasi 
mempunyai konotasi perbaikan dan/atau pembentukan baru. 
Reformasi juga menuntut 1ntrospeks1 da.n evaluasi yang juJur dari 
keadaan dewasa 1n1 yang diak.ibatkan perkembangan ma.sa lampau. 
Orangha.nya dapat membuat kemajuan apabila iamau berterimakasih 
pada ma.sa lampau dan berani mengadakan perubahan (It's time for 
a rethink, improvement is never ending). 

Dalam nafas yang dikemukakan di at.as tadi, Mayjen (Purn.) 
Koesparmano Irsan mengaja,k Polri untuk meninJau pendekatan baru. 
Ia mengemukakan betapa pentin.gnya pendekatan sistem, karena dar1 
pendekatan in1 akan didapatkan proses penanganan permasal.ahan 
yang efisien. Aga:r pembahasan kedudukan Polri di masa mendatang 
benar-benar sesua.1 dengan sema.ngat dan tuJuan Reformasi maka perlu 
d.1gun.aka.n pendekatan historis, kompa:ratif da.n reallstikyang semua 

- in1 bermuara pada pendekatan sistem. Selanjutnya Koespa:rmono
menekankan bahwa da1am mela.kuka.n kerja.nya, Palisi adaJa.h otonom 
dan memiliki pertanggungjawaban personal, bukan komando
s�bagaimana Arrgkatan Perang. Keberadaan polisi ad.alah karena 
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adanya masyarakat dan masyarakat pun memerlukan pollsi agar 
melindungi dan menjam.in keamanannya. Maka dalam kondisi 
tertentu, mereka dtizinkan untuk mengeJar para peianggar hukum 
sekalipun si pelanggar itu berada di luar negeri, tanpa sang polisi 
dituduh 1ntervens1. 

Bagaimana mekanisme pengamanan yang efektif b�ana. di 
sekel111ng masyarakat terdapat person-person yang potensial tmtu)c 
mengacau? Dalam artikel kedua, Adrian us Meliala mengernukakan 
ide menarik tentangJenis penghukuman yang mempertirnbangkan 
segi efisiensi dan keefektifan. Selama ini ada anggapan kuat bahwa 
pemimpin yang tangguh dan dianggap berha.sil adalah pirnpi.n2.n yang 
melakukan penegakan hukum. Jadi sebagai polisi, ia harus 
menangkap, sebagai jaksa ia harus menuntut, dan seba.gai hakim, ia 
harus menjatu.hkan putusan bersalah dan kemudian meng.riukum 
penJara. Selanjutnya petugas LP tidak memiliki perspektiflain kecuali 
harus memperlakukan narapidana sebagai narapidana. Betulkah 
penjara merupakan akhir tujuan pemolisian yang mujarab? Dengan 
mengutip Robert Mark, mantan komisaris Palisi metropolitan Lon
don, Adrian us lebih menekankan bahwa senjata utama polisi bukanla.h 
semprotan air, gas air rnata ataupun peluru karet, melainkan sirnpati 
publik. Dengan demikian, aktivitas pemolisian harus mempertim
bangkan alternatif di luar pemenjaraan, sambil mencari jen1s 
hukuman variatif lainnya tentunya, bilamana diyakini ole_h para 
aparat penegak hukum bahwa penjara bukanlah hukuman yang 
efe�tif bagi upaya rehabllitasi. Masyarakat pun akan -terbantu 
keamanannya bila si pel�nggar hukum betul-betul sadar setelah 
d.ijatuhi hukwnan alternatiftersebut, bukan mena.mbah satu penjahat 
yang lebih trampil sekeluar dari penjara. 

Menyambung langkah di atas tadi, dalam artikel ketiga, Farouk 
Muhammad membeberkan "pengubahan perilaku dan kebudayaan 
dalam rangka perungkatan kualitas Polri". Ia coba menggambarkan 
skop pelayanan polisi dan\kebudayaan pollsi. Untuk itulah reformasi 
Polri perlu dia.rahkan pada sasaran yang tepat dalam upaya menata 
dan membena.ht manajemer. Polri. Sasarannya antara lain orientasi 
kepolisian kepada masyarakat, bukan kepolisian negara seperti 
sekarang ini; rantai'komando yang dibuat sependek mungkin. yang 
sejalan dengan kebijakan otonomi daerah; desentralisasi kewenangan 
pollsi hingga tercipta agen hukum yang independen; anggaran 
operasional yang mencukupi; dan wadah bersama antara Polri dan 
masyarakat. 

Di samping tiga artikel yang dipilih menjadi tema utama 
penerbitan kali ini, kami menurunkan pula beberapa artikel lainnya. 
Dalam Rublik Hukum, Mardjono Reksodiputro membekali wawasan 
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modus kejahatan terorgan1sas1 dan kejahatan yang dilakukan �leh 
orga.n1.sa.s1. Kejahat;a.n terorga.ntsasi (KTO) ba.rzya.k d1lalrukan oleh para 
penjahat seperti Yakuza, Triad, La Cosa Nostra, yang dalam 
mempertahan.kan pos1s1nya mela.l.u1 penggunaan ancaman, kekerasan, 
penyala.hgunaan wewenang publik. Sementara Kejahatan oleh 
organ1sas1 (KOO) dilakukan lembaga-lemba.ga yang didiri.kan secara 
formal dan terdaftar namun kegiatan sampingannya, yang malah 
menjadi sumber penerimaan pokok, dilakukan secara rahasia, dan 
demi maksud-maksud rahasia pula. Kejahatan oleh organisas1 1.ni 
selain menjangk.iti oleh orang terhormat, Juga bisa mellbatkan para 
pemegang kekuasaan formal sepert1 para pejabat negara. Keduanya, 
KTO dan KOO, dalam beberapa kemungkina.n bisa ber.&s1,tu untuk 
menggolkan tttjuannya. 

Sementara dalam Rublik Wawasan SDM, Awaloedd.in Jamin 
membekall para polisi yang masill a.l{tif dengan tulisannya seputar 
pengembangan sistem manajemen Polr1 di masa depan. Ia 
menekankan bahwa Polres clan Polsek sebaga1 uJung tombak citra 
dan wibawa Polri seyogianya diberdayakan .. secara maksimal. 
Karenanya, pendidikan Polri sebaga1 lemba.ga. penyaringan cal.on polisi 
menempat1 urutan panting ba€i maksud pengembangan sumber daJra 
tersebut. Dan untuk Rublik Perspek:tif, Saputro Satr.lyo menampilkari 
paradigma baru pemollsian melalui pendekatan "Pemolisian Model 
Ekologi-Etnis." Pendekatan baru ini dirasakan urgensinya dalam 
mengefektifk.an pengendalian kejahatan, setelah pollsi beg:ttu 
kecolongan dengan berbaga1 kerusuhan massa yang tidak mampu 
diantisipasinya. Seakan bertepatan dengan waktu dan urgensinya, 
Kapolri Jendral (Pol.) Drs. Rusdihardjo diwawancara1 oleh Kompas 
Minggu, 21 Mei 2000. Jadi, tentunya setelah mendapat 1zin dari pihak 
Kompas, sekalian kami memasukkan wawancara itu ke dalam salah 
satu Rublik jurn.al 1n1 di mana Kapolri menjelaskan seputar agenda 
dan prioritas-pr1or1tas tugas Polri di bawah kepemimpina.nnya. Dala.rn 
rubik Berita Buku kami ulas 3 buku yang sangat relevan untuk 
aktivitas pemolisian. 

Artikel terakh.1.r dan terasa menyentak ad.al.ah Rubllk Membedah 
SARA dari Parsudi Suparlan yang menuliskan Kerusuhan Sambas di 
Kalimantan Barat. Kerusuhan bernuansa Sara yang di masa Orde 
Baru berusaha untuk ditutup1 agar tidak dibincangkan in1 dikuak 
secara komprehensif. Pasa.lnya. masalah Sara in1 meledak dahsyat yang 
meminta korban ribuan jiwa serta kerugian miJyaran rupiah. Walau 
�aisbitt pernah menttjumkan bahwa di abad 21 ak.an memunculkan 
fenomena kontlik etnis, kita di Indonesia benar-benar tercengang 
bahwa kerusuhan in1 terjadi di Indonesia yang masyarak.atnya 
dikenal, atau terlanjur dimitoskan, sebagai bangsa yang ramah dan 
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lembut. Dengan gamblang Parsu'4 pienJelaskan bahwa kerusuhan 
Bambas dipicu oleh etn1s Madura yang perllak.wcya. cenderung kasar 
dan tidak mengha.rgai ad.at setempat yang diwak.111 oleh bud.a.ya orang 
Melayu dan D�. Pol1s1 sebagai salah satu aparat keama.na.n pun 
d.isentil oleh penulls. Ketidakmampuan pol.1s1 daJam inenga.tasi eskala.si 
kerusuhan adalah ak1bat ketidak.tegasan dan pola KKN yang telah 
dlldap lama hingga pollsi membiarkan pelanggaran demi pelanggaran 
tanpa melakukan tindakan signtiikan. Memang, sebuah kritik pedas 
ba.g1 aparat kepolisian. 

Jurnal inijuga abstrak para Sarjan.a Kepolisian yang telah lulus 
darijenJang S 2. 

Sebagai penutup, kami di redaksi Juga mengharap sumbang sa
ran dan kritik atas penampilan kami yang kedua 1ni. U ca pan terima 
kasihjuga tidak. lupa kam1 sematkan kepada berbagai pihak yang turut 
serta dalam. membantu lancarnya penerbitan Jurnal. ini. Lancarnya 
penerbitan Jurnal. ini pun tak lepas dari kontributor naskah, bantuan 
Mabes Polrl, Yayasan Brata Bakti, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 
(PTIK) serta Yayasan Obar Indonesia. Untuk ltu, sekal.1 lagi, kami 
mengucapkan terlma k.asih. 

• ••
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POLRJ: MANDIRI DAN -KEBUDAYAANNYA 

Koesparmono Irsan 

Abstract 

Both police a.nd soc:lety h.8Vc1 a dual fllnctton as subject a.nd object whJ.6h cannot be 
spa.rated each ather. Police was born beca.use of the society exi.stence and on the 
other ha.nd society need Police in order to protect a.nd secure them. In perform.tng 
their Jobs. the Police a.re autonomous a.nd have personal responsfbJlity. In certain 
condition, they .nuur l)e permitted to 81'rest the Ja,wbrea.kers or orfmJnaJs even tn a. 
foref/f1l oount.ry; without being a.coused ofinterferind that oountz:y: 

Adm1nistra.si negara (term.a.:,-uk ad.mi-
• n1stra.si Kepolisian) selalu berkaitan 

I 
dan saling mempengaruhl (saling
tergantung) dengan keadaan dan
perkemba.ngan polltik, ekonomi .dan

ing, mak1n banyak kita sempurnakan, 
m.akin ba.nya.k la.giya.ng kita liha.t perlu 
disempurna.kan. 

sosial budeya negara yang bersang
kutan. 

Oleh karena ad.min.1st.re.si negara
saat 1n1 sed.a.ng mengalami reform.a.si,
mau tida.k m.a.u administrasi Kepo:US1an
pun menuntut untuk d.idudukkan
sesua.1. denga.n perkembangan tersebut. 

Reformasi, kalau d.ilihat dari
kepusta.kaa.n, diartikan seba€a,i reform
ing or bel.ng reformed; a aha.nge for bet
ter in morals, haJJJt,s, methods (Funk &
WagnaJ.ls, 1961 : 559).

Dengan demikian reformasi
mempunya.1 konotasi perbaikan dan/ 
atau pembentukan baru. 

Penyempurnaan tidak ada
hentinya, improvement is never end-

.J:l,'RNALPOLISI 2, 2000 

Reforma.s1 menuntut interospeksi 
dan evalua.si yang obyektif dan juJur 
dari keadaan dewasa in! yang di
akibatkan perkembangan masa lam
pau. Reformas1 menyeluruh mencakup 
Juga reformasi .A.BR! termasuk Polri. 

Orang hanya dapat membuat 
kemajuan apabila ia ma.u berterima 
kasih pada masa lampau dan bera.ni 
mengada.ka.n perubahan (It's time for 
a rethink, improvement 1s never end-
ing). 

Pendekatan sistem adala.h proses 
penanga.nan permasalahan (problem 
solving) seca.ra efisien. Agar pemba-
hasan kedudukan Polri di ma.sa men-
datang benar-benar sesuai dengan 
sen-ianga.t tujua.n reformasi ma.k.a. perlu 
digunakan pendekatan historis, 

l 



pendekata.n komparatif dan pendekat

an real1st1kya.ng semua itu merupakan 

pendekata.n sistem. 

dari masyarakat. Ia dipengaruhi oleh 

nila.1-nila.1.ya.ng hidup di tengah-ten.ge.b 

masyarakat clan sekaligus mempeng·a· 

ruhi kehidupan masyarakat dengan 

menanamkan nilai-nilai keadilan, 

disiplin dan pengll&rgaan terhadap hak 

Kepolisian tidak dapat dikem

ba.ngkan tanpa didasarkan substrat

yang ada pad.a suatu ba.ngsa.yang terdiri 
dari demografi, topografi, pend.1d.1kan, 

sumber daya alam, tradisi, kultur, 

struktur sosial dan lain-lainnya. De

n.gan perkataa.n lain, Polisi merupakan 
cermin dari bangsa itu sendiri, yang 

dapat dtjelaskan dari masyarakat Indo
nesia itu send1rl. 

asasi rnanusia. 

Perubahan nilai dan perkem

bangan sosial politik dalam masyarakat 

berpengaruh luas terhadap visi dan 

persepsi masyarakat terhadap kepoli

sian, dan tentunya mempengaruhi pula 

kedudukan dan peranan Kepolisian 

dalam mengembangkan misinya. 

Meskipun tugas pokok Kepolisian pada 

umumnya sama yaitu menegakkan 

hukum, mengayomi masyarakat serta 

memelihara kea.ma.nan dan ketertiban 

masyarakat, tetapi dalam setiap masya

rakat atau kurun waktu tertentu Kepo

lisian mempunyai hubungan yang 

berbeda-beda terhadap proses peru
bahan sosial m.asyarakat. 

Setiap pentahapan sejarah dari 
dunia dan negara mana pun, akan 

selalu berpengaruh atau berdampak 

pada eksistensi Polisinya. Polisi secara 
hakiki, hidup dan berkembang sejalan 

dengan irama kehidupan. Polisi itu ada 

selama ada manusia, karena dalam 

kehidupan seorang manusia selalu ada 

Polisi yang disebut hati nurani. 
Memang di seluruh dunia tidak 

ada keseragaman posisi Polisi, namun 
yang umum Polisi adalah civilian.

Hanya di Indonesia Polri berada di 

b awah Menteri/Pertahanan. Jadi 
memang Indonesia ini unik. 

Kepolisian RI dapat dilihat dan 

dibahas dari beberapa sudut pandang 
yang dapat mencerminkan budayanya 

dan d1kelompokkan sebagai berikut 

l. Kedudukan dan peran Kepolisi
an RI dalam sistem Pemerin

tahan Negara Republik Indo

nesia .... 

Kedudukan dan peranan Kepolisian 

berbeda-beda daJam setiap masyarakat. 

Bahkan pada kurun waktu tertentu. 
dalam suatu masyarakat kedudukan 
dan peranannya dapat berbeda, seiring 
denga.n perkemba.ngan masyarakatnya, 
karena Kepolisian merupakan bagian 

2 

Konsep kenegaraanyan.g ditemu

kan dalam UndangUndangDasa.r 1945 

adalah, bahwa negara kita adalah 

negara hukum (rechtstaat bukan 

machtstaat) dan negara kesatuan. 

Dalam kerangka negara hukum inilah 

keberadaaan Polri sebagai alat peme

rintah negara berperan sebagai 
penegak hukum, pengayom, pelin

dung, pembimbing dan pelayan 
masyarakat dalam mewujudkan 
kepastian hukum dan keadilan serta 

keamanan daJ.am negeri. Hanya karenp.. 
adanya fungsi penjaga atau pemelihara 
keamanan dalam negeri yang menye

babkan mengapa Polri ditempatkan 

dalam lingk.ungan ABRI. Polri sebagai 

penegak hukum mempunyai sifat sama 

seperti aparat. penegak hukum la.innya 
seperti Kejaksaan .Agung dan lain
lainnya yang juga tidak tepat untuk 
berada di lingkungan ABRI. Kepada 

·Polri dapat ditambahkan peran, tugas

JURNAL POLIS I 2, 2000 



dan fungsi sebagai penegak rum peme
lihara. kewibawaan pemerinta.h, k.."'1.u
susnya pemerintah da.era.h. 

2. Kedudukan dan peran Kepolisi

an RJ: dalam sistem ketatane

garaan Republik Indonesia.

Nega.J:1a adalah organisa.si, maksudr:ya 
sekelompok manusia, yang denga.n 
mengadakan kerja sama serta pe!ll
ba.g!an kerja, berusaha untuk menca� 
tuJuan bersam.a, yaitu tujuan organi.sa.si 
(1.o tujuan negara). Dengan ada.r:ya 
pembagian kerja dalam organisa.si 
negara itu, maka setiap orang ya.'lg 
tergolong dalam kerja sama 1tu roe!ll
punyai tugas tertentu dalam ik.atan 
keseluruhan. Inilah yang d.inamaka.n 
fungsi dan sehubungan denga.n 
organisa.si negara fungs1 itu disebut 
sel:Jaga.ijabatan. 

Tujuan negara yang dirwnuskw. 
dalam Pembukaan Undang-Unda.'lg 
Dasar 1945 1ala.h "melindungi sege!:3.p 
bangsa. Indonesia dan seluruh tumpa.h 
darah Indonesia, memajukan kesejan.
teraan umum, mencerdaskan kehl
dupan ba.ngsa, dan ikut mel.ak.sana.k.a.n 
ketertiba.n dunia ... 

Hubungan antara negara c.a.n 
konstitusi inijuga. memberi warnayang 

· jelas tentang kedudukan dan peran 
Kepolisia.nnya. Perlu diketahui bahwa. 
negara adalah organ.isasi kekuasae.n.
Hal in1 disebabkan kar'0na setiap negara 
terdapat pusat-pusat kekuasaan y-e.:ig
berada dalam suprastruktur politlk
maupun yang berada dalam 1nfr:..s
truktur politik. Kekuasaan senc.iri
adalah suatu kemampuan unc1k
memaksakan kehendak kepada pi..b..a.k.
lain a.tau kemampuan untuk. me�::n
dalikan pihak lain. Power tend to cor
rupt, absolµte power oorrupt ahsolutei,y.
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Bahwa konstitusi clladakan untuk 
membatasi kekua.saan daJ..am nega.ra 
dapat d111hat dari materi muatan yang 
selalu ad.a dalam setia.p konst1tus1, 
yaitu, 

a. adanya jaminan terha.dap hak asas1
manusia;

b. ditetapkann.ya susunan ketatane
gara.an suatu negara yang menda.sa.r;

c. adanya pembagi.an dan pembatasan
tugas-tugas ketatanegaraan yang
mendasar.

Dengan demikian, penga.lcuan ada.nya 
hak asasi manusia dalam konstitusi 
mempunyai arti membatasi keku.asaan 
dalam negara. Dengan perkataan lain, 
adanya pengakuan tersebut berarti 
pihak yang berkuasa dalam negara 
tidak dapat berbuat sewenang-wen.ang 
kepada rakyat. 

Walaupun pemerintah negara 
mempunyai kedudukan dan peranan 
penting dalam m encapai tujuan 
negara, tanpa pembantu-pernba.ntunya, 
lembaga negara seperti Presiden tidak 
dapat berbuat sesuatu. 

3. Kedudukan dan peran Kepolisi

an dalam menegakkan Hak Asasi

Manusia

Tantangan permasalahan yang tum
buh dan berkembang yang harus diha
dapi dunia kita dapat diidenti:fikasikan 
sebagai berikut 
- nasionalisme agresif ( aggressive na-

tionalism);
- etnosentrisme (ethnocentrism); 
- rasisme (racism);
- anti-Semit;
- xenophobia, dan intoleransi;
- fanatisme agama (religious fanati-

cism);
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- kejaha.tan terorgan1sas1 ( organized
cr1me);

- korups1 (corruption).

Kesemua.nya. itu secara serius telah 
menghambat pengembangan demo
kras1, tertib hukum (rule of law) dan 
ha.k asas1 manusia. Rak asas1 ma.nusia 
harus dipahami dan dipertahankan 
terhadap setiap kekuasaan, bukan 
ha.nya kekuasaan negara, tetapi setiap 
bentuk kekuasaan seperti politik, 
ekonom1 atau sosial. Tentu saja hak 
asasi manusia harus juga dipertahan · 
kan terhadap segala bentuk kejaatan 
terorganisas i. Karena kejahatan 
terorgan1sas1-lah yang paling terdepan 
da.la.m pela.:nggaran hale asasi manusia. 
Keja.hatan terorganisasi tidak terbatas 
.Pada kejah.atan yang dilakukan oleh 
para penjahat, melainkan juga segala 
bentu.k kekuasaan terorganisir yang 
melakukan kejah.atan seperti korupsi, 
kolUS1 dan nepotisme. 

P. Leuprecht dalam tulisannya 
yang diedit oleh A.B. Hoogenboom cs 
da.la.m buku .Fbllc.Jn.g the Future ( 1997: 
15) menulis bahwa hak asasi manusia 
tidak hanya terancam oleh kekua.saan 
nega.ra. ya.ngbenar-benar tak terkontrol
( exorbitant uncontrolled state ·power)
tetapi Juga oleh t1adanya kekuasaan
negara karena lemahnya negara (the
absence of state power, by a weak defi
cient state).

Kondisi hak asasi manusia di I:n-
donesia - I

Setelah menga.mati perkembangan dan \ 
kehidupan d1 bidang polltik, ekonomi 
dan hukum dan mempelajari kecen-
derungan perkemba.ngan masyarakat 
dan bangsa dalam beberapa tahu n  
belakangan ini, mak.a dapat disimpul
kan beberapa hal. 

-Diamat i bahwa pemerintah
menghadapi kesulitan dalam mengen
dalikan perkembangan kehidup a n  
pemba.ngunan nasional seperti terjadi
nya kelambanan dan kurang terkoordi
nasinya kebijakan menyeluruh ter
hadap kerusuhan-kerusuhan dan 
musibah-musibahya.ng lalu dan belum 
a.danya tindakan hukum yang memada.i 
dalam penanganan masalah yang 
berdampak langsung bagi kehidupan 
rakyat, tidak efektifnya penanganan 
masalah kelaparan, kekurangan gizi 
yang terjadi di berbagai daerah yang 
mengakibatkan kematian sejumlah 
anggota masyara.ka.t dan mulai tidak 
terkendalinya harga kebutuhan pokok 
sehari-hari. 

Kemelut ekonom1 dan moneter 
yang sedang melanda kita dewasa 1n1 
Juga. telah menyentuh seluruh persepsi 
dan pemaha.man kita tentang konsepsi 
pembangunan nasional yang telah 
d1l.a.ksa.naka. selama ini. Kondisi pokok 
nasional yang diperlukan unt u k  
melaksanakan hak hidup leya.k sebaga.i 
hak asasi manusia. terus merosot. 

Pada waktu 1ni kondisi tersebut 
tel.ah mendorong hidup rakyat Indone
sia ke ujung ketidakpastian, yang 
sekarang telah mencapai titik ya.ng 

'.fugas dan misi da.ri negara demo
kratik yang bersandarkan rule oflaw

harus diho,::mati dan dilaksanakan 
dengan sungguh.-sungguh., dilindungi, 
dan dipromosikan guna mellndungi 
hak asasi manusia. Hak asasi manusia 
harus didudukkap. sebagai kekuatan 
yang mampu menghadapi kekuatan
kekuatan dala.m masyarakat yang dapat 
menghalangi, menelantarkan dan 
melawannya. 

. sangat mengkhawatirkan. Kekhawa
tiran 1ni terbukti dart terjadi.nya sejum.
lah masalah sosial seperti bangkrutnya 
banyak pemberi kerja, perorangan, 
menengah dan besar, sehin g g a  
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sejumlah pekerja laki-la.ld. dan pere_m
pua.n yang kehilangan mata penca.ha.
rcla.n sema.k.tn meningkat. In1 sudah 
merupa.ka.n clislokas1 sosialya.ng luas. 
Yang merisaukan adalah h.1ngga k1n1 
terliha.t ketidakjelasan pemerintah 
da.lam menyusun kebjjakan dasar yang 
ditujukan untuk mengatas1 clislokasi 
sosial1n1. 

Krisis yang clialami masyarakat 
dewasa ini telah mengungkap_kan 
suatu kenyataan bahwa konclisi hak 
asasi manusia cli Indonesia masih 
rapuh. Kondisi itu 

wena.ngan da.n dom1n.a.si kekuasaan 
oleh sebagt.a.n penyelenggara negara. 
Akibatnya ra.kya.t terintimidasi secara 
berkelanjutan sehingga tidak bera.n1. 
menyata.ka.n hak-ha.knya secara Wajar. 
Kondisi hidup seperti ini mudah me
nyulut sikap dan tindak kekerasan oleh 
berbagai pihak. 

.Anjuran-anJuran retorik untuk 
menyalurkan tuntutan atas hak-hak
nya melalUi 1nstitus1-institusi yang ada, 
baik hukum maupun politik, saat 1tu 
sulit ter laksana karena sebagia.n besar 

rakyat dibuat tidak 
dapat diamati dari 
sikap dan perilaku 
p1hak-p1ha.k terten-tu 
yang melanggar hak 
asasi manusia, yang 
mengakibatkan ke
sen.gsaraanhidup dan 
rasa takut yang melu
as, terutama. bag!. rak
yat miskin dan ber-

Seperti halnya negara 
dan kekuasaan nega
ra, Polisi dan kekuasa
an Kepolisian dapat 
me njadi pelindung 
maupun pe�ar ha.k 

berdaya. "'Sedangkan 
yang berani menya.m
paikan rasa kepr1-
hat1.n.a.nr..ya secara da
mai masih clicurigai, 
sehingga sering tidak 
memperoleh pelayan
anyang balk. 

· ·asas1 manuai.a Tanpa meng
ingkari telah terca
painya ber� kema

juan perlindungan HAM, namun 
kondisi hak asasi manusia dewasa inJ. 
masih sangat memperihatinkan. 
Keadaan 1n1 hanya dapat diatasi bila 
cliadakan refarmasi ekonomi, politik 
dan hukum dengan segera dan seren
ta.k d1 segala.bidang kehidupan berma
syarakat, berbangsa dan bernegara. 

bagai kelompok mino-
ritas sosial dan politik. 

Masalah yang rnendasar selama 
1niada.la.h: 
1. Demokrasi di Indonesia belum mem

berdaya.kan rakyat dalam kedaulat
annya untuk dapat mengkoreksi
arah pela.ksana.a.n kebjjakan peme
rintah.

2. Penegakan hukum d1 Indonesia
dalam bahaya karena lebih rnenJadi
alat kekuasaan sehingga tidak res
ponsif lagi. Akibatnya supremasi
hukum tidak dapat clitegakkan.

3. Ketidakadilan sosia.l dewasa 1n1 telah
mencapai tingkat kesenJangan d1
segala bidang yang tidak dapat lag:i.
clitolerir oleh masya.rakat.

Masih rapuhnya kondisi hak asasi 
manusia yang clisebabkan oleh karena 
da.hulunya. meluas gejala kesewen.a.ng-
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Di samping itu perlu aspirasi rak
yat dengan sungguh-sungguh cliperha
tikan dan ditindak la.nJutL 

Kita per lu menyiasati peran Palisi 
dalam ne·gara demakrati.k dan dalam 
masyarakat yang demokratik, yang 
juga merupakan konsep pokak dari 
Konvensi tentang Hak Asasi Manusia. 
Adalah sa.ngat bodoh kalau kita mengira 
bahwa Palisi dianggap sebagai musuh 
utama hak asasi manusia. Sebagai 1nsan 
manusia clan manusia yang berusaha 
keras, Palisi mempunyai kemampuan 
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untuk berbua.t ba1k dan buruk. Seperti 
ha.lnya negara dan kekuasaa.n negara, 
Pollsi dan kekuasaan Kepollsian daJ:.a:t. 
menJadi pellndung maupun pelangg.a.r 
hak asas1 manusia. Secara jujur, kala.u 
kita harus men,Jawab apakah Pollsi 1tu 
sebagai pellndung atau pelangga.r hak 
asasi manusia tiada seorang pun ya."lg 
mampu menjawabnya secara tepat cl.an 
mudah. P. Lauprecht dalam tulisa.nnya 
yangberjudul The Council of Europe:

Democracy, Rule of Law and Human 

Rights menulis: 

"If we are honest, we have to reccg
nize that there can of course be a te::i
sion between respect for human rl.gh:s 
and the exigencies (keada.an darura:) 
of lavr enforcement. There 1s ·tensicn 
between order and liberty; not only the 
level of philosophical and moral deba:e 
but also 1n da.1.ly conduct of our lives. 
There ls no point 1n denying the exi..�
ence of this tension and political con
tllct . .A. society without con111ct is a ilc·

tion of toteJlta.rian regimes." (1997 
16). 

Pollsi harus mempunyai budaya yaitu 
budaya Polisi (Police Culture). Polisi 
harus mempelajari baga.1ma.na. ca.ra.nya 
bergaul dengan berbagai macam 
komunitas dan minoritas. Polisi harus 
Juga dekat denganpenduduk apa pun 
asal usulnya. Polisi harus mempunyai 
"muka," Jangan ta.npa "muka." 

Oleh karena itu di masa depan 
Polisi harus 
1. Nampak sebagai unsur yang esen

sial da.la.Insuatu demokra..c:;1 pluralis
(pluralist democracy) berdasarkan
ruleoflaw.

2. Sebaga.i pelaku kunci dalam suatu
ma.syarakat yang demokratis.

3. Berfungsi sebagai pellndung clan pro
motor dari hak. asasi manusia atau
denga.n perkataan lain harus siap
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melaksa.naka.n hak a.sasi ma.nusia. 

Tugas pokok, peranan dan tu.11gs1 Ke
pollsian Negara daJa.m ketatanegaraan 
Republlk Indonesia, dapat ditera.ngka.n 
melalui bunyi pasal-pasa.l dalam 
Undang-Undang No. 28 tahun 1997 
yang mengatur mengenai Kepolisian 
NegaraR.I. 

4. Kedudukan dan peran Kepolisi

an Republik Indonesia dalam

kerangka Sistem Peradilan Pi

dana atau Criminal Justice

System

Sistem peradilan Pidana (SPF) atau 
GrimlnaJ Justice System (CJS) adalah 
suatu pendekatan sistem dalam pro
sedur penanganan perkara pidana 
yang diwujudkan da.lam bentuk input

throu{fh-output atau keluaran untuk 
memelihara dan meni.ngkatkan efisi
ensi prosedur anta.ra lembaga-lembaga 
SPP/CJS (Muladi, 1955). Pendekatan 
hukum SPP/CJS merupakan prosedur 
penanganan perkara-perkara yang 
bertujuan untuk menemukan kebe
naran materiel den.ga.n bertum.pu pada 
asas legalitas. 

Dua cara pendekatan tersebut 
dapat merupakan pasar...gan yang ideal 
karena dua hal, yaitu: 
1. prosedur penanganan perkara

yang efisien dan integral yang
dilandaskan pada rambu-rambu
kepastian hukum pada saat ini
merupakan tuntutan perkem
bangan manajemen peradilan
pidana modern;

2. manajemen peradilan pidana mod
ern tanpa rambu-rambu kepastian
hukum hanya akan dipandangbaik
secara administratif, akan tetapi
kurang mendukung dicapainya
kebenaran materiel yang meng-
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utarn.akan perllndungan hukum 
terhadap tersa.ngka. atau terda.k:wa, 
korban kejahatan, dan aparatur 
penegak hukum. 

Ada tiga pandangan tentang SPP/CJS, 
ya.itu pandangan klasik, maderat dan 
ra.d.1ka.l. 

Pandangan kla.slk menitilfuerat
kan pada efektivitas pemberantasan 
kejahatan tanpa mempertimbangkan 
sisi efesiensi prasedur perlindungan 
HAM bagi para pencari keadilan. 
Pandangan 1n1 sa.ngat mengedepankan 
Kepolisian sebagai satu-satunya ujung 
tombak yang paling handal untuk 
menangkal kejahatan ( asa.s lex talia
niS). 

Lex taJionls atau .La. w of the cla, w

diartikan sebagai harsh reta.liation for

crimlnaJ acts, based on the concept of 

"a.n eye for an eye"(pembala.san yang 
ka.sar bag!. perbuata.njahat berdasarkan 
konsep hutang mata bayar mata). 
Pandangan klasik 1n1 telah menem
pat.Jca.n tung.st Palisi ke dalam fungsl pre
ventif, represif clan sekaligus pratektif 
terha.d.ap m.asyara.kat. 

Pandangan Inodera,t menitik
beratkan kepada upaya penegakan 
hukum yang dilandaskan kepada 
rambu-rambu kepastia.n hukum di sa.tu 
sisi dan perlindungan hak a.sa.si ma
nusia tersangka/terdakwa dan sejauh 
mungk.in meniada.kan asa.s lex ta.lionls

( demi melindungi :masyarakat luas). 
Pandangan 1n1 menitikberatkan kepada 
keseimbanga.n antara perlindunga.n 
hak asa.si manusia tersangka di satu sisi 
dan kepa.stian hukum di sisi yang lain. 
Kepolisian dala.m pandangan maderat 
in1 merupakan pendukung supremasi 
hukum. 

Pandangan ra,dlkaJ_ dari Hulsman 
(1964) sama sekali tidak menaruh 
kepercayaan terhadap SPP/CJS sehing-
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ga langkah yang terbaik menurut 
panda.ngan 1n1 ada.lah penghapusan 
SPP/CJS beserta lemba.ga-lemba.ganya 
karena d1n1la.1 sangat merugikan 
kepentingan masyarakat luas dan 
korban kejahatan. Pandangan 1n1 
kura.ng mends.pat tempat di kalangan 
para cendekiawan dan polltisi hukurn. 

Kedudukan Kepalisian dalam 
rangk.a SPP/CJS sa.ngat rentan terhadap 
pengaruh faktor s�tem pemerlntahan 
yang dianut suatu negara. Kedudukan 
Kepolisian dalam sistem pemerintahan 
berda.sarkan Unda.ng-Undang Dasar 
1945, tidak jelas dan tida.k secara 
eksplisit dicantwn.k.an di dala.mnya. 

SPP menunjukkan bahwa aspek 
hukum dalam penanggulangan 
kejahatan d ikedepankan dengan 
Kepalisian sebagai pendukung 
uta.m.a.nya. Hal 1n1 berarti bahwa tugas 
pokak Palisi mencakup kawasa.n 
masalah yang amat luas, seperti 
memelihara ketertiban dan menjam.in 
keamanan umum; m�ncegah dan 
memberantas menjalar:nya peny�t 
rna.syarakat; memelihara keselama.ta.n 
orang, benda dan masyarakat dengan 
memberika.n pertolangan; mengawasi 
aliran kepercayaan yang membaha
yakan m.asya.rakat clan negara; da.n la.in
la.innya.. Rentetan tugas yang dem1k1an. 
multidemensional itulah yang mem
berikan cir1 khas yang berbeda. dengan 
penegakan huk� yang d.ilakukan 
aleh unsur-unsur dart Jak.sa, Hakim 
dan Lembaga Pemasyarakatan. Denga.n 
demikian kedudukan dan peran Palisi 
tidak hanya sebagai Jaw enforcement

agencynamunjuga. maJ.ntena.nce order,

peace keeping official serta public ser

vant yang oleh Satjipto Rahardjo 
disebut sebagai "bada.n yang bersifat 
kerakyatan." 
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s. JCedudukan Polisi dalam Kepoli

sian Xnternasional

Pada umumnya tugas, fungs1 dan 
perana.n Bad.an Kepol1s1an d1 belahan 
bum1 man.a pun pad.a pr1ns1pnya ham
pir sa.ma. sajayaitu yang berhubungan 
dengan masalah penanggulangan 
kejahata.n/krim.1nalitas. Perkemba.ngan 
kejahatan, baik kualitas dan kuan
titasnya, banyak d1pengaruh1 oleh 
kemajuan ilmu pengetahuan serta 
pengaruh era globalisasi. Hal tersebut 
d1 ata.s menyebabkan ketergantungan 
suatu negara terhadap negara lain 
dalam upeya menanggula.ngl. keJahata.n 
1nternas1onal, dan hal 1ni sangat 
d1rasa.ka.n. 

Bilamana penJahat sudah bisa 
bergerak di seluruh dunia, Pol.isi hanya 
bisa mengibarkan bendera hukum 
nasionalnya saja. Dengan demik.1an 
kerja sama Pol1s11nternasional sangat 
d.iperlukan. Oleh karena itu peranan 
Pollsi Internasiona.l /International Po
lice (Interpol) sebagai wadah kerja 
sama Kepolisian adalah mutlak 
dibutuhkan. 

Kerja sama ini hanya dapat 
d.ilakukan oleh organ Kepolisian dan 
bukan m111ter at.au armed forees, a.rt1nya 
penegakan hukum bagi masyarakat 
ha.nya boleh cl11.akuka.n oleh aparat yang 
bersifat non-combatant. Salah satu 
konsekuens1 uta.ina keberadaan Polri 
se� bagia.n dariABRI/Armed Fbrces, 
d.1lihat da.ri sudut Hukum Humaniter, 
ad.al.ah disandangnya. status combatant 
bagi a.nggota Polri. Memang tidak dapat 
d.lJumpai dalam peraturan perundang
unda.ngan Indonesia.yang secara tegas 
menyatakan bahwa Polri adalah com
bat,ant. 

Namun karena. ABRI memenuhi 
persyaratan/ perumusan Armed Fbrces 
seperti terdapat dalam Protocol 
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Tambahan I 1977 seda.ngka.n.Armed 
FbrcesadaJa.h. oombata.nt maka. a.nggota 
Armed Fbrces ada1a.h. combamntjuga. 
Pasal 43 Protokol Ta.mba.h.a.n I-1977. 
1. The armedforcesofa.Pa.rtyto con

Oict cor..sist,s of aJ1 or{f8Jll.zed a.rmed
forces, groups and units whlah sre 
under a. command responsible to 
that Party for the conduct oftt,s sub
ordtnates, even if that pa.rty ts rep
resented by a government or an
authority not recotfnlzed by an a.d
verse P-a.rty Such a.rmed forces sha.11
be subject to an internal dtsctplin
a.ry system which, inter a.lta, shaJJ
enforce compliance with the rules
of internattona.J Jaw applicable in
a.rmed ronOJct.

2. Me m b e  r s  of the a.rmed forces of 
a Party to a confltct ( other than
medica.J personnel and chaplains
covered by srttcle 33 of Third Con
ventton) a.re c o m  b a t a n s, that is
to s.zy; they have the right to pa.r
tlcipa,te directly in hostilities.

3. Whenever a �v to a, conflict in
corpora,t;es a pa.ra.millta.ry or a.rmed
Jaw enforces it sha.11 to nott:(y the
other Pa.rtles to the conOJct.

Jad.i pasal 43 dari Protokol Tamba.han 
I-1977 menentukan sia.pa combatant
itu, yaitu member� of the a.rmed forces.
Dern1k.1an pula pasal 1n1 merum.uskan
apa combatant itu, 1alah mereka yang
berhak tu!"ut serta seca.ra langsung
dalam permusuba:n/ hostillties. (Brigjen
TNI (Purn.) ProfHaryo Mata.ram, SH:
1998: 3)

Dengan melihat bunyi dari pasal 
43 Protokol Tambaha.nI-1977, nam-

. paknya tidak dapat d.ihinda.ri bahwa 
Polri sebagai ABRIi Indonesian .Armed 
Forces adalah tergolong combatant. 
D_engan perkataan lain semua hukum 
yang berkaitan dengan hak dan 
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kewaj1ba.n urµtya.ng rom�tberlaku 
bagl.Polri. 

Salah satu send.1 utama dari Hu
kum Humaniter/Hukum Pera.ng ad.al.ah 
apa yang disebut distrinaf.!.on principles

yang m emberikan arahan bahwa 
penduduk negara yang terlibat dalam 
suatu konfilk bersenjata yang bersifat 
internasional dibagi dalam d:ua 
golongan besar yaitu 
1. Gombata.nt, adalah mereka. yang

boleh secara aktif ikut dalam
permusuhan/pertempuran;

2. Givilia.ns, ada.1a.h. mereka. yang tidak
boleh atau tidak turut serta secara
aktif dalam permusuhan/pertem
puran; mereka. ini harus d1lindungi
dan tidak boleh menjad.1 sasaran
sera.nga.n.

The Hague Regulation ( anex dari The 
Hague Convention IV-1907) dalam 
pasal 1 hanya. memberikan kriteria 
s1apa sajayang d1golongka.n combaJ;a.nt,

yaitu mereka yang tunduk pada 
hukum - hak - kewajiban perang. 
Sed.angkan pad.a pasal 2 menambahka.n 
satu golonganlain, yang disebut "leavee 
en masse", yangjuga mencantumkan 
kriteria tentang siapa saja yang dapat 
digolongka.n combata.nt. Geneve Con
vention 1949, mena.mbahkan J.agi satu 
golongan ba.J:.'.U, yaitu apa yang d.1nama· 
kan gerakan perlawanan yang ter
organisa.si ( organized resistance move
ment). 

Dengan demikian sampai sekian 
jauh belum ada definisi tentang siapa 
itu combaJ;a.nt.

Baru pad.a pasal 43, ayat (2) Pro
tokol Tam.bahan 1977 sebagaimana 
tersebut diatas, menentukan slapa dan 
apa combaJ;a.ntitu. Dalam pasal ini com

batant adalah mereka yang berhak 
secara l�ngsung turut serta dalam 
permusuhan bersenjata. 
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Fad.a Protok.ol tersebut dalam pasal 
43· ayat (1) juga memberikan- art1 

. tenta.n.g Angkatan Bersenjata/.Ar.med 
Forces, yaitu 

..... 

Angka.tan Bersenjata. da.ri piha.k da.lam 
konfllk terdiri dari semua kekuatan 
bersenjatayangterorganisir, gr-..1.p clan 
kesatuan (unit) yangberada d1 bawah 
komando yangbertanggungjawab atas 
tingkah laku anak buahnya kepada 
Pihak tersebut , sekalipun aeanda1nya. 
Pihak tersebut d.iwakll1 oleh peme
rintahan· atau pimpinan (authority) 
yang tidak diaku1 olel)J'ihak lawan. 
Angkatan Bersenjata tersebut harus 
tunduk kepada suatu sistem disiplin 
intern, yang antara lain akan rnen
taati ketentuan/peraturan hukum 
internasional ya.nag berlaku dalam 
konflik bersenjata. (GPH Haryo 
Mataram SH : Sekelwn1t Tentang hu
kum Humaniter, Sebelaa Maret Uni· 
versity Press, 1994, hal 103) 

Bilamana rumusan in1 dibandingkan 
dengan Undang-Undang No. 20 tahun 
1982, maka kriteria tersebut meme
nuhi syarat bagi .Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia, termasuk Polri 
yang berada di cla.lamnya. 

Sedangkan Gtv1l1a.p dalam pasal 50 
Protokol terse but dlartikan sebagai se
seorangyang tidak termasuk sa1ah satu 
kategori yang disebut dalam pasal 4 A 
(1), (2), (3) dan (6) dari Konvensi 
Ketiga dan pasal 43 dari Protokol ini. 
Apabila ada keragu�raguan apakah 
seseorang tergolong orang sipil, maka 
orang itu d.ianggap sebagai orang sipil. 

Hilaire Mccoubrey dalam buku
nya International Humanitarian Law, 
The Regulation of Armed Gon.flJcts 

(1966: 113) menulis: 

. .  a, !qiviliB.Il' is a.ny person who is not 
8, mem.,ber of the billigerent armed 
forces, W4_ether or not the a.uthority 
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upon which such s force depends is 
reco�zed by the sdverse ps.rty, or of 
sssoaisted m11Jt1s, Jncorporsted ps.ra
mJllts.ry police or volunteer corps, in
cluding orlflJJ}.lzed 'resista.nce' units, 
ors. levee en ma.sse s.cttng in immedi
ate resistance to invasion. In s.nycase 
of doubt the presumption is made in 
favour of civilian status. 

Selanjutnya 1a menulis: 

a civills.n population mq not however 
be used as s. 'shield' for millta.ry ob
jectives s.nd will not be protected from 
the effectf of a legttimate atts.ck upon 
it which is msde with due consider
ation for the fs.ct ot· their precence. 

D1 sarnping itu tugas pokok Polri a.da1ah 
melindungi, mengayomi dan menegak.
kan hukum, dan ini tentunya tidak. 
dapat dilaksanakan bilamana negara 
kita dalam keadaan perang, karena 
Poli.si termasuk golongan combatant.

Bagi negara-negara yang tidak 
menempatkan Kepoli.sia.nnya ke da1am 
e.rmed forces, maka ayat (3) dari pasal 
tersebut di atas perlu diperhatikan. 
Ayat tersebut memberikan kewajiban 
untuk memberitahukan kepada pihak 
lain bahwa polisi bukan bagian dari 
angkatan bersenjata. Namun pasal 5 
Undang-Undang No. 28 tahun 1997 
menyatakan bahwa Kepoli.sian Negara 
Republik Indonesia adalah unsur 
Angka.tan Bersenjata Republik Indone
sia yang terutama berperan memelihara 
keamanan da1arn negeri. 

Mari ditelaah penjelasan pasal 5 
Undang-Undang No. 28 tahun 1997 
yang mengatakan: 

.Angkatan Bersenjata Republik In
donesia terdiri dari Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Darat, Tentara 
Nasional Indonesia Angkatan Laut, 
Tentara Nasional Indonesia Angkatan 
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Udara, da.n Kepolislan Negara Republlk 
Indonesia·. Walaupun merupakan 
unsur Angka.tan Bersenjata Republik 
Indonesia, Kepollslan N8[f8.r8Republik 
Indones18 buka.n militer. 

Dengan menafsirkan bunyi 
penjelasan pasal 5 Un.d.ang-Undang No. 
28 tahun 1997, maka Polri adala:h 
bukan militer walaupun tergolong 
ABRIi Armed Fbrces. Dengan demikian 
ABRI terdiri dari dua. komponen uta.ma 
yaitu ABRI/Armed Fbrces dan Polri, 
sehingga Polri tergolong bukan combat

ant. Namun deroikian ha1 in1 masih 
merupakan penafsiran bukan pene
ga.sa.n, sehingga memerlukan klarifika.si 
yang pasti, karena.kalau tokoh Polri itu 
bukan mlliter, mengapa h.arus tunduk 
pada hukum m111ter dan diadili di 
Pengadilan Mlliter. 

Bentuk dan tata cara kerja sama 
yang dilakukan Interpol dalam rangka. 
menanggulangi kejahatan interna
sional., antara lain: 
a. Tukar menukar info,rmasi dan data

krimilill;
c. Saling bantu da1am penyelidikan;
c. Kerja sama penyidikan;
d. Ekstrad1ksi.

Dari uraian tersebut di atas dapat 
dilihat bahwa NCB-Interpol Indonesia 
dalam bekerja sama. di bidang pen.a.ng
gulangan kejahatan internasional 
mempunya.1. peran sebagai: 
a. Pusat pertukaran informasi clan data

k.rirn.1na.l;
b. Penghubung/perantara dalam kerja

sama internasional Kepoli.sian;
c. Juru penerang;
d. Koordinator .

Kerja sama Kepolisian antarnegara 
anggota !CPO-Interpol dilaksanakan 
berdasarkan: 
a. Kedaulatan;
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b. Hukum dan Perundang-unda.ngan;
c. Un1versal1tas;
d. Persamaa.n hak.;
e. Metode kerja fleksibel.

Dari apa yang telah ditulls d1 atas maka 
Jelaslah bahwa Polis! mempunya.1 sifat 
universalitas yang tidak dipunya.1 oleh 
lain-lain Angkatan dalam ABRI. 

6. Polri sebagai penegak hukum/

alat negara penegak hukum, pe

lindung, pengayom masyarakat

Sebagai konsekuensi 

tlndak.an kekerasan atau pemaksaan. 
Tetapi tlnda.kan. kekerasan atau pema.k
saan 1n1 mungkir. justru akan m.eng
ganggu ketertiba..'1., karena adanya 
kemungkina.n bah wa p1ha.k-p1ha.k: lain 
yang tida.k terkait Drut terlibat atau 1kut 
menjadi korban. Misa.lnya tugas peI1€B,
walan Presiden, yang secara hukum 
dan kepatutan har-.lS diberi pr.ioritas d1 
jalan raya, sering kali menimbulkan 
kemacetan yang sangat mengganggu 
keteriban lalu-lintas dan tidak men1m
bulkan kenyama..."18.Il bag!. pengguna 
jalan la.1nnya. _ ... 

negara hu.kum maka 
penegakan hukum 
adalah suatu sarana 
pembukti baginya. 
Berbicara mengenai 
fungsi Kepolisian seba
gai salah satu fungsi 
pemerintahan negara 
d1 bidang penegakan 
hukum, pelindung 
dan pelayan masya
rakat, serta pembim
bing masyarakat, su-

Ke oli�ta.n ha.ruafuh
=

di-. 'P. ., .• 

Dalam penger
tian luas demokrasi 
ber¥t,1 dihorrnatinya 
prinsip-prinsip kebe
ba.san, kontrol yang 
efektif warga negara 
terhadap pemerintah 
dan pemerintahyang 
bertanggung jawab 
kepad.a rakyat. Kepo
lisian Negara RI se
bagai bagian integral 
fungsi pemerintah 

raj).� untuk-membe-
i'1ka.n- perlakuan-.dan 
p·�ia.,yapan yang·· saina · 

.]tepa:cll!;··'seriiua''ora.ni 
.•.·. • =• . • '

.m;ezj.'e.rapkan· :)teter-. 
btl'.ka.an· ,dan1, kead.ilan

sesuai 'dengan -prL.-risip
prin_�tJ?, a.emo�¥.31' · 

dah tentu tidak terlepas dari bentuk 
negara. 

Mengatasi keterbatasan dalam 
berhubungan dengan masyarakat, 
pihak Kepolisian pada um.umnya ber
keyakina.n bahwa perubahan ha.ruslah 
d1mula.i dari Polisinya sendiri. Perubah
an itu harus dilakukan secara rill, 
sistematis dan berkesinambungan. 

Pad.a hakikatnya fungs1 setiap 
Polisi di mana pun di dunia 1n1 sebe
narnya ad.a tiga yaitu, legalitas, ke
adilan dan ketertiban. Namun demi
kian tugas dan fungsi dasar 1n1 pun 
sudah mengandung benih konflik 
peran. Dalam memerankan fungsinya 
sebagai penegak hukum atau keadilan, 
a.da. kal.anya Polisi harus menggunakan 
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negara tentu diha
rapkan turut serta menciptakan kon
disi yang kondusif untuk tegaknya 
prinsip-prinsip demokrasi. 

Kepolisian haruslah di!'ancang 
untuk memberikan perlakuan.dan 
pelayanan yang sama kepada semua 
orang, menerapkan k:eterbukaan dan 
keadilan sesuai dengan :prins1p-pr1nsip 
demokrasi. Kepol.1s:ian. tentu tidak boleh 
bertindak sewenang-wenang apalagi 
antidemokrasi, k.arena mereka dituntut 
untuk tanggap terhadap pendapat 
umum dan turut bertanggung jawab 
d.aJam mewujudkan kehidupan berma
syarakat, ber"bangsa, dan bernegara 
yang demokratis. 

Polisi yang peka terhadap segala 
bentuk problema masyarakat dalam 
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suatu negara yang demokra!is, t idak 
a.ka.n pernah merugikan Pollsi send1ri, 
bahkan aka.n mengangkat citra Polisi, 
keperca.yaa.n. masyarakat yang akhir
nya. a..."ran menumbuhkan dukungan 
masyarakat 

7. Polisi ditinjau dari budaya

nya

Surjono Soekanto menulls ba..riwa ada 
l ima faktor yang mempengaruhi 
penegakan hukum 1 

a. Fa.ktor hukumnya sencliri;
b. Fa.ktor penegak hukwn, yak..'1.i pihak

pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;

c. Faktor sarana atau fasilitas yang
mendukung penegakan hukum;

d. Fa.ktor masya.rakat, yakni l.ingkung
a.n di mana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan;

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai
hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia
dalam pergaulan hidup.

Dalam a1am reformasi 1ni ma.ka. timbul 
permasa.la.ha.n terhadap reforrn2.Si Polri, 
yaitu apakah hukumnya dulu yang 
direformasi ataukah budayanya. Tel.ah 
terjadi penggambaran yang kurang 
tepat dengan memperketat aturan/hu
kum sebagai Sl!,8,tujalan guna merefor
masi polisi tanpa memperhatikan bah
wa budaya suatu organisasi pun me
merlukan reformasi bi.lama.na kita akan 
membantnn cit ra. Brogden dan 
Shering2 telah mengamat1 bahwa bila
mana aturan hukum tidak lagi sejalan 

1 Soeka.nto, SurJono, 198:J, Fa.ktor-fe....rtor Ya.ni
MempengsruhJ Penel{s.ksn Hukum, Raja.-

• wall, Jakarta..
Brogden, M., and C. Shea.ring, 1993 Pollclnlf
for s New South Ali'Jcs, London: Routledge,
hlm.97
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dengan kenyataa.n y-r:.!'_g berkembar 
dalam masyarakat. polisi serin 
menemukan jalan w::.tuk mengatas 
nya. Mereka berpendapa.t ba.hwa seba1 
apapun perubahar. hukum yan 
dikehendaki kalau tidak cllbarent 
dengan perubaha.n buc..a.ya da.ri dalarr 
make. reformasi akan gagal mencapc 
tujuannya, walaupun d.isadari bahw 
perubahan hukwn Juga. berpengarul 
bagi pembentukan peril.a.ku. 

Reiner� menulis: 

" .... that legal regule::on is off limlte< 

e.ti"ectiveness: 'keycr:.!?.Il{fes must beiJ. 

the informal. culture ::;:·the police, theL 

prectical worklng r1. •. ::s. n 

Suatu organisasi apapur. na.ma.nya pastl 
mempunyai budaya. Sch1en4 dalam 
bukunya Orga.nJzationa.J Psycholo!JJ 

(1965 : 47) menulis t.entang budaya 
organisasi sebagai: " ... . .  the pattern 01 

basic assumption thac a, {fiven group 

(the Police) has invenred, discovered, 
or developed in learniil-d to cope with 

its problems of external ada.p/;a,tlon a.nd 

interna.l integration, (and) thst hsve 

worked well enough to be considered 

valid ... "(1985: 9). 
Nilai-nilai kepercayaan, dan 

kaidah-kaidahyang membentuk bud.aiYa, 
organisasi Polisi biasanya merupakan 
kombina.si antara perilaku hukumyang 
diharapkan secara formal clan informal 
organi.sasi. 

Sedangkan Thom.as G. Cummings 
dan Edgar F. Huse5 dalam buku.nya Or-

3 Reiner. R., The Politic of The Police, 2nd Ed, 
4 

Harvester Whea.tsheaf, 1992, hlm. 232. 
Schien. Orl{aniza.tionsl Psychology, 1965 

� Englewood cwr, N.J.: Prenctce-Ha.ll; hlm. 47.
Cu.m.m.1ngs, Thomas G. a.nd Edgar F. Huse, 
1989, OrKanizstJon Development and 
Change, 4th Edition, St Paul: West Publish
ing Company, hlm. 417. 
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lf8.111zatlon Development an.d Oha.nge 

(1-989: 415) menulis: 

"Corporate culture is the pattern of ss
sumptions, values, and norms shsred 
by orgsnizationa.l members. n 

Selanjutnya 1a mengatakan bahwa 

u. • • ths.t culture ca.n affect strs.tegy for
m uls.tion s.nd implements.tlon, e.s well 
e.s the i1rm 's ability to achieve high 
levels of performs.nee. " 

D1 sin! nampak baga.1ma.na pentingnya 
bud.a.ya suatu organisasi karena. sangat 
mempengaruhi strategt guna penam
pllan peran organisasi yang tinggi dan 
lebih ba.ik tentunya.. 

Dem1k.1an pu1a dengan Polri, ka
rena tugas pokoknya mencerminka.n 
ada.nya budeya Pol1s1, yang dapat diba.ca 
pad.a pasal 13 UU No. 28/1997. 

Pasal 13 Undang-UndangNo. 28 
tahun 1 997 Ke pol1s1an Negara 
Republic Indonesia bertugas 
a. selaku alat negara penegak hukum

memelihara serta meningkatkan
tert1b hukum;

b. melaksanakan tugas Kepolis1an
selaku pengayom dalam member1-
kan perlindungan dan pelayanan
kepada ma.sya.rakat bagi tegaknya
ketentuan peraturan perundang
undangan;

c. bersama-sama dengan segenap
komponen kekuatan pertahanan
kea.manan negara la1nnya membina 
ketentraman masyarakat dalam
wilayah negara guna mewujudkan
keamanan dan ketertiban masya
rakat;

d. m embimbing masyarakat bagi
tercipta.nya kondisi yang menunjang
terselenggaranya usaha dan
kegiat�n sebagaimana dimaksud
pada huruf a, hurufb, dan huruf c;
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melaksanakan tugas la.in sesua1 
dengan perattiran perundang

unda.ngan. 

Nampaklah bahwa pasal di atas telah 
menggambarkan adanya peruba.ha.n 
hukum sekaligus budaya dari Polri. 

Dari cerm1nan budaya tersebut 
ak.an nampak karakter perorangan 
yang d1cir1kan pada para pengemban 
tugas pokok tad1 sehingg� akan sa.ngat 
mempengc1:-ruhi organisas1 di mana 
mereka dioperas1kan. M1.salnya seora.ng 
guru yang terb1asa membel'1kan contoh 
dan tauladan dengan cara mengajar 
seseorang, akan sulit berperan dalam 
suatu satuan yang t�gasnya membu
nuh musuh sebanyak-banyaknya. 
Derrµkian juga dengan Polis1, satuan 
yangharus mempunya1 budaya perlin
dungan dan pengayoman harus ber
sanding dengan satuan yang mem
punyai budaya membunuh musuh.. Tak 
pelak lagt budaya pengayoman dan 
perlindungan 1tu akan ma.kip. lama 
makin luntur dan terserap pada 
budeya :oembunuh musuh. 

Di seluruh dunia peran mlliter 
uta.ma.nya. a.dala.h seba€ai "war machine" 
atau al�t perang, sehingga di Indone
sia AD, AL, AU dahu1unya. disebut 
sebaga.i.Angkata.n Pera.ng. Pera.ng selalu 
menimbulkan pikira.n ada.nya. kekuata.n. 
lawan yang d1na.ma.kan musuh. Dan 
untuk memenangkan perang doktrin
nya adalah kalahkan atau hancurkan 
musuh itu. Karena tugasnya meng
hancurkan musuh, mak.a Angkatan 
Perang selalu mencari alat "pemusnah" 
musuhyang hebat, seperti bom atom, 
bom hidrogen dan lain-lainnya. Namun 
demikian bukan berarti bahwa Ang
katan Perang tidak punya tu.gas di luar 
tugas perang. Kita kenal apa yang . 
dinamakan civic mission dari suatu 
Angkatan Perang, di mana Angkatan 
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Pera,ng berpera.n tida.k sebagai mesin 
pera.ng, mela.inkan sebagai pera.ngka.t 
yang memba.ngunkesejahteraa.n sosial. 
Tata.pi clvla mission itu bukan tugas 
pokoknya. 

Brogden dan Shearing6 menu..'l
jukkan adanya. dua bentuk penyelesai
a.n ortpdoks guna mengubah budaya 
pollsi, yaitu : " ... flrst by 'ta.king the

polios to the aomm u.nity', and second, 
by 'brln{fi.ng the aommunlty to the po

lice'." 
Polisi ct.an masyarakat ad.al.ah dua 

subyek seka.llgus obyekyang tak mung
kin terpisa.hka.n.. Pollsi 

m111t;a.zy JndlvJduaJs orar!J)Wbatfon wi
a.re lflven the general right by gover, 

ment to use aoeraiVcJ force to enforce t1 
.lsw a.nd whose prlma.ry purpose 1.s i 
respond to problems oflndlvidue.J an 

group oon:fllat that involve ille{f8J. /Jeha.· 
lor."

Di sinilah letak perbedaan yan 
panting antara Angkatan Perang da.i 
Palisi. Palisi dalam doktrinnya haru 
menumpas kejahatan dan buka1 
menumpas para penjahat. Di sin 
"musuh" dari Palisi adalah kejahatar 
bukan penjahat. Namun karena keja 

hatan itu· dilak.ukar. 
lahir karena adanya 
masyarakat, ct.an ma
syarakat membutuh
kan Polisi guna. men
jaga ketertiban dan 
keamanan ct.an keten
tramannya sendiri. 
Charles Reith dalam 
bukunya The Blind

Eye of History menya
ta.ka.n bahwa di dalam 
kehidupan berma
syarakat setelah ke-

Seorang anggo_ta Polis! 
dapat melakukan pen.1-
Ia1an sendiri da.n. men.g
a.mbll la.ngkah..atau tin .. 
dakan se�diri yang ke
m udi�J:?- ··. dipe!tang
gungJawabkan. kepada, 
atasa.nrzya. Tidak demi:
kian dengan Angkatati-· 

oleh orang yang na· 
man.ya. penjahat, ma· 
ka tugas Palisi ada.la.h 
menangkap penjahat 
dengan landasan 
mencintai kemanu
siaan (love hwnanity) 
untuk mempertang
gungjawabkan perbu
atan kejahatannya di 
muka pengadilan. Da
lam melaksanakan 

butuhan pertama akan adanya per
aturan maka tumbuhlah kebutuhan 
kedua yaitu· adanya institusi yang 
mengawasi dan menjamin tegaknya 
hukum da.lam rangka mewujudkan 
ketertiban dan keamanan umum 
sehingga meajam.in kelangsungan 
masyarakat ba ik secara individu 
maupun kelompok. Roy R Romberg 
dan Jack Kuykendal6 da.lam bukunya 
Police &' $?Jaiety (1993:25) mende
ftn1s1kan Polisi sebagai " ... as those non-

e 
, 

Brogden, M., a.nd C. Shearing, op. clt. 

Charles Reith, 1952, The Blind Eye of Hls-

• 
tory; London: Farber and Farber. 

Roberg, Roy R. & Jack Kuykendal. 1993, Po

lice llnd Soclety, Paslflc Grove, Calli: Brooks/ 
Cole, hlm. 25. 
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tugasnya ia otonom, 
da.lam arti seca.ra perora.ngan otonom 
yang harus dipertanggungJawabk.e.n 
secara perora.nga.n untuk tidak melang
gar hak asasi manusia. Hal 1n1 dapat 

. dilihat pad.a bunyi pasal 18 UU No. 28 
tahun 1997: 

Pa.sal 18 UU No. 28 tahun 1997. 
( 1) Untuk kepentingan um um, pejabat 

Kepollsian Negara Republik Indone
sia dal.am melaksanakan tugas dan 
wewenangnya dapat bertindak 
menurut penila.1.a.nnya sendiri. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagai
mana dima.ksud pad.a eyat C 1) hanya
dapa.t dilakukan dalam keadaan
yang sa.ngat perlu dengan memper
hatikan peraturan perundang
unda.ngan serta kode etik profesi
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Kepol.1sian Negara Republlk Indone
sia 

Seora.ng anggota Pollsi de.pat melaku
k.an penilaian sendiri dar. mengambil 
J.angka.h atau t1ndakan sendiri yang 
kemudian dipertanggungjawabkan 
kepada atasannya. Tida..i< demikian 
dengan Angkatan Perar:g, di mana 
anggotanya harus bergerak dalam 
i.katan kelompok dan mempertang-

.. gungjawabkan perbuata..11 secara ke
lompok pula. 

Di samping itu banyak sifat Polisi 
yangJauh dari sifat Angka.tan Perang, 
misalnya dalam rangk.a "hot pursuit 11 

(mengejar seorang penjahat mellntasi 
batas negara) Polisi diperbalehkan 
"memasuk.i II negara teta.ngganya tan pa 
izin terlebih dahulu dalam rangk.a me
ngejar penjahat, yang kemudian diper
tanggungj awabkan kepada Palisi 
negara tersebut. Hal ini tidak dapat 
dilakukan aleh satuan Angk.atan Pe
rang., ka.rena kalau dilakukan mereka 
a.kan dicap "intervensi." Dernikian pula 
ternyata di seluruh dunia Palisi itu 
adalah "non-combata.nt" (bukan me
ngemban tugas tempur), sehingga 
seorang Pollsi tidak boleh dibunuh. 
Bahwasanya karena rasa patriotiknya 
seorang a.nggota Pol.1si ikut bertempur 
karena negaranya diserang musuh,
maka itu merupakan ha.k dan kewajib
annya sebagai warga negara suatu 
bangsa (P.ak bela negara). J a.di ciri khas 
Palisi yang tampil sebagai pejuang 
pembela negara adalah manakala 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam 
keadaan -bahaya. Selebihnya Polri 
adalah Palisi, bukan ABRI. 

Banyak pendapat yang pernah 
dilanta.rkan.untuk memberikan penje
lasan ten tang perbedaan yang men -
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dasar antara. Mlliter/Angka.tan Pere.ng 
dengan. Pol.1s1, baik dart seg1 doktrin, 
hakekat ancaman yang dihada.pi dan 
tugas pokok, yang kesemuanya Man 
membawa konsekuensi pada perbe
daa.n tindakan da.lam pengelolaa.n orga
ni.sa.si dan tat.a laksana serta a.ngga.ran. 
Adalah sua.tu kejanggalan selama ini 
mengenai terjadinya penyatuan sec.ara 
st_"'Uktural, karena tinda.kan penyatuan 
uan membedakan Polri dengan Polisi 
mana pun di belahan dunia ini. Sejak. 
Polri d..i.kukuhkan menjadi bagianyang 
inregral dariABRI, telah ba.mra,k terjadi 
penyesua.ia.n-penyesuaia.nyang d.iarah
kan kepada penyeragaman, walaupun 
selalu diu� teta.p terpeliha.rw.ya 
ciri-ciri dari masing-masing Angkatan 
dan Polri sesuai dengan matranya, 
namun khususnya tugas, fungsi dan 
peran yang khas memerlukan lebih 
ba.nyak penyesuaian di segenap fungsi
fungsi manajeman baik di bidang 
pembinaan maupun operasional serta 
sistem penganggarannya. 

Berbagai kesulitan ditemui yang 
menimbulkan kekaburan dalam penja
baran pelaksanaan tugas, terutama 
dalam konteks keterpaduan atau 
gabungan. Misalnya dalam pemben
tukan Polisi PBB untuk Namibia, di 
mana sebagian besar personelnya 
adalah dari Angk.atan Perang denga.n 
seragam Polri dan NRP PolrL Ini me
nunjukkan ad.anya kerancuan dalam 
menjabarkan tugas pokak. Yang pasti 
pelaksanaan tugas-tugas Palisi meng
alami lebih banyak benturan, bukan 
saja karena rumusan tugas yang sema
k.in membingungk.an karena motivasi 
subyektifdari unsur-unsur ABRI lain
nya, dan pengaruh politik yang terus 
berkembang, tetapi juga karena Polri 
pun nampak seperti membiarkan diri
nya terlarut dalam kepatuhan semu, 
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seh1ngga semakin meninggalkan 
identitas "bukan m111ter." 

6. Polisi dan Dewan Pengawas

Sesuai dengan apa yang terjadi maka 
kehadiran suatu Kom1s1 Kepolisian 
adala.h suatu yang perlu dalam rangka 
mengawasi sepak terjang Polisi. Ada 
beberapa per1st1wa yang tidak berkaitan 
dan bahkan kadang-ka.da.ng sepele yang 
dapat menyebabkan Kepollsian dicu
r1ga1. Efek kumulatif dari peristiwa
peristiwa itu, yang secara gamblang cli
tul.ts oleh media surat kabar clan televisi 
dapat menggugah masyarakat untuk 
menuduh Polisi tidak melakukan 
pelayanan secara bertanggung jawab, 
juga dapat menuduh Polisi tidak me
nanggapi secara baik setiap keluhan 
rn.a.syarakat, bahkan menuduh bahwa 
kedudukan konstitusional. Polisi telah 
terja.ngkiti su.atu penyakit. 

Apakah sebenarnya yang menda
sari tuduhan bahwa Polisi wa.13.upun 
sebenarnya sudah melaksanakan tug9.S 
sesuai dengan prosedurnya, namun 
toh tetap dia.nggap tidak sensitif? 

Menurut English,9 Polisi yang 
tidak sensitif adalah Polisi yang tidak 
mampu menenggang rasa anggota ma.
syarakat yang menJadi fokus pemolisi
annya. B11.amana tindakan tad1 berkem
ba.ng menJad.1 sesuatu di lua.r prosedur, 
pada umwnnya hal ini cliakibatkan 
karena terjadi penyelewengan keku
a.saan Po.Usional (abuse of authority) 
dan terjad.1 perilaku diskriminatif ( dis
criminative behavior) balk secara rasial, 
a.@Urla, sosial ekonorni dan sebagainya. 

Di samping itu Palisi sangat, 
akrab dengan kekerasan , baik karena 

9 

Eng:Ush, Jack, 1986, PolJce Tra.lnlng Manua.J, 

5th Ed, McGrawhill Book Company. 
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kejahatannya sendirl penuh deng 
kekera.san, maupun karena Polisi 
!Zink.an menggunakan kekerasan ya 
terukur ( artinya. kekerasanyang ses, 
de:ngan hukum dan sesuai deng, 
kepatutan masyarak.at ). Sementa.ra 11 
tidak sensitifnya Pollsi terhadap } 
kerasan yang terjad.1 da.lam ma.syara.li 
terlihat dari adanya kecenderungan 
mana kekera.san semakin berpeluai 
menjadi berkelebiha.n sehi.ngga merriJ 
bulkan cidera bahkan kemungkirn 
terjadinya kematian pada tersangk 
Kekerasan boleh jadi tidak lagi c 
gunakan sebagai sekedar fungsi gux 
mencapai tujuan tertentu, tetapi be 
peluang untuk menJadi tujuan it 
sendiri. 10 

Untu.k itu perlu dibangun suat 
Dewan Komisi Kepolisian guna m 
ninjau apakah kedudukan, tugas da 
tanggung jawab yang diberi.kan ole 
konstitusi kepada Kepolisian telah d 
Jalankan dengan sebaik-baiknya c 
seluruh wil.a;yah. J?emikian pula KomiJ 
dapat memberikan penllian terhadai: 
a. peran dan fungsi Kepolisian daeral
b. status dan akuntabilitas dari par

anggota polisi, termasuk Kepal
Kepolisian RI;

c. hubungan antara Polisi dengai
ma.syarakat termasuk cara pena
nganan setiap keluhan :masyarakat

d. prinsip-prinsip umum yang aka.J
mengarahkan regenerasi Polisi d
masa depan . ..

'fujuan da.ri dibentuknya Dewan Komis 
Kepolisian 1ni untu.k menempatkar 
Polisi dalam kontrolyang efektif den.gar 
membuat mereka lebih dapat diper 

'
0 

Adrianus Mellala., 1996, Quo Vadis PolJsJ 

Men(fUpas Insensivttas Pollsi, Jurusa.r 
Krlm1nolog1 FISIP UI bekerja. sa.ma denga.i: 

MaJalah FORUM, Jakarta, hlm. 28. 
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ta,nggung:Ja.wa.bkan, dan juga. untuk 
meya.k1nka.n bahwa. Pollsi tlda.k berbuat 
semena-mena. dala.m melaJcsa.na.ka.n 
tuga.snya.. Hal 1n1 d.iseba.bkan k.arena. 
dahulunya. Polr1 berada. da.lam sua.tu 
sistem sepotong-potong yang dicipta.
kan dala.m kond.1s1 yang barbed.a dan 
tujuan yang berbeda. pula. Dengan de
mik.1an Dewan Kom1s11n1 a.ka.n seca.ra 
terus-menerus menga.wasi tingkah la.ku 
Palisi dalarn mengemba.ngka.n tugasnya 
tanpa harus menghambatnya. Demi
kian pula Dewan 1n1 dapat mengubah 
organisasi Kepolisian untuk disesu
a.1ka.n dengan perkembangan zrunan. 

Setiap penggantian Kepala Ke
pollsian, Dewan Komisi 1n1 ilrut me
nentukan siapa-siapa personel yang 
dicalonkan untuk dipilih oleh DPR. Hal 
1n1 untuk menghinda.rkan twnbuhnya 
faktor llke a.nd dlsllke terhadap per
sonel yang akan dtjadikan pimpinan. 

Jumlah dan siapa saja anggota 
Dewan Komis! 1n1 serta. berapa lama 
jangka waktu keha<;lirannya. ditentu
kan oleh undang-undang. Dewan 1n1 
ha.rus terdir1 da.ri tokoh-tokoh masya
rakat, pimpinan pemerintahan dan 
beberapa mantan Kepala Kepolislan 
Negara atau pejabat lain Kepolisian 
yang mempunyai reputasi baik. 

Kedudukan orga.n.1.sasl Kepollsian 
dalam kemandiria.nnya dapat saja 
a. di bawah suatu Kementerian, de

ngan catatan bahwa Menteri hanya
diberi ta.nggungjawab ba.gi efi.siensi
kerja Polisi dan tidak diberikan ke
kuasaa.n untuk mencampuri arah
dan bentuk operasi Kepolisian, ka
rena 1ni. dapat menimbulkan akibat
ganggua.n. terhada.p sifat tidak. memi -
hakny� Polis!. Tugas-tugas opera
sional Kepolislan harus dipertang
gungj awabkan langsung kepada
Presiden.

b. Di bawah'langsung Presiden, dala.m
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rangka kesejajaran clan keseta.raa.n 
denga.n 1aln-� a.nggota da.r1 Si.stem 
Peradilan Pida.:na.. 

Dengan ad.anya. peruba.1la.n-peruba.han 
bentuk dan. corak Kepolista.n RI di rnasa. 
depan, :ma.le.a diharapkan bahwa :." 
a. otorita.s Kepolisian akan bertarnbah

efektif da.lam menjalankan tugas

nya;
b. Polisi akan lebih eflsien;
c. akan terdapat kerja sama yang balk

antar parapenega.k huk.um, sehing
ga rakyat tidak lag1 menjadi sasaran
perilaku yang otoriter:-

Dari semua hal yang diungkapkan di 
atas, dapatlah ditMik kesimpulan, 
bahwa: 
1. Kedudukan Polri da1am Departemen

Pertahanan harus ditinjau kembali.
Lebih jelasnya sebaik.nya. Polri dipi
sahkan dari Departemen Perta
hana.n dan berad.a setara dengan
Kejaksaan. Kalau toh harus di
bawah sua.tu Kementerian, maka
hubungan antara Menteri dan
Kepala Kepolisia.n harus diatur
sedemikian rupa, sehingga di bid.a.Ilg
Operas! Kepolisia.n., Kapolrl berta.ng
gung jawab kepada Presiden.
Menteri hanya mengupeya.ka.n agar
Pollsi menJadi efektif dan efi.sien.

2. Perlu ada kemauan politik dart
pemerintah untuk memisah.kan
Polri dari Departemen Perta.hanan,
sehingga Dephan hanya menjadi
Departemenyang ba.nya mengurusi
pertahanan saja, seperti Depha.n di
lain-lain negara.

3. Per lu dikaji lebih cl.al.am risiko-rlsiko
yang mungkin timbul se� akibat
pemisahan Polri dari Dephan, se
hingga Polri tidak dihadapkan
kepada pendadakan bilamana pe
misahan itu dilaksa.naka.n.
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4. Polri harus melakukan ma was diri,
agar keberadaan Polr1 di luar
Dephan tidakjustru membuat ?,olri
leb1h terpuruk.

6. Polri harus mengenali kembali bu
dayanya serta mengubah semua
keburukan Polr1 selama 1n1 agar
Polri dicintai masyarakat.

6. TuJuan memandirikan Pol1s1 ad.al.ah:
a. Otoritas Polisi menjad.1 efektif

dalam mela.ksanakan tugasnya;
b. Pelayanan Pollsi menjad.1 efisien;
c. Ada interforce collaboration dan 

kerja sama dengan tujuan untuk
mencapai efesiensi, dan

d. guna meningkatkan pelayanan
Pollsi

7. Polri harus mempunyai kekuatan
yang memadai guna menghadapi
tantangan krimina litas mendatang

Daftar Pusta.ka 

(the new dimension of crim 
Kekuatan. itu terd1r1 dari me 
money, materials dan meth 
dengan cara mengubah sist« 
manajemennya dan menyus1 
sumber d.eya. manusiayang: 
a. d1seleks1 dengan baik (well :

lected);
b. diberi motivasiya.ngbaik (well n

tivated);
c. dididik ya.ng baik (well educatec
d. dilatih dengan baik (wE

tra.inned);
e. dilengkapi dengan baik (wt

equipt);
f. diberi a.nggara.n da.n gaji yang ba

(well paid/budgetted).

Demikianlah sumbang pikir kam 
semoga berguna bagi Pol ri dan ma1 
depannya. 

Adrianus Meliala, Quo Va.dis Pollsi, Men{f'Upa.s Insensivtta.s Palisi, Jurusa 
Kriro1nologi FISIP UI bekerja sarna denga.n Majalah FORUM, Jakarta, 1991
hlm. 28 . 
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Icma .Utan1:a_: .. ,,Kebudayaan dan Pelayanan P-OLRL

TINJAUAN KRITIS ATAS KINERJA 

PENEGAKAN HUKUM DAN SISTEM 

PERADILAN PIDANA* 

Adrian us Melia.la 

Abstrak 

A deep belief ha. vtng by law enforcement ofli.cers re{fa.rdlng the optim wn exercise 
of their legal power in order to be seen a,s success a.nd tough ma.na.ger of law Is 
still prevalent and unavoidable. So, for example, police has to ma.lee arrest, judge 
ha.s to rea.ch a verdic:t a.nd warden has no other alternative a.s treating inmate a.s 
inina.te. 

A swift c.ha.nge of this pa.ra.dig:m seems relevant as, in nowadBJTS reform era., 
question of how far the efficiency and effectiveness consideration of such a la.w 
enforcement a.otJon ls maJntaJned, must be often.ly forwarded. 'When there ;s no 
a.ccounta.blllty to execute legal power, option of entering a.n a.Jterna.tive b ut bet
ter solution must be prepared by law enforcement ofli.cers a.s well. 

This article tries to discuss it by emphasizing situation facing by the police 
as the front lnstitution ofthejustJce system. The wise role of police institution in 
deciding whether or not using Jega,J approach would be vezy sllfI1}.flca.nt in im
proving performa.n.Je of the justice system in future time. 

Pendahuluan 

Secara teorit i.k, hukum diketahui 
memiliki berbagai fungsi, wajah dan 
dimensi. Namun ketika kata 'hukum' 

• Versi awal tullsan 1n1 dibuat dan dibacakan 

pada Seminar Sekolah "S1stem Perad1 lan

pidana di Masa Depan dalam Era Polr! 

Mandiri", diselenggarakan oleh Pas1s Selapa 

Polri D1kreg XXVI tahun 1998/1999, 14 Jun! 

1999. U1;1tuk Jurnal 1n1, tullsan 1n1 telah 

mengalami revisi yang s1gn1fikan. 
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dipasa.ngka.n dengan kata 'penegakan', 
yang muncul adalah wajah hukum 
yangrepresif, kaku dan bersifat baJasan. 
yang setimpal (retributif). Ketika wajah 
itu yang akhirny-a tampil, secara logis 
memang seharusnya telah terlebih 
dahulu muncul (namun kemudian 
tidak berdaya) wajah-wajah hukum 
entah sebagai cerminan konsensus, 
sebagai hasil dari pertarungan keku-
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a.tan ide da.n kekuatan praksis, sebagaJ. 
perekayasa sosial (law as social engi
neering) atau sebagai wahana bagi 
tercipta.nya keadilan sosial. 

Apa yang terjad.1 ketika urut
urutan logia tersebut pada kenyata
a.nnya tidak d.11kut1 atau bahk.an h1lang 
sama sekali? Dengan kata lain, fwlgsi, 
wajah dan dimensi hukum lainnya 
begitu lemah dan kaburnya sehingga 
yang terlihat dan inenonjol da.ri hukum 
hanyalah bentuk hukum sebagai 
mekanisme formal pemberi ganjaran 
negat1f bagi suatu perllaku menyim
pang oleh seorang atau lebih subyek 
hukum. Visi hukum dengan demikian 
menjad.1 begitu sempit, yakni bagai
mana mengganjar orang-orang yang 
melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu sebagaimana telah tertulis 
dalam undang-undang. Secara misi 
pun dem.1.kian pula, hukum hanya 
diposisikan sebagai "pentungan" bagi 
set1ap orang :yang tidak memenuhi 
norma dan nilai yang umum. 

Maka, keperluan berbicara ten
tang penegakan hukum pada dasarnya 
relevan ketika. hal itu dikaitkan dengan 
situasi di man.a orang tidak lag:i. meng
hargai hukum, melecehkan hukum 
dan hendak atau telah menggantinya 
dengan pedoman perilaku lainnya. 
Ketika kata-kata "penegakan hukum" 
bertambah sering dan semakin intens 
diucapkan untuk. dilakukan, sadarlah 
k1ta bahwa itu meretleksikan situasi 
bubrah, disorder, yang tengah terj�d.1 
di masyarakat tersebut. Bandingkan 
dengan apa yang dikatakan Turk 1 

sebagai berikut: 

" ... lawbreaking is taken to be an indi
cator of the failure or lack of author-

1 Turk, A.T., 1969, CrJml.naJJ.ty a.nd Lelfa.l Or

der, Chicago: Rand Mc.Nally, hlm. 48. 
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ity; it is a. measure of the extent 1 
which rulers and ruled ... are not bour. 
together in a. perfectly stable a.utho 

ity relationship." 

Itulah realltas sosial yang lalu cer 
derung mengembangkan hukur 
dalam format yang terbatas tersebut 
Namun seba.1.k.nya diingat, realitas sosia 
- dalarn kebanyakan hal - bukanlal
realitas yang senyatanya. P..ea.litas sos1a
uinumnya terkonstruksikan atas hasi
tarikan-tarikan kepentingan dar
kekuatan. Ada beberapa simpul di situ 
ada pihak yang punya kepentinga.n tap:
tak punya kekuatan; pihak yang punya
kepentingan dan punya kekuatan;
pihak yang tak punya kepentingan na
mun punya kekuatan; serta kalangan
yang umwnnya disebut "kaum akar
rumput" (the grass root people) berhu
bung ta..k punya dua-duanya baik itu
kepentingan maupun kekuatan.

Yang hampir selalu menen
tukan bagaimana suatu realitas akhir
nya terbentuk tentulah pihak-pihak 
yang berkepentingan dan pada waktu 
bersam.aan Juga memiliki kekuatan. 
Sebagaimana disebut Quinney, 2 formu
las! atas konsepsi mengenai keja.b.a.tan 
akan selalu dipegang oleh segmenyang 
berku.a.sa. d1 masyara.k.at. Segmen itul.ah 
yang bisa (dan sahih) mengatakan 
semau-m.aunya perihal bahwa "negara 
dalam keadaan bahaya," "tembak di 
tempat bagi perusuh" atau "waspada 
terhadap ancaman PKI." 

Secara sosiolog:i.s, hukum pad.a 
gi.l.i.ra.nnya tunduk atau mengacu pada 
simpul kepentingan dan kekuasaan 
tad.1. Interpretasi bahwa hukum tak 
lebih dari sekadar "formulasi atas suatu 

'. Quinney, R., 1970, The Socla.J Rea.llty a.nd of
Crime, Barton: Little Brown, hlm. 23. 
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kehenda.k pol1t1k",3 menjadikan d1r1-
ilya. dan aparat-a.parat hukum harus 
sering-sering bergant1 peran. Fungs1, 
wajah clan dimensi hukum ditentu.ka.n 
dan cllimplementa.sikan menurut hasil

a.ma.tan clan selera pemegang simpul 
kepentingan da.n kekuasaa.n tadi. Bah
kan, kettka ruas "kekeyaa.n" muncul 
dan mera.ma1ka.n simpul ta.di, semakin 
jelaslah peran hukum se� pengibar 
bendera keadilan yang d1.konstruk
s1.kari (constructed justice) dan bukan
nya keadilan hat1-nuran1. 

Tulisan int berpendapat, agar 
penegakan hulcum bisa tampil dalam 
bentuk yang pa.ling kontributifba@ rna
syarakat 1tu sendiri, maka penegakan 
hukum harus bisa berlangsung tanpa 
harus terkait dengan dua karakter 
besar di atas (ya.kn1 "s1tuas1 masyarakat 
yang seda.ng bubra.h dan kacau" clan 

juga "tarikan kepentingan-kekuasaan
kekaJ,aan" ). 

Hubungan_berjarak 

Sistem peradilan pidana (SPP) dalam 
fungsi.nya sebagai pranata represif dari 
hukum memillk1 hubunganya.ng "ber
Jarak" dengan masyara.ka.t. Jarak ter
sebut penting untuk dimengerti agar 
ma.syara.ka.t tidak terjebak pad.a ilusi 
atau mimpi saat berbicara atau berpikir 
tenta.ng penogakan hukum yang adil, 
yang melindungt masyarakat, yang 
simpatik dan sebagainya.. 

Sebagai pr�ata represif, SPF 
seyogtanya tidak diperuntukkan bagi. 
sebagia.n besar a.nggota masyarakat. Se
bagtan besar elemen masyarakat juga 

• Suda.rto, 1977, Huk:um da.n Hukum Pida.na, 

Bandung: Alum.nl, hlm. 104. Lihat Julfa, 

Cllffl.rd, W., 1973, Reform in Crlml.ns.1 Jus

tice in AsJJl a.nd The Jiar East, Resource Ma

ter1a.l. Serle I!O. 6, Tokyo: UNAFEI, hlm.. 7. 
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belum dan kemungk1na.n besar t1da.k 
akan bersentuhan dengan sistem 1n1. 
Sebagai kelompok masyara.k.at yang 
taat hukum {law abiding people), SPP 
memang menjad.1 sistem yang agak. 
muskil untuk dimasuki. 

Seirtng dengan itu, sistem 1n1 se
cara struktural mema.ng lebih terarah, 
atau mengarahkan d.iri, pada kelom
pok -kelompok berisi.ko tinggl. atau :yang 
rentan terhadap penyimpangan/pe
langgaran. Narnun, pada saat yang 
sama, tidak semua dari anggota-ang
gota kelompok terse but xn,erupakan in -
put atau masukanyang la.yak dan tepat 
bag! sistem tersebut mengi.ngat pem
batasan-pembatasan yang secara 
1nheren terdapat dalam SPP itu sendiri, 
berkaitan dengan paradigma hukum 
yang merupa.kan "darah" dart sistem 
1tu. 

Bila adanya jarak dianggap se
bagai sesuatu yang normal, maka 
ketidaknormalan hubungan SPP dan 
masyara.kat baru terjadi ketika "jarak" 
diubah -entah menjadi semakin dekat 
atau semakinjauh. Sehingga, m1sal
nya, hal itu mengubah besar proba
bllitas atau ketermungkinan sebagian 
besar a.nggota masyara.kat guna me�adi 
obyek SPP. Dengan kata lain, terdapat 
peru.bahan sedemi.kian rupa pada hu
kum yang menga.kibatkan semakin ba
nyak orang yang relatif semak.in mud.ah 
ditangkap dan diajukan ke pengadilan 
dan sela.njutnya dipenjara. 

Kegelisahan pada masyara.k.at 
juga akan timbul keti.ka perubahan 
pada SPP mengakibatkan semakin 
sedikitnya orang yang berpotensi 
bersentuhan dengan SPP walaupun 
yang bersangkutan berpotensi selaku 
pelanggar hukum. Hal 1ni biasa terjadi 
ketika pembiayaan bagi SPP sudah 
dem.ikia.n minim atau aparat SPP sudah 
kehila.ngan moral kerja. 
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Demild..a.n pula bila. efek krim1na-

11sa.s1 mengakibatkan terda.patnya 
kal.angan ''baru" yang sebelumnya ti
dak p ernah menJadi target SPP. Dima
sukkannya satu atau lebih perila.1..-u 
sebagaiyangtermasukkejahatan, a.kan 
secara impl1kat1f mengakibatkan 
bertamba.hnya. kala.nga.n yang secara 
normatif termasuk sebagai pelaku 
kejahatan. 

SPP juga potensial. untuk berjarak. 
dengan masyarakat mengingat SPP 
kerap meninggalkan "jejak" pada cliri 
orang-orang yang pernah d.1jadika_r1 
obyek SPP, biasanya dalam bentu.k 
stigma yang laten. • "JanJ1" SPP untu.k 
mengem-balikan anggota masyara.k.at 
yang telah "dicuci" dalam SPP dalam 
keadaan bertobat serta sehat kognisi 
Juga lebih ba.nyakya.ng tidak terpenuhi, 
mengl.rlgat kapabilitas SPP sendiri yang 
Jauh dari memadai selaku suatu 
institusi pengubah tingka.h laku. 

Yang lebih ironis la.g1., SPP secara 
tidak disengaja m.emproduksi segelintir 
kalangan yang kemudian lebih kerap 
dari yang lain untu.k menJadi ma.sukan 
dan keluaran dari SPP dalam waktu 
relatif s ingkat dan bah.lean dengan 
catata.n keja.ha.ta.nya.ng semakin serius. 

Hal lain yang Juga membuat SPP 
berjarak. dengan masyarakat adalah 
karakteristik kerja SPP itu sendiri yang 
kerap menimbulkan ketidakadilan 
ba.ru (the 1nju.sMces of criminal justice). 
Perhatikan, misalnya, beta.pa penting
nya faktor kelengkapan bukti (evi
dences) dan akurasi kesaksian (testi
mony) da.liin. SPP yang sering kali me
lampaU1 proporsi serta tidak. rnemper
dulikan adanya bias pada keduanya. 

KetidakadJlan Juga ditemui terhada 
kelompok-kelompok tertentu dala.i 
masyarakat, kata.kanlah wanita korba 
keja.hatan seksual, yang selalu men.Jae 
makana.n empuk pollsi yang pad 
umumnya amat terbiasa den ga: 
diskursus berwarna 111.8Cho-1sme. 

Maka, "jarak" tersebut selalu IDE 
nempatka.n SPP sebaga.i potensia.l untul 
ditolak oleh masyarakat d.alam bentuJ 
ketidaksenangan, ketidakpuasa1 
bahkan amarah. Pada SPP yang lemal 
dan tidak berwibawa seperti di Indo 
nesia, penolakan telah amatjauh dar. 
seka.d.a.r penolakan ide atau penolakar. 
Jal.an berpikir, tetapi telah sampai pad2 
pelecehan, penghinaan, perusakan 
fisik kantor-kantor hingga pembunuh
an aparat SPP. 

Sebaga.1mana diingat, pada situasi 
sehar1-har1 sekalipun aparat SPP telah 
dipa.ndang sebagai "orang lain." Seolah 
ingin terus mengingatkan bahwa apa
rat SPP ad.alah perpanjangan tangan 
negara, aparat SPP - en� itu pollsi, 
Jaksa, ha.kL"ll atau petugas LP -seolah 
hid up d.alam dun.t.a la.in yang jauh dari 
masyarakatnya. Kemungkinan besar 
hal itulah yang menJadikan aparat SPP 
rnudah lupa dan tergelincir pada 
kelemahan-kelernahan natural selaJru 
manusia. (berupa kebutuhan terhadap 
uang, kebutuhan memelihara kehor
matan korps, kebutuhan menga
mankan karier dll.) sehingga menga
kibatkan wacana tentang SPP dan ma
syarakat juga selalu berwarna konflik 
dan sating mengeksploitasi. Maka, 
ketika aparat SPP meminta uang dari 
masyarakat, dan ketika masyarakat 
membakar polsek, sebenarnya tak ada 

• Hoefnagels, G.P., 1973, The Other Side of 

Crlmlnolol!Y, s.n Inversion of the Concept of 

Crime, Holend: Kluwer-Deventer, hlm. 95·
97.

. beda yang substansial dari kedua 
kejadian ini. 
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Di penghujung subtulisan ini, 
kita ingin kembali pada semangat 
utama dari tu lisan in1 perihal pene-
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gakan hukum oleh SPP yang berla.ng
sung secara balk, a.d1l dan kontributif 
ba.gi masyarakat: Adanya Jarak yang 
inheren terdapat ·pada hubungan 
keduanya menjadikan segala proses 
penegakan hukum lebih kerap berciri 
"upaya paksa." Dengan begitu aspek 
kualitatif dari penegakan hukum oleh 
SPP adalah cara bagaimana operasi
ona.11.sasi dar1 "upeya paksa" yang secara 
prosedural benar dan secara tujuan 
tepat. Tercapainya kualitas tersebut, 
pada dasarnya, telah menjadi sum
bangan yang besar dari SPP bagi 
m.asyara.kat. 

Mitos dan akuntabilitas 

Ada masa.nya. di rna.na. SPP dan kerja SPP 
dianggap sebagai tak dapat dimengerti 
oleh pihak luar dan tak dapat dievaluasi 
secara untung-rugL Bandingkan 
Phillips & Votey5 yang menyatakan 
sebagai berikut: 

"The operation of the criminal justice 
system is no different conceptually 
than any other economic production 

process." 

Mitos tersebut terus bertahan keti.ka 
ahli-ahli hukumJuga tetap bersikukuh 
dengan anggapan bahwa penerapan 
hukum mengandung seni, selera dan 
keyakinan pribadi pelaksananya se
hingga amat sulit menuntut tolok ukur 
dan kesetaraan meliputi antarkasus, 
antartempat dan antarwaktu. 

Tuntutan untuk sernakiil'instru
rnental, presisi dan terstandarisasi, 
membW;l,.t, SPF dan dunia hukum ha.rus

• Phillps, L. & Votey, H. I., 1981, The Econom

ics of Crime Control, Sage Publ. Inc., Vol 132,
hlm. 26.
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menyesua.1k.a.n d1ri. M.1.saJnya., dibuatlah 
berbagai panduan (statutory guide
lines) perihal berat-ringan hukum.an 
bag!.Jenis-jenis kejahatan tertentu. Hal 
1n1 khusus dibuat bagi pararuµwn a.gar 
disparitas hukuman ( disparity of sen
tencing) tidak terlalu besar, betapapun 
secara formal terdapat rentang yang 
besar antara ancarnan hukuman dari 
yang terberat dan teringan. Berbagai 
panduan guna menangani kasus keja
hatan, ata1+ guna berhadapan dengan 
tersa.ngka maupun korban, Juga dibuat 
dan dipraktikkan oleh pih:a.k kepol.1.sian. 
Lebih Jauh dari itu, parameter untuk 
evaluasi kinerja perorangan dan 
organisasijuga mulalbisa dibentuk dan 
secara perlahan-lahan diberlakukan. 

Pa.da titik itulah nilai baru tum
buh, yakn1 .bahwa institusi-institusi 
dalam SPP sebenarnya tidak ada beda
nya dengan institusi mana pun d.alam 
hal keharusan melakukan efisiensi 
setinggi-tinggl.nya, dalam hal mencapai 
tingkat efektivitas tertentu maupun 
dalarn hal melakukan pemeriksaan diri 

(self-audit) ketika kedua hal sebelum · 
nya gagal atau kurang tercapai. 6 

Namun, memang benar, tempaan. 
institusi-institusi komponen SPP de
ngan cara memperlakukannya sebagai 
korporasi bisnis, dalam banyak kasus 
memperlihatkan kedodoran di sana
sini. Kedodoran terlihat pada sedikit
nya dua tingkat: Pertama, adanya n1lai 
(value) atau buct.a;yayangtelah tumbuh 
begi.tu lama di antara para personel 
dalam institusi komponen SPP tersebut. 
Kedua, karakteristik pekerjaan yang 
ditekuni oleh SPP itu sendiri. 

• Davids & Hancock, L. 1998 "Policing, accol.ll"lt·
ability and citizen.ship 1n the market state,"
Australian and New Zealand Journal of 

Crimlnology, vol. 31 (1), April.
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"Buda.ya." yang hidup pad.a ma
s1ng-mas1ng 1nst1tus1 komponen SPP 
�udah sedem1k.1an komplet dan meng
a.ka.r clan, dalam hamp1r semua hal, 
t1dak ada hubungannya dengan 
keberadaan 1nst1tus1 tersebut sebagai 
lembaga publ1k maupun sebagai 
komponen SPF. 

mengubahnya menJad.1 "rasa am.a: 
Bahkan, BPP sendirl t1da.k bisa men 
m1n validitas dan reliabllitas dar1 uk 
an-ukuran yang diciptaka.nnya send 
seperti ttngkat kejahatan ( crime _rat 
jumlah kejahatan ( crime total), juml 
penyelesaian kasus kejahatan ( cril 
clearance), angka residivisme ( recc 
viction rate), angka pengulangan k� 
hatan ( re-offending rate) dan lain-la 

Kepolisian, misalnya, mengem
bangkan kultur polisi jalan.an ( street 
·cops culture) yang notabene wajah
terdepa.n polisi saa.t berhadapa.n den.ga.n
masyarakat. 7 Namun, polisi jalanan
juga mern.ili.k1 tugas mengumpulkan
uang dari masyarakat bagi kesatuan
nya. Untuk Polri, 1n1 sesuai dengan
s1n-drom yang mereka idap selama 1n1
yakni s1ndrom "fasllitas kurang" dan
s1ndrom "anak bungsu di TN!" (k1n1
t1dalc ada lagi).

Sedang yang dimaksud dengan
"karakteristik pekerjaan SPP," melihat
pad.a kecenderunga.n SPP selaku sistem
untuk menitikberatkan pad.a terpe
nuhinya proses dan prosedur tanpa
banyak menoleh pada relevansi dari
menjalankan proses dan prosed.ti.I-yang
ketat tersebut pada fenomenai total
kejahatan dan penyimpangan di :ma.sya
rakat. Hanya dalam tipologi Crime Con
trol Model ala Herbert L. Packer safla
dimunculkan orientasi untuk bersikap
pragmatis dan lugas demi memper
ti.nggi produktivitas SPP.

Terlepas dari itu, walau seluruh
proses dan prosedur diikuti, SPP tetap
tidak bisa menjamin apakah ia akan
cukup menyumbang guna menekan
rasa tidak aman masyarakat dan

7 Reusss-Ia.nn.1 & Ianni, F., 1983 wstreet Cops 

and Management Cops. The Two Cultures of 

policing," da.Jam Punch,M, Control 1n the Po

lictJ Orga.nJzatJon, Cambridge, Mass: MT Univ. 
Press. 
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Akhirnya, lengkapla.h suda.h, s: 
dan masyarakat sebagai dua entit 
yangtida.k sal.ingberirisan. SPP "asyi 
dengan dunianya sendiri, dengan ta1 
cara rna.upun jargon-Jargo:rmya. Seme 
tara masyara.k.at (mungkin) merasa.kl 
bahwaapayang disebut "berhasll" a.ti 
"gagal" seca.ra SPP harusla.h dimengei 
dalam konteks SPP pula. 

SPP dengan kata lain tidak m 
miliki, dan memang tidak terbia: 
mengembangkan tanggung gugat at. 
basil kerjanya pada. maeyarakat-atc 
professional accountab1lltyto the pu 

lie. Berbicara tentang konsep a.kw 
tabilitas, agak sulit menjabarka.nilj 
dalam suatu definisi tuntas menginga 
dalam pela.ksanaannya, selalu terlebi 
da.hulu mengasumsikan adanya empa 
serta kesediaan pelakunya untu 
membatasi diri betapapun tidak ad 
kontrol atau larangan untuk melakt 
kan sesuatu. 

Bila kelangkaan akuntabilita 
memang merupakan penyakit bawaa: 
dari SPP di negara-negara maju sekal: 
pun, situasi di Indonesiajelas semaki.J 
parah mengingat SPP-nya jelas-jela 
merupakan subordinasi serta berorl 
entasi pad.a negara (baca: pemerintah) 
SPP seperti ini memang tidak malu 
malu membodohi rakyat ataupun mem 
bodohi diri sendiri - kedua-duanyi 
tanpa rasa bersalah sedikit pun. 
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Aspek manusia 

Penga.matyang gem.ar mempergunakan 
pendekata.n. perila.ku (behavioral) pa.da. 
umumnya a.kan sampai pada kesim
pulan bahwa terdapat kekellrua.n, 
kesalahan atau ket1daktepa.tan pad.a 
level pela.ku ata.u level ma.nusia. sehu
bungan dengan suatu ketida.kberesa.n 
daJam orga.nisasi at.au institusL Denga.n 
kata lain, suatu organ1sas1/1nstitusi di
a.nggap bebas nilai, tak ubahnya kertas 
putih, dan perkem-

LP. Secara resmi a.tau tida.k resm1, 
aparat-a.paratnya mem1lik1 ·peluang 
guna ber1nteraks1 denga.n ma.sya.ra.ka.t 
d1 luar kewena.nga.nnya. sela.ku a pa.rat 
SPP. 

Dapat dia.sumsika.n bahwa segala 
pengaruh negatif da.ri masyarakat ;yang 
d1alam1 organ1sas1-orga.nisas1 tersebut 
dalam fungsinya sebagai komponen 
non-SPP pada. saatnya akan mempe
ngaruhifungsi SPP mereka. Bila masya
rakat tel� terbiasa memberi uang 

kepada polisi lalu
ba.ngannya tergan
tungpada orang-orang 
yang mengawakinya. 
Bila orang-orang da
la.m orga.ntsasi mem1-
llk1 kualitas tinggi, 
berada pada posisi 
yang tepat sesuai ku
alitasnya serta memi
llk.1 semangat kerja 
yang tinggi, ma.ka 
itu sudah merupa
kan modal bagi ke
sehatan organisasi. 

Bila masyarak.at telah ter
biasa ·mem?eri uang kepa
� polls! lalu-lintas agar 
tidak ditilang, misalnya, 
maka pada ha�ekatnya 
sama saja bila masyarakat 
·member! uang pad.a petu
gas reserse agar Jia:pat dita
han luar a tau · kasusnya 
d1depon1r· 

lintas agar tidak 
ditilang, misa.lnya, 
ma.ka pa.da ha.ke
kJtnya sama saja 
bila masyarakat 
memberi uang pa
da petugas reserse 
agar dapat dita.ha.n 
luar a.tau kasusnya 
dideponir. 

Kembali pada 
tesa bahwa aparat
aparat SPP telah 
m engembangkan 
value a.tau budaya Untuk menje-

laskan hal itu, pertama-tama perlu 
disadari bahwa SPP ada1ah sua.tu sistem 
yang masing-ma.sing komponennya 
sebenarnya memlliki frekuensi 1nter
aks1 yang amat tlnggi dengan a.nggota
a.nggota masyarakat. 

Kepolisian, mlsalnya, memil1ki 
fungsi Bi.rrunas, Sabha.rs. da.n La.lu-lintas 
yang pada. hakekatnya tidak menJalan
kan tugas SPP - sebagaimana disan
dang oleh fungsi Reserse. Fung.si-fungsi 
itu memungkinkan polisi terekspos 
dengan berbagai situasi di :m.asyara.kat, 
yang secara langsung a.tau tida.k, Juga 
aka.n mempengaruhi reserse, balk 
secara positif ataupun negatif. 

Demikian pula yang terjadi 
den.ga.n Keja.ksaan, Penga.dilan maupun 
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yang khas maka, dalam keseha.ria.nnya., 
faktor pengaruh da.ri masyarakat agar 
a.pa.rat SPP berperila.ku menyimpang 
menJadi tidak s1gn.ifl.kan. 

Kini, ada. atau tida.k ad.a anggota 
masyara.kat yang mencoba "membeli 
putusan ha.kim," misalnya, aparat di 
p'engadila.n secara diam-diam ataupun 
terb� telah terlebih dahulu menetap
kan "tarif' yang harus dipenuh1 oleh 
masyarakat pencari kea.dilan tersebut. 
Contoh lain adalah, ketika terdapat 
anggotayangberbuat salah amat serius 
dalam tugasnya. Dalam situasi itu, 
hampir tidak mungkin kepadanya 
segera d.1nuntak.an pertanggungjawab
an selaku seorang aparat publik, 
melainkan dengan berbagai cara akan 
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dillndungi oleh sejawatnya. 
Khusus untuk kepollsia.n, uang 

dar1 masya.rakat yang diperoleh reserse

- da.lam kapas1tas seba,ga.1 komponen

SPP-malah d1l1hat se� pemasukan
yang sa.h dan pad.a gUJ.ra.nnya. menjad.1

"da.rah" bagi fungst-1\.Ulgsi kepolisian

la.1nnya.. Masa.la.hnya., selalu mungk1n
apa yang dianggap sebaga.1 pemasukan
tersebut pada sisi lain merepre
sentasikan peleceh.an terhadap hake
kat clan fungsi SPF oleh polisi send.1.ri. 

Terhadap gejala kronis in i, 
beberapa pola la.ngka.h-langkah. strategis 
pernah dilakukan oleh petinggi-pe
tinggi dalam SPP. Dapat disebutkan di 
sini langkah-langk:ah tersebut adalah: 
Pertam.a, melakukan perubahan pada 
level sistem - entah dengan mening
katkan kontrol, mengadakan evaluasi, 
mengubah prosedur yang telah mapan 
d.a.n sebagainya. Kedua, melakukan 
perubahan pad.a level manusia melalui 
pergantian personel, balk secara 
terhormat ataupun tidak, khususnya 
pad.a tingk:a.t yang cukup tinggi dengan 
harapan membawa efek penularan ke 
bawah. 

Namun, sedemik.ianjauh, pola
pola 1n1 membawa hasil yang terbatas 
mengingat hal-hal di bawah 1n1: 

Perubahan pad.a level sistem, 
misalnya, �milt sekali berlangsung 
secara total, dalam waktu cepat dan 
dapat diter�dJJaJankan oleh semua 
orang mengingat keterkait annya 
dengan berbagai piha.k., unsur ataupun 
bidang lain. 

SS'd'ang perubahan pada level 
manusia juga amat sering terbentur 
pada fa.ktor keterbatasan level manusia 
itu sendiri - artinya, organisasi yang· 
baik ketika dipimpin orang yang baik 
akan mungkin sekali berubah menjadi 
buruk. seperunggal pimpinan tersebut. 
Pergantian pada level manusia juga 
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sering ka.11 membuat rikuh sendirl 
mengingat suatu orga.n.tsasi sebena: 
telah terkontam1n.as1 sedemikian 1 
sehingga tak ada orang yang i 
mengkla.im d.iri sebagai benar-bE 
bersih ·- mulai dari yang palingba, 
hingga yang paling atas. 

Penutup 

Terdapat paradigma yang khas 
kalangan aparat SPF berkaitan deni 
penegakan hukum. Selama 1n1 terli 
pandangan yang amat kuat bah 
pimpinan yang tangguh dan d.1ang� 
berhasll adalah pimpinan yang me 
kukan penegakan hukum. Jadi, sel 
gai polisi, 1a harus mena.ngkap. Seba1 
jaksa, 1a harus menuntut. Sebat 
hakim, ia haru.s menjatuhkan putus 
bersalah dan kemud.1an menghuku 
penjara. Selanjutnya, petugas LP tid. 
mem111ki perspektif lain selain har1 
memperlakukan narapidana selaJi 
narapidana. 

Paradigrna 1n1 nampaknya perl 
diubah agar performa SPP bisa beruba 
secara cukup rad.1kal di era reforma: 
dewasa 1n1. Paradigma baru tersebt 
berangkat dari niat mempertanyaka 
efektiVitas penegakan hukum sebaga 
mana sudah dikaji di atas. Maka, bil 
tidak perlu (karen.a tidak. efektit) mela 
kukan penegakan hukum, mengap; 
tidak melakukan, katakanlah, penegak 
an nonhukum. 

Dari sudut kepolisia.n, pandangar 
di atas dapat diterjernahkan sebagai be· 
rikut: Adalah perlu mendalami ke· 
mungkinan melakukan aktiVitas pemo
lisian (policing activities) tanpa mela
kukan penegakan hukwn. Mitos bahwa 
polisi yang hebat adalah polisi yang 
:mampu menangkap dan t erampil 
menembak harus disingkirkan dan 
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d.1£ant1 dengan gamba.ran pollsi yang 
t.erampll mela.lruka.n "Olah B1mb1nga.n 
M.isyara.ka.t." 

Olah Bimmas yang d1maksud di 
slni adalah per1hal bagaimana pollsi 
berbicara tentang penegakan hukum 
tanpa menyebut huku.m dan prosedur 
penegakan hukum barang sekallpun. 
Hal 1n1 bisa dicapa1 bila pollsi fasih 
dengan artifak, karakterist1.k, keya
kinan, ritual maupun kemauan masya� 
rakat setempat. Dalam kaitan itu, Sir 
Robert Mark, mantan komisaris Polisi 
Metropolitan London, pernah me
ngatakan: 

"the real art of policing .. .is to win by 

appearing to lose. The secret weapon 

was not water c annon, tear gas or rub

ber bullets but public sympathy. "8 

Sepa.nja.ng dalam perspektifyang sama, 
aplikasi yang berbeda-beda tentu saja 
akan d1hasilkan oleh berbagai kompo
nen SPP lainnya. Dalam konteks per
a.d1lan rnisalnya, salahkah bila hakim 
mula1 berp1.kir untuk tidak menghu
k:um terdakwa dengan hukwnan pen
Jara (mengingat ketidakyakinannya 
akan kemampuan sistem penghu
kuma.n guna merehabilitasi seseorang) 
dan mencari jen1s-jen1s hukwnanyang 
va.ria.tif ? 

Di atas tela.h dikemukakan ba.hwa 
dua hal besar yang mengganggu imple
mentasi penegakan hukum guna 
berlangsung secara tepat-guna dan 

Daftar Pustaka 

sesuai prosedur adalah adanya dua. 
karakteristik ya.kn1 masyarakat yang 
sedang bubrsh serta pertem uan 
persekongk.olan a.ntara p1hak-p1hak 

yang berkepentingan, yakni yang 
berkuasa dan yang kaya. Masya.rakat

bubrah memerlukan penegakan 
hukum yang intens guna mengem
bal.ikan rasa aman, keya.k1na.n. diri serta 
kehidupan sosial. Di piha.k lain, simpul 
antara pihak yang berkepentingan, 
yang kuasa_ serta yang kaya, juga ber
potensi menjadikan penegakan hukum 
sebagai "alat" salah sat1JJca).a.ngan serta 
"momok" bagi. kalangan yang lain_ 

Berdasarkan amatan itu, para
digma untuk tidak gampang meng
hukum serta amal:. m�_nghargai tin
dakan-tindakan nonh\.lkum cukup 
tepat untuk dilakukan pad.a era dewasa 
ini. Dengan tidak gampang meng
hukum, misalnya, maka upaya me
ngembalikan rasa aman sepenuhnya 
berada di masyarakat sendiri -bukan 
di tangan hakim yang menjatuh.kan 
van.is pada satu-dua orang penjahat 
kelas terL 

Paradigma tidak. gampang meng
hukum juga akanmemaksa orang-orang 
yang kerap memanfaatkan sirnpul 
kepentingan-kekuasaan-kekaya an 
mencari wahana yang lain. Di sini kita 
berm1mp1 untuk melihat hukum dan 
kinerja lembaga hukum sebagai tidak 
lagi merefleksikan keinginan dan 
kepentingan dari pihak-pihak yang 
berkua.sa. 
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PENGUBAHAN PERILAKU DAN KEBUDAYAAN 

DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS 

PELAYANAN POLRI 

Farouk Muhammad 

Abstract 

This a.rticle describes informa.tion a.bout police behavior and culture clla.ntre in 
the context ofimprovtng police service. By, fl.rst, criticing the use of term "oom
munlty service" instead of ''police service" (since it could be misunderstood as 
serving everything), the author describes the scope of police service a.nd police 
culture. And then, by refering to research results, he expla.Jns variables tha.t 
respond for the polios performance. FinaJ.Jy, this a.rttcle provides a couple of 
concepts, as a. strategy, for ch8.11/fln/fthe Indonesia.npollce culture. 

Ada dua. konsep utamayang perlu 
terleblll dahulu d1klarifikas1 dari topik 
1n1, yaitu "Budeya. (Kultur) Kepol1sian" 
dan "Pelayana.n Kepolisian" ( daripada 
menggunaka.n istilah Pelayana.n Masya
rakat). Budaya kepolisian, jika tidak 
d1tangan1 secara tepat, merupa.kan 
salah satu faktor utama yang sering 
menghambat proses reformasi kepoli
sian. Konsep budaya kepolisian (police 
culture) mulai tergali melalui studi 
etnografik atas pekerjaan rutin kepo
lisian ( 1970-an) yang mengungkapkan 
seperangkat norma dan nilai-nilai kerja 
informal· yang beroperasi di ba.wah 
struktur hierarkis yang formal dari 
organisasi kepollsian (Chan, 1996). 

Studi .atas kultur kepolisian se-
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mak1n intensif dalam dua dekade ter
akhir, bersamaan dengan dikembang
kannya konsep kultur organisasi oleh 
pakar organisasi. Jerome Skolnick 
(1975), misalnya dalam bUku laporan 
penelitia.nnya yang populer "Justice 
Without Trial" mengungkapkan bahwa 
kepolisia.n menunjukkan derajat soli
daritas kes.atuanyang kuat dan berbeda 
dengan jenis pekerjaan lain. Manning 
merujuk .konsep kultur· kepol1'sian 
pada "core ski11s, practices, rules, a.nd 
prtnot ples of conduct that a.re 
sttuattona.Jly applied, a.nd genera.lized 
ra.tiona.les a.nd beliefs"(Chan, 1996). 
Konsep tersebut, menurut Reiner, 
mencakup, "vaJues, norms, perspec
tives a.nd era.ft rules tha.t inform police 
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conduct"(Chan, 1996). Dengandemi
kian, kultur (budeya) kepolisian men
ca.lrup bukan ha.nya s�:;, d.a.n per:lla.ku 
pol1s1 tetap1 juga nllai-nilai, norma, 
perspektif dan aturan-a.turan teknis 
yang mereka paham dan perceya.1, yang 
tidak selalu negatif. 

Konsep "Pelaya.na.11. Kepolisian" 
mengandung pengertia.n yang pada 
dasarnya tidak Jauh berbeda dengan 
konsep "Pelayanan MB.S'Jarakat" yang 
biasa digunakan oleh Polri. Tanpa 
mengingkari bahwa sebagai aparat 
p e m e r i n t a ha n ,  

masya.rakat sehingga kurang men 
dulikan pelanggaran hukum y 
terjadi (Muhanunad, 1998). Kar 
itu, istilah 1n1 tidak jarang meniml 
kan persepsi yang berbeda tent 
peranan a.ntara yang meleya.n.1 (pol 
dan yang dilayani (wa.rft!!: masyaral 
(Johnson, 1972). 

Pelayanan kepolisian (police , 
vice) mengandung pengertian y, 
menekankan pada subyek (polisi), 
sek.aligus membatasi bahwa leya.na.n 
adalah "jasa" (fungsi) kepolisian. 

berarti bahwa p1 
lembaga kepolisian 
adalah Juga salah 
satu W1Sur peleya.n 
masya.rakat(public 
servant), tetapi 
pada waktu berbi
cara tentang tugas 
Polr( istilah pela
yanan masyarakat 
dapat menimbul
kan pengertian ke-

Pelayanan kepolisian (po
lice service) mengandung 
pengert1an yang menekan
kan pada subyek (polisi) 
dan sekaligus membata.si 
bahwa·layanannya adalah 
"Jasa" (fungsi) kepolisian 

yanan oleh polisi 
pada masyarakal 
dak mencakup se 
la sesuatu yang 
butuhkan oleh 1 
syara.kat tetapi t 
batas pada hal-: 
yang berkaitan 
ngan fungsi ke: 
lisian. 

liru, karena memberikan penekanan 
pada obyekyang dileya.ni C ma.syarakat), 
tanpa memberikan batasan pada apa 
yang dilayan.i ("jasa" kepolisian). De
ngan menggunakan istilah pelayanan 
masyarakat Polri bisa dituntut oleh 
setiap warga masyarak.a.t untuk me
J.aorani segala sesuatu ya!2g mungkin di 
luar bidang tugas dan wewenangnya. 
Kondisi demikian dialami oleh 
kepolisian Amerika Ser�t. misalnya, 
yang harus menghabiska.n waktu dan 
energi.Uya yang sekitar dua pertiga 
bagian di antaranya untuk pekerjaan 
ya:ngbukan berkaitan dengan tugasnya 
yang pa.ling mendasar yaitu penanggu
langan kejahatan (Walker, 1992), 
Istilah tersebut juga d.i.salahpahami 
oleh anggota Polri di lapangan yang 
mengartikan bahwa tugas utama 
mereka adalah memberi.ka.n pelayanan 

:·�,o 

Ruang Lingkup Pe 1 ayanan d 

Tujuan Kepolisian 

Terlepas dari rumusan peratur 
perundang-undangan yang berlaku 
negeri kita, mandat (tugas) ya 
dibebankan kepada lembaga kepolisl 
sejak kelah1rannya ada.lah menegakk 
hukum (law enforcement) dan "n 
melihara" keaman� dan ketertib 
umum (public order maintenance) 
yang terakhir ini, karena dipanda 
reaktifberkembangmenjadi "membi.r 
(proaktif). Kalaupun ada tugas-tue 
lain yang dibebankan kepada kepc 
sian, biasanya itu tetap berkaitan c 
ngan kedua tugas pokok terseb\ 
Misalnya, pencarian dan penyelamat 
(SAR), penyelesaian pertikaian d, 
pemberian surat izin/keterangan, dJ 
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la.in-la.in. Dengan dem1k1an ruang 

l.lngkup pelayanan kepoI1s1an menca
kup kedua blda.ng tugas tersebut. 
Kepolisian diciptaka.n ( oleh masyarakat 
dan kemudian d1formulasika.n secara 
legal oleh negara) untuk kedua tugas 
tersebut. 

.men.ga.:mbil tinda.k.a.n korektif ( control) 
ya.rig ·menya.kitkan. Elaine Cumrn.ing 
dkk (1965: 277) 

Ela.ine CUmm.ing dkk ( 1965: 277) 
mengomentari karakter kepolisian 
tersebut sebaga.i berikut : 

Dengan menghayat1 la.tar bela- "while it ls -probably impossible to 

kangpembentukan lem�kepollsian, perform sets of support a.nd con-

kitadapat, mengidenti.fikasika.nbahwa trol simulta.neQusl,y; support With-
out control is overprotection a.nd. ba.rapan masyara.kat yang esensial dari 
invites pa.ssivi;y a.nd dependency; 

penyelenggaran fungsi kepoli5ian 
while ·control without support is 

hanya mencakup: (1) timbulnya rasa tyra.n.ny a.nd t.nvttes rebellion. 
a.ma.n, dan (2) adanya kepastla.n hu- ... 

kum. Namun perta.n.ggu.ngjawaban(a.c- "Control" da.n "Support" merupaka.n 
countability) kepolislan tidak hanya dua karakter fungsi kepolisian. Di lain 
mencakup "apa yang dilakuka.nnya" pihak, kepolisian Udak mungkin 
(produk) tetapi juga ''baga.ima.na mela- berhasil menjalar>..kan_ tugas untuk. 
kuka.nnya" (proses). Dalam halini, po- mencapa.i tujuanya. ta.npa dukunga.n 
l1s1 harus mela.ksana.ka.'1. tuga.s-tu@!snya masyarakat. "The power of their p.res
sesua.i aturan hukum (termasuk me- fillfe Js compounded of public approval 
njunju.ng hukum da.n hak-hak ind.i- a.ndthejustnessoft.helawma,debythe 
vidu). Karena itu aspek ketiga dari people, a.nd on the extent oftheir pres
kebutuha.n masyara.kat ada.la.h, d.itegak- tl.lfe which theyenjoydependi.n.lf their 
ka.nnyakeadila.n, da.larnarti perlakuan abmty to achieve their ends." Jelas 
yang sama dan sesuai hukum bagi dukungan akan datang jika, pertama, 
setiap orang yang dila.yaninya. Jika ada kepercayaan masyarakat. Keper
hasil identiflkasi terse but benar, Polri ca;yaaa.n masya.rakat akanlahir jika. Polri 
ditu.ntut oleh masyara.kat untuk me- mampu menyajikan layanan jasa 
nyajika.n terutama ( a necessary cond.i- kepolisian da.n melalu1 proses huk:um 
tion) �yangpada dasa.rnya, dari sebaga.imana. dikemukaka.n d1 atas. 
sudut legalistik, dapat meng hasllka.n Kedua, dukur,.ga.n aka.n data.ng, 
ketiga aspek kebutuhan tersebut. Jika kepollsia.n disenangi oleh masya
Itulah tujuan kepolisian. rakat ( dipercaya.i belum ten.tu dise-

Permasala.ha.nnya, dala.rn.pelaksa- na.ngi). Untuk disenangi oleh masya
naa.n tugasnya kepolisian tidak ha.nya rakat, polisi ditu.ntut, dar1 sudut sosio
rnemberi.kan ba.ntuan atau melayani I kultural, untuk berperilaku simpatik 
("support" atau "service")ya.ngmenye- dalam melaksa.nakan tugas mereka. 
na.ngkan tetapi juga mela.kukan penga- Dengan demikian aspek kebutuha.n 
wasan bahka.n dalarn keadaa.n. tertentu masyarakat yang keempat ( a sufficient 

1 

Pemberlan bantua.n meilputl antara lain: 

penJagaan/pemeliharaa.n keamanan/ 

keter tlban, perl1ndungan J1wa, raga dan 

harta benda, pelayanan pengaduan dan 

pember1an surat-surat iz!n/keterangan. 
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condition) yang menjadi tujuan 
kepolisian adalah "d itu.njukkannya 
perilaku simpatik." Tercakup dalam 
pengertian ini adalah sikap d a n  
perilaku arif, sopa.n, mengharga1 orang 
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la.in dan menjunjung adat. Aspek 
keempat 1n1 sering mendominasi op1n1 
publlkyang diudarakan melalui media 
massa, walaupun sebenarnya bukan 
merupa.ka.n pra.syarat bagi. keberhasilan 
Polri. 

Kualitas Layanan dan Perilaku 

Anggota Polri 

Has11 temuan PSKP (Pusat Studi 
Keamanan dan Perdamaian) UG M 
(1999) dalam penelitiannya d1 enam 
Fold.a mengungkapkan hal-hal sebagai 
ber1kut: 
( 1) tinggi. rasa tidak aman masyarakat;
(2) pelayanannya dipersepsi oleh ma-

syarakat justru mempersulit;
(3) kehadiran anggota polisi dirasakan

oleh sebagian a.nggota masyarakat
berkesan mengancam;

(4) kecenderungan "dark number"
yang cukup besar;

(6) tingginya pela.nggaran hukum dan
etika oleh a.nggota. Polri;

(6) citra pribad1 anggota Polri yang
negatif d1 mata m.asyara:kat.

Di samping itu, penelitia.n terse but juga 
meny1mpulka.n: "Jati diri anggota Polri 
yang militeristik ,  intelektualitas 
a.nggota Polri di lapa.nganyang rendah, 
sikap kerja yang tidak proaktif dan 
kreatifitas ·yang rendah, orientasi 
tindakan pada keselamatan dan 
kela.nggengan karir, serta kemandirian 
lembag�yang rendah." 

Hasil penelitian lapangan pada 
jajaran Direktorat La.lu Lintas Polda 
Metro Jaya (Muhammad, 1998) meng
ungkapkan antara lain: 
( 1) penegakan hukum. terpilih CtLlcup

tinggi ( dua pertiga pelanggara..Tl. di
biar kan berlalu dan hanya se- .
persepuluh yang ditilang);
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(2) bias dalam penindakan. der
mengistimewakan kendaraan
pelanggar tertentu;

(3) tindakanyang dipengaruhi s:
pela.nggar terliad.ap polisi;

( 4) pungU/penyelesaian damai J
melibatkan sekitar 90.% subyeJJ

(5) sikap arogan masih ditunjuk
oleh sebagian subyek.

Hasil penelitian tersebut juga mi 
indikasikan antara lain: 
(1) ketakutan "mencari masal

dengan atasan ( intervensi);
(2) tidak tersedianya kebijal

penegakan hukum yang jelas;
(3) "reward and punishment" y,

tidak konsisten;
( 4) salah urus sumberdaya ( misus

resources);
(5) dukungan peralatan �n. bi:

operasional yang tidak memada

Berdasarkan hasil kedua penelit 
tersebut di atas dapat disimpull 
bahwa, di samping seca.ra orga.n.isatc 
Polri kura.ng efektif dalam menja.lan} 
misinya, individu anggota Polri ma 
men.unjukkan perilaku-perilaku ne 
tif dalam pemberian layanan-layaru 
yang dapat dikelompokkan seba, 
berikut: 

1. Penyalahgunaa.n kekuasaan ( abt
of power):

1.1 penggunaan kekerasan ya 
melampaui wewenang (b1 
talty); 

1.2 penuntutan imbalan mate 
uang, seperti pemer asa 

• tida.k terma.suk pela.ngga.ra.n hu.kum d
perbua.tan tercela. yang t1da.k cla.lam konte
pela.ksanaan tuga.s.
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pungli dan denda dama1 
(corupt1on). 

2. Kualitaspenyajian layanan _quality
of service delivery):

2.1 Tercela dari sudut mo:a.l (hu
kum), seperti diskri..::linasi, 
membiarkan permir.,a.a.n la
yanan/pertolongan at:.:.i pene
gakan hukum tanpa alasan 
yang tepat, diskresi ya..'1.g me
lampau1 batas dan me::gu.lur
ulur waktu; 

2.2 Patut disesalkan da:': sudut 
et1ka ( sosiokultural). seperti 
arogan, tidak sopan, :amban 
dan tidak memperl=-.kukan 
orang lanjut usia, anil-anak 
dan wanita secara pat·.1t. 

Pengubahan Perilaku dan Keb.:dayaan

Sasaran pengubahan perilaku. jelas 
ha.rus ditujukan pada upaya untuk 
mengubah perilaku negatif (sebagai
mana diuraikan di atas) menj::.di peri
laku posit1f. Tetapi karena telE...ri men
jadi kebiasaan, melekat secara umum 
dalam keba.nyakan la.yanan kS?)lisian 
(generallsasi), dan bahkan di -oena.r" 
k.an oleh masyarakat kepolisi.a!l. (rasi
onal), maka perilaku tersebut dipan
dang sebagai subkultur kep::Jlista.n.

Seperti d.iklaim oleh U.S. Department 
of Justice (1993), set1ap lembaga.kepo.
lisian mem1llk1 suatu kultur: perso
alannya, apak.ah kultur tersebut dikem
bangkan secara terarah atau hanya 
sekedar berkembang tanpa :;Jertim
bangan dan bimbingan. Denga:i demi
kian, upaya pengubahan peri..l&.'-u tidak 
de.pat dipandang dan diperl.akukan 
hanya sekedar tindakan taktis yang 
bersifa.t p�sial dan situasional, tetapi 
harus menyangkut upaya pengubahan 
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kultur seca.ra menyeluruh ( changing 
police culture). 

Perilaku petugas kepolis1an 
ditera.ngkan oleh berbagal faktor, baik 
s1tuas1onal maupun potensial. 

Fa.ktor situasional yang dalam 
prakteknya. mempengaruhi tinda.ka.n 
kepolisian di lapa.ngan bersumber da.ri 
kondisi subyektif yang melekat ·pada. 
orang yang seda.ng dilayani oleh pollsi 
(jen1s kelamin, status sosial dan s_ikap/ 
perilaku), di samping juga kondisi 
obyektif beru.pa keseriusan permasa
lahan yang ditangan1 EMuhammad, 
1998). Sikap dan perilaku atasan 
ternyata sangat berpengaruh pada 
perilaku bawahan. µasil penelitian 
PERF (Police Executive Research Fo
rum) mep�apkan bahwa "leader

behaviour 'both tnnuences and ts ln1lu

enced by police practices on the streets" 

(Stamper, 1992). Berkenaan dengan 
itu, hal yang perlu mendapat perhatian 
adalah antara lain 
( 1) pandanganyang melihat hubungan

atasan-bawahan bukan sebagai
hubungan fungsional dan kerja
sama tetapi hubungan struktural
danhierarkis;

(2) perlakuan terhadap bawahan (pe
tugas operasional) bukan sebagai
pengambil keputusan tetapi lebih
sebagai pel.aksa.na perintah;

(3) atmosfer 11.ngkungan kerja yang ti
cta.rimemungkin.kan bawahan un
tuk bera.ru mengemuka.ka.n penda
pat yang berbeda dengan apalagi
mengerit1k atasan;

( 4) penilaian loyalitas secara sempit,
bukan kepada organisasi dan
misinya, tetapi kepada pribadi
pimpinan; 

( 5) pelaksanaan pengawasan yang
lebih didasarkan atas laporan
bawahan dari hasil pengamatan
langsung atau "cross-check;"
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(6) ·s1ka.p yang cenderung menyena.ngi 
laporan yang ABS (Asal Bapak
Senang); 

(7) cara pember1a.n tugas yangbersifat
memerintah daripada. mendorong
(motivasi);

(8) pember1an IaiYana.n kepa.da pimpin
anyang bersifat berlebihan.

Faktor lain yang mempengaruhi peri
laku dan kinerja Polri secara keseluruh
an dapat bersumber dari 1nd.1vidu, · 
l:ingkungan organisasi dan 11.nglrungan 
sosial (Muhammad, 1998; Walker, 
1992). Karena itu-; · 

hukum dan-mengabaikan reform1 
kultural yang cenderung menol, 
perubah.a.n. 

Mereka menyarankan bahv 
upaya pengubahan perilaku dap 
d.1capa1 melalui redefinisi tugas d� 
pelembagaan alruntabilltas. Sementa: 
itu, Brogden dkk membedak.an dt 
pendekata.n. daJ..a.m reforma.si kepol.i:sia 
yaitu "rule-tightening" sebagai sarar 
pengendalian diskresi dan perubaha 
budayainformal(Chan, 1996). 

Janet Chan ( 1996), Profesor pad 
University of Sidney, yang melakuka: 

upaya pengubahari · .---------------.

perilak.u yang men- kegaga.iap.'pe�bahan.pe-

stud.1 atas pelaksc 
naan reforma.si Ke 
polisian New Soutl 
Wales Australia me 
ngemukakan bah 
wa kekurangber 
hasilan reforma;,. 
terjad.1 karena ke· 
kurangpedulian 
pada aspek kultu
ral dalam organi
sasi. Chan mengin-

Jad.1 tittle sentral pe- rij.aku ·kepolisian Inggrtp 
nentu kinerja kepoli- a.dalah . ka.rena. hanya :nie.:. 
sian menuntut suatu nerapka.n:.reformasi daJa:m 
reformasi total, yang 
sudah barang tentu _bi�:h�da.�tµ,,���;
ha.rus dilak.ukan se- ·:ba1kan ,reform.as! killtural. . '· · .. ·• ·,·. i,: ·. .)r::: 

.
.. 

cara gradual Qangka yapg: �nq.erung, �enQla.k 
panjang) berdasar- per.ubahan · ·-;. :'.' '·: -.,,; 
kan suatu rencana 
stratejik. 

Strategi Yang Disarankan 

Kekurangberhasilan upaya reformasi 
kepolisian pada sejumlah negara pada 
umumnya. disebabkan oleh pengabaian 
aspek �ultural., khususnya nila1.-nilai, 
sikap dan norma-norma kerja. K--ega
galan reformasi beb erapa badan 
kepolisian d1 Amerika Serikat pada 
pertenga.hIDl abad ke-19 d.1terangkan 
oleh pengabaian aspek kultural ketika 
mereka mencoba meniru Metropolitan 
Police of London (Stamper, 1992) .. 
Mcconville dkk memandang bahwa 
kegagalan pengubahan per ilaku 
kepolisian Inggris adalah karena hanya 
menerapkan reformasi dalam bidang 
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tegrasikan konsep 
P. Bourdieu tentang "field and habitus"
clan konsep S. Sackmann tenta."lg "cul
tural knowledge in organization" dala.m
mengembangkan ide tentang "chang
ing police culture." Perubahan "field"
merupak.an pengubahan "the way of
the game," yang mencakup aspek sosia.l., 
politik, ekonomi dan hukum yang 
ber kaitan dengan masalah kepolisian. 
Berkenaa.n dengan reforma.si Polri, k:ita. 
be.ru menyiapkan perubahan per
aturan perundang-undangan tentang 
Polri, sementara komitmen politLlc dan 
kesadaran masyarakat masih harus 
clibangun dan dukungan anggaran 
masih harus cliperjua.ngkan. 

Berkenaan dengan fak.tor "habi
tus," Chan merujuk Sackmann yang 
inengklasifikasikan pengetahuan kul-
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tura.1 dalam orga.nisasi sebaga.1 berilrut: 

( l) dlcttona.ry knowledde, which pro
vides defl.n.1t1ons and labels of things
and events within an organization;

(2) directory knowledge, which con
tains descriptions about "how
things are done" generally in the
organ1za.tion;

(3) .reai.pe knowledge, which prescribes
what should or should not be done
in specific situation;

( 4) a.xiom.atic knowledge, which repre
sent the fundamental assumtions
about "why things are done the Wfzy
they are" in an organization. Ax1-
orna.t1c knowledge, often held by top
management, constitutes the foun
dation for the shape and future of
the organization.

Dai'i skerna tersebut tercermin bahwa 
pengubahan kultur harus terlebih da
hulu d1lakuka.n pada tingkat manaje
men puncak ( axiomatic knowledge) 
yang kemudian diikuti oleh perubahan
perubahan lain. Atas dasar pertim
bangan tersebut maka perumusan stra
tegi pelaksanaan reformasi term.asuk 
reformasi kultural beserta program
progra.m.nya. mutlak diperlukan. Stra
tegi menyangkut penentuan profil 
orga.n1sasi termasuk v1si ( siapa kita dan 
ke ma.na. kita akan melangkah), misi, 
sasaran, dan arah kebjjakan untuk 
mencapainya (bagaimana mela.ngkah 
ke sana), yang meliputi bidang orga
nisasi, personel, anggaran dan opera
siona.l. 

Pemik:iran strateji.kyang berkait
an dengan kepentingan perumusan 
strategi. sebagaima.n.a diuraikan di atas 
pada.dasarnya telah dilakukan Polri. 
bµku biru "Reformasi Menuju Polri 
Yang Profesional" pad.a dasarnya telah 
meletakkan. seperangkat konsepsi ten-
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tang reformasi Polri. Berbaga.ikebljakan 
yang dilonta.rka.n dan la.ngka.h-la.ngkah 
perubahan yang diambil oleh Ka-polri 
Jendral Pol. Drs. Rusdiha.rdjo, mem
buat upaya Reformasi Polri sem.a.kin 
konkret da.n pad.a. dasarnya dia.ra.hkan 
pad.a. sasa.ran-sasaran yang tepat dalazn 
upEcy"a menata dan membenahi mana
jemen Polri. Namun, kesemuanya itu 
perlu kita letakkan ke da.lam suatu 
"framework" yang bersifat stratejik 
dalam tatanan produk peraturan/ 
tulisan dirias sehingga segala lan.gkah 
penjabaran dan penerapa.nnya terarah 
pada sasaran dan tttjuan yang 
di.kehendaki clan terjamin konsistensi
nya, seka.rang dan di masa mendata.ng. 

Berkenaan dengan perubahan 
kultural pada kesempatan ini di 
sampaikan beberapa rekomendasi 
sebagai pelengkap dan bahan kajian 
lebih lanjut. 

(1) HJ.ngga saat in1 kita ma.sill meng
klaim diri sebagai "Kepolisian
Negara," ·sementara melalui upaya
reform.as! kita hendak menu.ju pada
kepolisian yang berorientsi kepada
masyarakat. Sa.ya khawatir bahwa
dengan mempertahankan sirnbol
negara, akuntabilitas kita, ter
utama para pekerja lapangan akan
tetap berorientasi-ke atas. Kekha
watiran tersebut semakin menguat,
apabila dikaitkan dengan pedoman
kerja polisi (Catur prasetya) khu
susnya;: " Satya ha prabu" dan" Ha
nyaken Musuh. "ini ha.rus ditegas
kan mengingat bahwa reformasi
kultural mencakup apa yang di
sebut "metanoia" a.tau "a fundamen
tal shift of mind" (Stamper, 1992).

(2) Rumusan tugas (mandat) dan
tujuan (goal) harus benar-benar
dipertimbangkan kemba.11, khusus
nya yang berkenaan denga.n konsep
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"�." Apa.ka.hpe�itu 
merupakan tugas (pokok) Yang 
barbed.a de_ngan pembinaan kea
ma.nan /ketertiban dan penegakan 
hukum atau sifat/pendekatan da.
lam pela.ksa.naan kedua· tugas po
kok tersebut. Tajuan dan � kepol1-
s1an Juga harus dirumuskan de
nganjelas sehingga dapat diguna
k an sebagai kompas terutama oleh 
petugas operasional dalam menja
lankan m1ssinya menuju sasaran 
yang ditetaokan. 

(3) Ra.ntai komando organ1sas1 ha.rus
dibuat sependek mungkin dan,
sejalan dengan kebjjakan otonomi
daerah, Polres harus benar-benar
d1otonom1kan. ln1 bukan saja men
calmp alokas1 sumber daya yang
memada.1 tetapi juga denga.n pembe
r1an kewenangan yang semestl..nya,
terrna.suk ke_wena.ngan mengambil
tindakan admin1stratif (pember
hentian sementara, pemotongan
gaji dll) terhadap anggota yang
melanggar hukum dan mence
markan nama. balk ofgan1sas1.

C 4) Di la.tn pihak, "decmitraliza.tion of 
police responsibility" harus dila
kukan bukan saja kepada satuan 
terendah tetapi juga petuga.s la
pangan. Mereka harus diperlaku
kan seb� �enhukumyang 1nde
penden, yang da.lam pengambilan 
keputusan penegaka.n. hukum lebih 
berta.nggungjawab kepada pi.mpin
a.nnya. 

(5) Suatu kebljakan penegakan hukum
perlu.segera dirumuskan dalam
rangka pengendalian d1skres1,
sehingga ada aturan main yang
jelas yang dapat d!gunakan oleh
para petugas dalam menerapkan
kewenangan d1skres1nya (Davis,
1975). Perlu d!jelaskan bahwa
karena kekosongan kebtjakan

36 

tersebut·, 1nvariab111tas dal1
penegakan hulrum menjad! t1n 
seh1.ngga. acapka.11 dikeluhkan ol 
masyarakat tentang lemahn 
kepa.stian hukum. 

(6) Berkaitan dengan butir (6), k
perlu mempert1mba.ngkan penen
an pendeka.t.an PBO (Policing
Objectives) atau Pemolisian Berc
sarkan Sasaran (PBS). Konsep l
pada dasarnya merupakan imp
mentasi dari ide pemberdayru
personel da.n seca.ra terpa.du mer€
canakan serta mewujudkan de
mengevaluasi pencapaian sasa.ra
sasaran (Whisenand & Ferguso:
1996).

(7) Sistem rnan.ajemen anggaran perj
d1t1njau kembali sehi.n.gga dapi
menja.m.1.n ketersed!aan da.na sia
pakai pa.da level operasiona
Sementara itu, d1str1busi a.nggara
harus dij amin mencapai par
pela.ksana. operasional, serta s1ste1
pertanggungjawabannya harus c
buat sesederhana mungkin. Sejala:
dengan keb1jakan perimbanga1
keuangan pusat dan d.aerah, mak
anggaran Polri juga harus diusa
hakan bersumber dari pemerintal
daerah.

(8) Suatu wad.ah bersama antara pe
mer1ntah1Poir1 dan masyaraka1
perlu dia.daka.n. Wadah tersebu1
bertugas merumuskan kebjjakar.
um um clan melakuka.n penga.wasar
(manajerial dan operasion Al;

termasuk atas pengaduan-penga
duan ma.sya.ra..lmt.

Mengakhiri uraian ini, la.ngkah kebi
jakan yang tidak kalah pentingnya 
untuk dia.mbil adalah penerapan pr1n
sip manajemen partisipasi. Dalanl ha.I 
1ni disara.nka.n untuk membuka pelu
ang keikuts'ertaan sebanyak mungldn 
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per sonal Polr1, serta tokoh -tokoh eksternal. Mudahan-mudahs.nd.enga.n 
masyara.katlpol1t1.k/pemuda/mahas1swa cara dero1k1an, k1ta a.kan mem.lliki 
dan cend.1k1awan daJam proses penyu- buka.n. sajakon.sep strategl.syang seca.ra. 

sunan strategi dan konsep roasa depan optimal d1sepa.k.a.t1 dan didukung oleh 
Polr1 . Dal.am hal 1n1 Mabes Polri seyog- semua pihak tetap1 juga. suatu keb1-
1a.nya. terleb1h dahulu merumuskan jakan yang relat1f d1jam1n eksis
konsepnya dan kemudian mem1nta tensinya. 
tanggapan llngkungan internal dan 
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KEJAHATAN TERORGANISASI DAN 

KEJAHATAN OLEH ORGANISASI 

(Suatu Tinjauan Dari Segi Kriminologi) * 

Mardjono Reksodiputro * 

Abstract 

Orga.n.Jzed crime is different from organization a.I crime. However both types 

t.hls crlm1.n111zation have single a.Jm because the tl.rst crime supplied the rac 

eteers a.nd thfJ latter as fln.a.nclaJ provider. Crime orga.nlza.tion m.!zy' be possible 

involve government, capitaJists e.nd even the state. Of course both orga.ntzed a.I 

or{fa.n.Jzattona.J crimes could be overcomed with the assumption that there w. 

not any collusion between law enforcement e.ndjustice system. 

Pendahuluan 

1. Kej ahatan korporasi ( crime by cor.,_

porations) ad a Jab sebaga.i � dari

kejahatan kera.h.-putih (white collar

crime). Perlu pula membahas ten

tang hubungan antara kejahatan

korporasi dengan kejahatan teror

gan1sas1 ( organized crime). Di Indo

nesia, salah satu bidang perma

salahan da.l.am kejahatan korporasi

adalah perilaku korporasi yang

mengganggu pembangunan ekono

mi. Juga..seya katakan bahwa seca.ra

konvensional diskusi ilmiah dan

praktis di Indonesia tentang keja

hatan 1ni berkisar pada UU No. 7.

• Tu lisan ini pernah dipresentasikan di Pusdiklat
Kejaksaan Agung pacla I Juli 1994. Dengan berbagai
revisi, kini ditulis untu.k Jumal Polisi 2.
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Dnt/1977 tentang tindak pidan 

ekonomidan UUNo. 3/1971 tentan 

pemberantasan tindak pidana kc 

rupsi. Di samping itu saya singgun, 

pula bahwa kejahatan perbanka.i 

sering pula didiskusikan dalan 

ra.ngka. ini, khususnya kejahatar 

terhadap bank sebagai korporas: 

(yang sering dilakukan melalu'. 

penyalahgunaan peralatan kom

puter di bank) (M. Reksodi-putro, 

Juli 1994). 

2. Judul makalah ini membedakan

anta.ra kejahatan terorganisasi ( orga

nized crime), atau kejahatan yang

diselenggarakan melalui organisasi

kriminal, dengan kejahatan oleh

organisasi ( organizational crime),

termasuk di dalamnya kejahatan

korporasi (yang menJadi b� dari

kejahatan kerah-putih). Kejahatan
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terorga.n1Bas1 1n1 perna.h didJsk':.1-
s1kan oleh Perguruan Tinggi Ilm'..1 
Kepol1s1an (12Apr1l 1995) di mar� 
saya membahasnya dalam k.a.ita.'1 
dengan organ1sas1 preman d1 Inc.J
nesia. Mema.ng dalam d1skus1 terse
but saya menyatakan pula bahv:a 
sering kejahatan terorganisasi 
''bergerak sebagai organisasi btsnts. ·· 
Namun organ1sas1 b1sn1s 1n1 seJS.:-,. 
semula memang did.irikan dan berc-.1-
Juan untuk melakukan kegiata...'1 
melawan hukurn (illegal behavior). 
Di sin1.lah letak perbedaan denga...'l 
kejahatan oleh organ1sasi, karer:a. 
mema.ng di sin.1 terdapat pula orga
n1sas1 btsn1s tetapi yang didirika.'l 
bukan dengan tujuan melawan hu
kum (M. Reksodiputro, April 1995). 
Makalah 1n1 bermaksud untuk lebi.!1 
dalam memperhat.1ka.n perbedaa.n in1 
dan terutama memperdalam pema
ha.:rnan tentang bentuk kedua, yaitu 
kejaha.tan oleh organisasi. 

Kejahatan Terorganisasi (KTO) 

3. Kejahatan Terorgan1sasi (selan
jutnya KTO) mengacu kepada suatu
orga.n1sas1 "rahasia" (seperti Mafia
yang kemudian bernama La Cosa
Nostra, Ya.k.uza, Triad, dsb-nya). Di
Amerika Serikat, mula-mula d.ila
porkan oleh "Panitia Kefauver"
dalam tahun 1951. Selanjutnya...ma
sih ditinda.kla.nJuti oleh suatu Komi.si. 
Presiden tahun 1967, setelah U.S.
Senate mendengarkan kesaksian
anggota Mafia, Joseph Valachi, ta
hun 1963. Sedangkan dalam tahu.11.
1980,an, pemerintah Amerika
Serikat mengeluarkan dua unda.n.g
undang baru untuk memerangi
KTO, khususnya dalam kegiatan
kejahatan narkoti.ka, yaitu: RICO
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(Racketeer-It qiuenced a.nd Corrupt 
Orga.n1.za.t1onAct) clan CCE (Continu
ing Criminal Enterprise Act.). 
Mem.a.ng t1dak ada deftn1s1ya.ng baku 
tentang KTO, tetapi pad.a umum.nya 
dikaitkan dengan luasnya kegiatan 
operasi, pasar dan produk kegiata.n 
illegal mereka dan cara-cara mela
�n kegiatannya. FBI (Federal 
Bureau of Investigation) mempunyai 
defl.n1si sebagai berikut: 

''Any group having some manner of for
malized structure whose prl.ma.ry ob

jective is to obtain money through il
legal activi�ies. Such groups maintain 
their position through the use of threat 
of violence, corrupt public officia ls, 
gra ft or extortion and generally have 
a signifJ.cant impact on the people in 
their locals or region or country as a 
whole. One major crime group e p1to1-
nizes this detlnltion · La Costa Nostra" 
(Vito and Holmes, 1994: 376). 

4. KTO 1n1 mempunyai jaringan kerja
(network) yang (sangat) luas. Lua.s
nya jaringan ini sampai pula pad.a
orga.nisasi-0rganisa.si bisnts yang sa.h.
Adalah keliru untuk menggam
barkan KTO 1n1 sebagai organisasi
yang hanya bekerja dengan "tuka.ng
tukang pukul''. atau bergerak d.alam
aktivitas yang ti.dale boleh d1l1bat oleh
penegak hukum. Secara garts �sar
organ1sas1 bisnis yang mempunyai
hubungan dengan KTO dapat dibagi
tiga (M. Reksodiputro, April 1995):

• perusahaan kedok, yaitu yang
didirikan memang untuk menu
tupi kegiatan kejahatan; apab ila
terbongka.r, ma.k.a perusa.haan 1n1
segera buba.r;

• perusahaa.n sah, yang melakukan
kegiatan melanggar hukum
sebagai bisn1s sampingan, sebagi.-
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an besar kegiatan bisn!snya. ada
la.h sah, tetapi di sampingbfsnis 
ruttnya.ng sah, seca.ra. teratur per
usa.h.a.a.n 1n1 juga. diguna.kan un
tuk kegta.tan keja.hata.n; 

• Perusahaan sa.h dan pemillk serta
pengurusnya. sela.lu bergerak
da1am bidangkegi.ata.n bisnis yang
sah; narnunmereka membiarkan
dan merna.n1aatk.a.n adanya kegiat
an kejahatan yang berada. d1 seki -
tarmereka.

Contoh perusahaan pertain.a. adalah 
perusa.haa.n yang bergerak di bidang 
fina.nsial dengan tujuan "menipu" 
konsumen/nasabahnya. Yang kedua 
a.da.la.h misalnya per-usa.haa.n 1.mpor
eks-por yang 

h. Daerah pelahuhan (waterfront)
1. Pasar ua.ng dan modal (securities)
I. Orga.nisasi buruh (labor unions)
k. Masin penJual otoma.tis (vend.1:

macbtnes)

5.2. Kegtatan tidak sah (lliegal), seper 
a. Perjudia.n
b. Narkotika
c. Riba (loan-shark.1.ng)

5.3. Pemerasan buruh (labor racketee 
ing) 

5.4. Pemerasan dengan penipuan ( eJ 
tort.ion) 

6. KTO sering hergerak sebagai orga
nisasi bisnis yang dipimpin olel

tenaga profesiona 
melibatkan diri  
dala.m k egiata.n 
"penyelundupan." 
Da.n contoh yang ke
tiga. a.dalah perusa
haa.n perhotelan 
yang membia.rka.n 
dalam hotelnya ter
j acti pelacuran dan 

KTOJ�a .tidak mengenal 
"korbaii," sepert1 dalam. 
kejaha� biasa.. Target ka,.

.g1.a.tah/K.TO ada.lah · �Ia.ng
.ga.n,An� · dan bukan ."·kor-
.b�.-�·'.. . . 

( o r g a n iza t i o1 
men), dan sepert 
pada setiap orga 
nisasi bisnis Yan{ 
legal ( dan normal) 
apabila diperlukan 
"top management"
(1n1salnya untuk 

perjudia.n. 

5. Kom.1s1 Presiden .Amerika Serika.t
(1967) menemukan bahwa di nega
ra tersebut KTO telah memasuki
bisn1s sebagai berikut (Vito and
Holmes, 19�4: 375):

5 .1. Industri yang sah, seperti: 

a.Produks'.t-makana.n
b. Real Estat
c. Restoran
d. Pembua.ng� sampah
e. Produksi pertanian (sayuran dan

buah)
f. Manufaktur garmen
g. Tempat minuman alkohol (bar)
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menghindar dari 
penelitian penegak. 

hukum a.tau dita.ngka.p dan ditaha.n) 
dapat segera digantL K.TO juga tidak. 
mengenal "korban," seperti dalam 
kejahatan bia....c;a.. Target kegiatan KTO 
adalah "langgana.n" dan bukan 
"korban." Kegiatan KTO a.dala.h mem
beri pela-yanan barang maupunjasa: 
nar-kotika, perjudian, pelacuran, 
"per-lindungan" terhadap saingan 
bisnis at.au ''perlindunga.n'' terhada.p 
keonaran oleh buruh. Para "lang
ganan" mellhat ma.nf.a.at KTO dan ka
rena itu bersedia "membeli" (mem
bayar untuk) barang atau jasa yang 
ditawarkannya (meskipun melang
gar hukum). Karena itu antara KTO 
dan "la.ngganannya" terjadi hubung-
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an ttmbal bal1k yang I.anggeng. (1n1 
berbeda. denga.n pa.da. kejahata.n 
bJ.asa., ell mana. a.ntara. pelalru dan 
korba.n b1asa.rzya sal1ng menghlnda.r) 
(M. Reksodiputro, Aprll 1995 ). 

Suatu penelitian pernah mengung
ka.pkan bahwa jaringan KTO adalah 
sebagai berilrut: 
• di lapis bawah terdapat para pelak

sana penyedia barang dan jasa yang
tidak sah, dinamakan racketeers,

seperti d.alam pelayanan Uasa): per
judian, germo dan pelacuran, distri0 

bust narkotika, riba

da.na." (la.p1sa.n a.ta.s) btasa.nya. berada 
di luar "sasara.n temba.k" proses 
peradilan p1dana. Untuk Indonesia 
la.pisa.n ba.wah 1n1 kemungldnan 
besa.r d1rekrut dar1 "para preni.a.n" 
yang btasa.nya bergabung pula d.aJam 

.organ1sas1-orga.n1sas1 preman. 
Kegiatan Organ1sas1 Prem.an ini 
( ellsingkat OP) dapat dimisalkan 
sebagai "puncak gunung es" XTO. 
Gunung es KTO ini "lapisan atas" 
dan "lapisan tengahnya, 11 yaitu ada 
dalam iaut dan tidak terlihat. 
Pendapat 1n1 diajukan wena belajar 

dari pengalaman 
;f (kredit denga n

bunga ttnggi.), d.11. Para "penyandang da.nat : 
di negara-negara 
lain (misalnya 
Amerika Serikat), 
KTO tumbuh, ber
kembang clan di
_dukung secara fi-

• di lapis tengah ter
dapat para penge
lola, yang disebut 
organizer, yang 
terdiri dari orang
orang profesional 

{la.pisan ataa) biasanya;:, 

berada· d l luar "sasaran 

tembak" proses pera.d1lan.· 

pidana sik oleh kegiatan 
melawan hukum 

yang bergerak d.1 
bidang bisnis, polltik (koneksi) da.n 
penegakan hukum ( advokat, polisi, 
jaksa dan hakim); dan 

• ell lapis ata.s terdapat para penyan
dang clan.a, yang dinam.akan fl.rl8.I1-
clers, yaitu para pengusaha. "ka.k.a.p 11 

dalam bidang jual.-bell permata, real
estat, kontraktor, industri, perban
kan, d.11. (M. Reksoellputro, April
1995).

7. Kalau mellhat struk:tur organisa.si di
atas, yang biasanya terlihat dan
muncul dalam proses peradilan kita
adalah mereka yang dart lapisan
bawah, para "racketeers, 11 yaitu para
pelaksana. Satu dua kali proses
peradilan Ju ga menghadirka n
mereka dari lapisan tengah, yaitu
"orang-orang prqfesional 11 yang
mellbatkan dirt dalam organisasi
kejahatan ini. Para "penyandang
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anak-anak muda 
seperti yang terllhat pada OP. Re
krutmen keanggotaa.n KTO, seperti 
Mafia dan Yakuza, d.i.la.kuka.n. dengan 
sa.ngat hati-hati. Hal in1 wajar karena 
KTO adalah organisasi rahasia. Un
tuk Indonesia OP sendiri mempunya.i 
latar belakang seja.rah yang cukup 
panJang. Dalam sejarah "krimJnaJ.1tas 
rem.aja" di Indonesia, kita mengenal 
periode "geng-geng anak nakal" 
( 1955-1965) d1kenal. denga.n. sebutan 
"cross-boys" (clan "cross-girls"-nya). 
Sedangkan pada awal tahun 1983 
masyaraka� dikejutkan dengan 
"pembersihan11 ell Yogyakarta ( dan 
kota-kota lain) terhadap kelompok
kelompok anak muda yang dikenal 
dengan sebutan "Gali" (sin.gkatan 
dan GabunganAnak Liar"?). Selan
jutnya tindakan aparatur keamanan 
terhadap masalah kr1minal1ta.s oleh 
anak-anak muda yang berkelompo: 
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telah pernah dilakukan secara 

sa.ngat represlf, yang kemud.ian 
d1kena.1. deng:a.n .. ebekusi seca.ra miB

ter1us" atau penembakan misterius 
"(Petrus)". Dari uraian di atas in1 
seha.rusnya jelas ba.hwa sikap eks
trem, seperti penggun.aa.n kekera.sa.n 
ya.ngberleb� (brutal force; deadly 

force) terhadap OP tida.k akan menye· 
lesaikan masal.ah KTO (M. Rekso

diputro, April 1995). 

8. Ka.lau benar dugaan ( aswnsi) bahwa
KTO di Indonesia juga mengenal

"lapisan menenga.h" dan "lapisan
ata.s," maka di sin11ah kaitan antara
KTO dengan kejahatan oleh orga
nisasi (selanJumya KOO) Sebagai
mana telah disebut pada awal ma
ka.lah, KOO erat pengertiannya de

ngan kejahatan korporasi ( crime by
corporation - corporate crimes)
yang merupakan bagian dari keja
hatan kerah putih (white collar cri

me). Secara skemat1S dibuat gam
baran wnum seba.gai berikut:

KTO 

(Organized Crime) KOO 
(Organizational Crime) Jar1ngan1nter

nal (lap1San); 
Racketeers (Prema.n.) 
Organizer (Profesional) 

Financiers (Penyandang dana) dapat 
d.ibedakan, tetapi sukar dipisahkan 
anta.ra: 

• 

(2a) White Collar Crimes 
(3a) Corporate Crimes 
(4) GoveNUnental Crimes (or State
Crimes)

Kejahatan Oleh Organisasi (KOO). 

9. Sudah sering disam.paikan da.l.a.m
ceramah (dan kuliah) di Indonesia

bahwa perhatian terhadap kejahata.n
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oleh organisasi, khususnya org 

sasi daga.ng/bisnis (perusa.h.al 

cllawali oleh Edwin H. Sutherll 

(guru besa.r sosiologl/kriminolc 

denga.n kara.nganny&tenta.ng -W. 

Colls.r Criminality" (1940) c 
"Crlmea.nd Bustness"(l941) se 

kemudian menjad1 buku berjuc 
"White Collar Crime" ( 1949). Mu 

mula perhatian Sutherland mema 

hanya pada perllaku pemimi: 
perusahaan ( direktur dan manaj 

yang merupakan "orang terhc 

mat"), tetapi kemudian d1alihk1 
pada kejahatan oleh perusahaan 1 
sendiri ( crime by corporations a� 
corporate crimes; yang menja, 
perhatia.n sekarang ad.a1a.h orga.n.Lsa 
perusahaan dan tidak sekedar p1n 

pina.nnya). Dalam hal keja.hatan ko: 
porasi 1n1 maka perhatian ditujuka: 
pada perilaku perusahaan yan 
melawan hukum (illegal corporat 

behavior)(M.Reksodiputro, 1992) 

10. Pada mulanya banyak yang mera

gukan ketepatan Sutherland untw
menamakan perilaku perusahaan
yang ditelitinya sebagai kejahatan.
Hal 1n1 terlihat dalam karangannya
''.Is 'White Collar Crime' Crime?"

( 1945). Tiga. alasan dikemuka
kannya mengapa 1n1 harus diang

gap kejahatan:
(a) Menurut hukum telah terjad1

kerugtan dalam masyarakat
(harm to the public), misalnya
dalam iklan yang menye
satkan, man1pulasi (fraud)
keuangan, serta pelanggaran
Hak Cipta, Paten dan Merek.

(b) Di Amerika Serikat telah dila

rang dan diberikan sanksi pa.da
kegiatan monopoli (anti-trust)
atau pelanggaran terhadap

perilaku persaingan ( restraint
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oftrade). 
( C) Kegia.tan-kegtatan yang cillaku

kan seca.ra sengaja (intentio
nal) dan motifnyajelas untu.k
keuntungan (profit; personal
gain).

Dalam mencoba mengkaji pertang
gungJawaban korporasi dibandingkan 
pada pertangungjawaban individu 
pelakunya (M. Reksodiputro, Juni 
1993), maka pengertian kejahatan 
kera.h-putih (WCC) 1n1 dapat dibeda.kan 

· a.ntara "kejahatan indiVidu dalam
Jabatannya" ('occupational crime) dan
"kejahatan organisasi korporasi" ( cor
porate crime).

�· 11. Penajaman pembedaan KOO, yaitu
antara yang dilakukan oleh orga
nisa.si (korporasi) dengan kejahatan 
individu dalam "jabatannya", 
penting bagl kita untuk mernahami 
pengertian "kolusi" (sebagai keja
hatan). Apabila kita m�makai 
definisi Kejahatan Kerah Patih dari 
yang asli, ma.ka 1n1 ditujukan pada 
"indiVidu pengusaha-pengusaha 
terhormat" dan termasuk keja.hat
an indiVidu dalam jabatannya ( oc
cupational crime, OC). Sedangkan 
dalam perkembangannya Kej�t
an Kerah Putih Juga mencakup 
organisasinya sebagai pelaku dan 
hal 1n1 ter� kejahatan perusa
ha.an (corporate crime, CC). Dalam 
KTO mungkin.saja terdapat indiVi
du dalam jabatannya, yaitu oleh 
para "organizers" (indiVidu profe
sional) maupun para individu pe
nyandang dana .  Tetapi harus 
diingat ba.hwa pada dasarnya KTO 
adalah kejahatan organisasi tidak 
sa.h (illegal organizations; under
world crimes). Sedangkan dalam 
KOO kita bicara tentang organisasi 
yang sa.h (legal bodies; upperworld 
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crimes) yang dapat dibedaka.n 
anta.ra yang dllakukan korporas1 
perdata (kejah.a.tan oleh perusaha
an) dan yang dilakukan oleh kor
porasi publik, termasuk di sini 
adala.h kejahatan oleh pemerin -
tahan (governmental crimes) dan 
lebih luas lagi adala.h keja.hatan 
oleh negara ( state crimes). Dalam 
skema di atas (butir 8), maka Keja
hatan Kera.h Putih yang terutarna 
mempern.a.tikan "indiVidu terhor
mat" akan berdiri sendiri, namun 
dapat terlibat dalam KT�. 

12. Pemahaman tentang kejahatan
indivtdu dalam Jabatannya ini
dapat diperoleh dari definisi beri
kut: "a.qyactpunishablebylawthat
is committed through opportWlity
created in the course of an occupa
tion that is legal" (Setiap tindakan
yang bisa dikenak.an hu.'rum karena
menggunakan peluang yang diper
olehnya lewat kedudukan resmi
nya) (Vito and.Holmes, 1994: 386).
Sedangkan keje.hata.n oleh peri.l.Sa
haan a.dala.h: "crimes committed by
corporate organizations; ... the re
sult of deliberate decision maJdng
by person who occupy structural
position within the organization.
The orga.nlzation makes decisions
intentiona,lly to benefit itself"
(kejahatan yang dikaitkan dengan
organisasi perusa.haan; ... hasil dari
keputusan yang disengaja yang
dibuat oleh seseorang yang mendu
duki jabatan struktural dalam
organisasi. Organisasi ini meran
cang keputusan yang semata-rnata
menguntungkan dirinya sendiri)
(Vito and Holmes, 1994: 388).

Dalam kepustakaan kriminologi keja
hatan oleh tndlvidu dala.mjabatannya,
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dapat d!beda.ka.n dalam empat bentuk 
utama (major types): 

a. Kejaha.ta.n yang d!lakukan oleh
1nd.1v1du ( direktur, ma.najer)
dalam ra.ngka pekerjaan untuk
manfaat organisasi usaha
(majikan).

b. Kejahatan yang d!lakukan oleh
1nd.1v1du dalam jabata.n negara
(pemer1ntah) dalam rangka
jabatannva (wakil pemerin
tahan) untuk mencapai tujuan
organisasi pemerintahan terse
but, Contoh ekstrem ada.lah ke
giatan CIA mendukung perke
bunan "opium" di Vietnam dan
Laos, menjual senjata kepada
pemberontak di Nicaragua, dan
"pembunuhan oleh negara" di
Chile.

c. Kejahatan yang dilakukan oleh
kalangan profesional dalam
kapasitas profesional (kejahata.n
ini harus dianggap Juga sebagai
pelanggaran atas kepercayaan
yang telah diberikan masyara
kat kepada anggota profesional
yang bersangkutan, misalnya:
profesi kedokteran, akuntansi,
kepengacaraan, kepolisian,
kejaksaa.n dan hakim).

d. Kejahatan oleh 1nd.1v1du (direk
tur, manajer, kepala bagian
pembellan, pramuniaga, dll)
dalam rangka pekerjaan untuk
ma.nfaat pribadi (diri sendiri).

Seda.ngkan dalam kepustakaan kasus 
Amerik.a "8erikat tentang keja.hatan

peruse.he.an, contoh yang sangat 
mengganggu perasaan masyarakat 
adalah skaridal "mobil Ford Pinto" daE. 
skand.2.1 "tabungan dan pinjaman." 
Dalam kasus pertarna ( 1980) Ford Mo
tor Companytelah dituduh melakukan 
"pembunuhankarena sembrono" (reek-
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less homicide). Sedangk.a.ndalam ka 
kedua "savings and loan industry" ( 
tail banking) dilanda krisis karE 
manipulasi antara bank dengan dE 
tur/depositor (tahun 1970-an). Bi 

. tuan pemerintahan Presiden Reai 
ternyata juga mengandung "koluf 
sehingga dikatakan bahwa manipul 
yang terjadi telah merumbulkan bent 
kejahatan baru "crime by the corpo: 
tion against the corpoyation with sti 
complicity" (Vito and Holmes, 19f 
388-389).

13. D1 atas (dalam butir no. 8) diseb
bahwa termasuk dalam KOO ad.ale
Juga "kejahatan oleh pemerintal
(KOP; governmental crimes) de:
"kejahata.n oleh negara" (KON; st 
te crimes). Perbedaan antara KC 
dan KON terletak pada luas kegia
an operasi dan dampaknya sert
apakah perbuatannya mengata.:
namakan pemerintah ( a.tau sat
departemen dalam pemerintah
ataukah mengatasnamakan negarc
Dalam karangan lain saya pernal
mengatakan bahwayangberbaha.y.
adalah "kolusi" antara para peme
gang kuasa pemerintahan (publi1
power; political elite) dengar
pemegang kuasa ekonomi ( eco
nomic power; economic elite)
karena menimbulk.an korban ya.11{
bersifat kolektif ( oollective victimiza·
tlon) (M. Reksodiputro, Oktober
1988). Hal inilah yang ingin diba
has di bawah ini, sebab umumnya
korba.nnya sukar ditentukan secara
khusus dan jelas, karena korban
bersifat abstrak ( abstract victims),
sehingga harnpir tidalc ada kemung
kinan laporan kepada kepolisian
atau keJaksaan.

Untuk Amerika Serikat, elite politikitu
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t.ermasuk orang-ora.ngyangmenduduki 
jaba.ta.n: ''key ... gDWJI'IlIIlent posJtkm ... , 
JudJciaJ .. legtsJa.tive bra.nahes, a.nd the 
top aomma.nd positions in the .Armed 
Forces. " Seda.ngkan yang d.tma.ksud 
dengan elite slronomt dapat clipaham1 
dari keterangan bahwa •economic 
power centraJJzed in rela,tive]Jrfew ma
jor corporations a.nd ii.na.ncia.J institu
tions; the na.tion 's wealth is centralized 
institutions; the na.tion 's wealth is cen
traJized with the richest 1 percent of 
the population owning a.bout 25 per
cent of the entire population's net 
worth "(Simon and Eitzen, 1986: 11-
13). Kolusi antara ked.ua. kelompok elite 
(politik dan f?konomi) inilah yang 
menurut pendapat seya telah terjadi di 
Indonesia dan menyebabkan timbulnya 
"krisis moneter dan ekonomi" serta 
tuntutan Reformasi Total dari masya
rakat (korbanyang bersifat kolektif dan 
abstrak). Sebenarnya tidak dapat 
dihindari bahwa dalam suatu negara 
dengan ekonorni II pasar-bebc3:5 11 selalu 
a.ka.n adajallnan anta.ra "kuasa ekonomi 
" dengan "k.uasa pemerintahan." Teta.pi 
yang harus dapat dicega.h a.da.lah bahwa 
hubungan Jalinan ini bersifat perse
kongkolan ( conspiracy) untuk kepen
tingan kelompok elite masing-masing. 
Tuduhan para pendukung Reformasi 
Total adalah bahwa para anggota 
kelompok bisnis (pengusa.."1.a) telah 
memperoleh apayang mereka i.ngi.rl.kan 
( a.l. kedudukan monopoli dalam bisnis) 
dan pemerintahan dengan melakukan 
berba.ga.1 maca.m. cara yangbersifat ilegaJ. 
atau sekurang-kurangnya tidak etis 
(seperti korupsi, penyuapan, lobi-lobi 
yang tidak etis kepada aparat peme
rintah, ..aparat penegak hukum, dan 
anggota DPR). Dalam istilah para 
m.a.hasiswa Indonesia untuk kesemua
nya ini dinamakan KKN (Korupsi, 
Kolusi d.an N epotisme). 
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l 5. Sebenarnya. ad.a perbed.aa.n �g 
cukup mendasar antara pengert1an 
(krim1nolog!.) tentang "kc�psi" da.n 
"kolusi," Dalam korupsi kita bicara 
da.lam rangka keja.hata.::i incilvtdu 
da.Ja.m Ja,ba,ta.nnya ( occupational 
crime), yaitu penyala.hgunaan ke
dudukan politis atau ad:!11n.1stratif 
(biasanya pega.wai negeri) untuk 
menguntungkan cliri-se!ldiri atau 
pihak ketiga. Terdapat kecende
rungan mementingkan diri indivi
du, meskipun sering pula organi
sasi (pemerintah; y�rus.ahaa.n ne
gara) mendapat kerugian. Yang 
penting adalah bahwa sifat keja
hatan adalah "indivic.ual" dan 
buk.an "organisasi" Uadi bukan 
KOO). Dalam hal kolusi kita bicara 
dalam ra.ngka KOO (kejaha.tan oleh 
organisasi), karena kejahatan 1n1 
mengandung pengertiar.. permufa
katan antara bebera.pa pihak untuk 
berbuat sesuatu yang melawan 
hukum." Permufakatan L'1.i bersifat 
"rahasia 11 (tidak untuk dlketahui 
masyarakat) dan merupakan per
buatan yang clilakuk.an oleh dua 
atau lebih pihak ( organisasi). Per
mufakatan (collusion) atau perse
kongkolan ( conspiracy) 1ni dilalru
kan antara organisasi pemerintah 
dan organisasi swasta. Tentu saja 
"kolusi" 1n1 dapat juga d.ilakukan 
oleh dua atau lebih organisasi bisnis 
swasta saja, rnaka di sini kita bicara 
tentang "kartel." 

Kesimpu1an 

16. Ada perbedaan yang besa.r antara
KTO dan KOO. Perbedaan ini perlu
clipahami ct·engan baik apabila kita
ingin membicarakan tentang pe
nanggulangan (usaha mencegah
secara preemptive, proaktif mau-
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pun reaktJ.1). Dua hal perlu dikede
pa.n.kan untuk. menga.m.a.t1 perbe
daa.n ya.ng d1ura.1ka.n di atas. 
Perta.ma., KTO maupun KOO terkait 
denga.n. dun1a dan ka.1.angan b1sn1s. 
Karena. 1tu pengatura.n d1r1 send1r1 
oleh ka.la.nga.n b1sn1s perlu dlltum
buhkan clan d1b1na.. Dalam. era gl.o
balisasi ( da.n deregulasi) pemerin
tah a.lean mak.in sulcar mengawasi 
industri dan bisnis, karena luas 
dan rumitnya kegiatan mereka. 
Kedua, yang "fatal" (sanga.t meru
gikan) dalam KOO maupun KTO 
adalah a.da.nya kemungkina.n kolusi 
a.nta.ra ''elite dan kekuasaanpolitilc'' 
dengan "elite kekuasaa.n ekonorni." 
Karena itu aparat pemerintahan 
(terutama) danjuga aparat pene
ga.k hukum da.n peradilan sertajuga 
badan legislatifharus menjalankan 
fungsi masing-masing secara 
"tran.sparan." Dalam konstitusi kita 

(UUD 1946) ha.rusdimungkiJ 
pengaturan "check and balan 
Kita harus berusaha men 
buhkan suatu "masyarakat dt 
krat1s yang terbuk.a" d1 man.a 
(Lemba.ga Swadaya Masyara 
diberi tempat mendamping1 ap 
penegak hukum (kepolis1an 
kejaksaan) yang "mengadu" s 
gal "whistle blotters." Kolus1 a.di 
permufakatan rahasia (untuk 
lakukan perbuatan melawan 
kum) yang bertujua.n mengh.a.12 
penyid1kan dan penuntut. 
karena itu tanpa "informasi c 
dalam" (ya.."lg lebih mudah di:t 
oleh LSM) aparat penegak huk· 
akan lumpuh menghadapin; 
Tentunya penanggulangan K 
dan KOO berasumsi bahwa tid 
ad.a pula "kolusi" di aparat pene€ 
hukum dan pengadilan. 
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PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN 

PERSONEL POLRI DI MASA DEPAN 

(Khususnya Rekruitmen dan Pendidikan) 

Awaloedin Djamin 

Abstract 

The orffe].nlzatlon of National Police (Polrl) must have human res.ources Jnforma,
tlon system which ls Jmporta.nt for recruitment division, tra.Jners a.nd ca..reer 
pla.nners. For deca.des, National Police have fa,ced obstacles beca,use they ha.ve 
been integrated into mllJta.ry institution. As the consequence of this integrat1on 
the National Police ca.nnot be included in the overseas educational progra.ms. It 
ts important to perform their leadership a.nd commw1.ica.t1on capa,b111tles as well 
as to conduct operational a.nd coordinating duties. In this case Resort Police 
(Polres) a.nd Sectora.J Police (Polsek) a.re taldn!f the leading position to show the 
J..m.a.ge a.nd prestige of National Police in the publik opJnion. 

I. Pendahuluan

Sistem manajemen personal atau 
sum.her d.eya manusia suatu orga.n!sasi 
rnerupaka.n bagi.a.n (subsistem) da.ri 
sistem manajemen organisasi itu. 
Da.la.m kaitan naskah 1n1 sistem rekru
itmen dan pendid1ka.n Polri merupakan 
subsistem dari sistem manajemen 
personel (SDM) Polri, dan sistem 
manajemen personel (SDM) Polri 
merupakan subsistem dari sistem 
mana.Jemen (atau administrasi) Polri 
yang menyeluruh. 

Karena itu, semua ini harus 
cllsinggung da.la.m naska.h in1 wal.aupun 
secara ringk.a.s. 
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II:. Manajemen Personal atau SUm

ber Daya Manusia 

Tentang pentingnya art1 sumber daya 
ma.nusia pada akh1r abad XX clan dala.m 
abad XXI, para pakar, antara lain Will

iam B. Wether & Keith Davis· dalam 
bukunya Human Resources a.nd .R9r
sonn{]l Mana.{fement menyatakan 
sebagaJ. berikut: 

''.Although all resources are necessary 
for success, we ·believe that people are 
the key resource. How well an orga.n.t
zation attains, maintains and retains 
its human resources determines its 
success or failure . .And the success or 
failure of an org&."1..ization shapes the 
wellbeing of every person on the 
planet" 
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John Na.1sb1tt mengatakan tentang 
peJa.bat yang bertanggung Jawab d1 
bida.ng mane.jemen sumber daya 
manus1a: "In sn 1nfol'Jil81jon soaiefjy; hu
ma.n resource ls st the cuttJ.ng edge.

.And Jt means thathUIIlBJJ. resource pro

fessionals s.re becomtng much, much 
moretmporta.ntin the.Jror{1ani.zstions.,, 

Tantangan utama yang akan 
d!hadap! oleh seluruh masyarakat di 
duhia adalah baga!mana secara terus
me ne rus menyempurnakan dan 
mengemba.ngkan orga.n1.sasi. Kemajuan 
dan keberhasilan d1 masa depan akan 
tergantung dengan mutu organ!sasi, 
sedangkan manusia dan organ!sasi d1 
mana ia berada akan selalu sal1ng 
tengantung satu sama. lain. 

'I'ujuan ma.najemen sumber <la.ya 
manusia adalah m eningkatkan 
kontribusi yang produktif dari seluruh 
a.nggota orga.n.1.sasi. 

Rua.ng llngkup manajemen sum.
her daya manusia adalah luas sekali 
dengan pr1nsip-pr1nsip dan teknik
teknik yang tertentu, seperti, "human 
resource," '1ob a.na.lysis and design," "re
cruitment," "pend!d!kan dan pelatih
an," "career planning," dan juga pe
nempatan, mutasi dan promosi, gaji 
dan kesejahteraa.n, serta pensiun. 

Melalu1 perencan.aan kepegawai
an (human resource planning), akan 
dapat d1pers1apkan bagaimana 
menda.pat�an orang yang tepat untuk 
jabatan atau pekerjaan yang tepat pada. 
waktu yang tepat agar dapat clipenuhi 
tujuan organisasi dan tujuan pribacli 
orang :fd.ng bersangkutan. 

Perencanaan kepega waian, 
mengidentifi.kasikan kebutuhan orga
n.i.sa.si akan sumber deya manusiayang 
tepat. Hal 1ni <la.pat dilaksanakan, bila 
organisasi memlli.ki 1nventaris yang 
lengkap (termasuk ketrampilan dan. 
keahlian) dan seluruh SDM dan per-
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sonel yang ad.a (human resour< 
d!t ). Betel.ah ttu baru aka.n dapat • 
tukan mana yang kurang dan i 
yangberlebih. Juga tidak mudah \ 
membua.t perkiraan kebutuha.nju 
dan kual!tas personal untuk ja 
pendek. jangka sedang dan ja 
panJB.ng. 

Organisasi besar (Polri term 
d1 dala.m.nya) harus mempunyai 
man resources information sys· 
yang penting artinya sebaga1 pedo 
ba.gi pencari bakat (recruiters), pe 
(trainers), perencana karier (ca 
planners) dan sebaga.inya. 

Unit organ1sas1yang bertug, 
bida.ng manajemen SDM atau persc 
harus memlliki kemampuan da 
a.na.l1sis tugas Oob a.nalysis), 1dent1fl 
tugas Uob identification), gamba 
tugas Uob description) da.n spesifi 
tugas Qob specification). 

Gemba.ran tugas ada.lah rwnu 
tertulis yang menjelaskan tugas, 
aspek-a.s}i)ek lain darijabatan terte1 
sedangkan spesifikasi tugas, me 
muskan apayang diha.rapkan tugas: 
dari si peJabat dan keterampilan yi 
dipersya.ratkan, termasuk pengalan 
kerja, pend!dikan dan pelatihan y, 
dilalui, serta persyaratan fl.sik clan m 
ta.l. 

Harus ada "database" a.gar da.J 
dikelompokkan pekerjaan yang ham; 
bersama.an II,1engena1 tugas, tanggu 
jawab, ketrampilan dan seba.gainya. 

Rekruitmen ada.lah proses unt· 
mendapatkan dan menarik calon-ca.1 
(pelam.a.r) yang terbaik untuk pek< 
jaan tertentu. Sebab itu terlebih da.hu 
harus diketahu1 benar persyaratan d1 
pekerjaan yang akan diisi, baru setel.1 
itu ditentukan cara atau metode r 
kruitmen. Rekruitmen dapat clilak· 
kan me'Jalui 1klan di media massa ( cetc 
atau elektronik). Setelah rekruitme1 
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mulaila.h proses seleks1, yaitu ta.ha.p
taha.p ya.ngha.rus d1la.lu1 oleh ca.lon agar 
benar-benar tersa.rlng calon yangtepat. 
Proses tnijuga t1da.k muda.h. 

Setelah calon lulus dari seleksi, 
umumnya mereka dimasukkan dalam 
lembaga pelatihan atau lembaga 
pendidikan. 

Demikianlah secara ringkas ten
tang man.ajemen SDM, rekruitmen dan 
pendidi.kan pad.a umumnya. 

III. Kedudukan, Tugas Pokok dan

Fungsi Polri

Polri termasu.k organisasi yang besar 
dan kompleks dilihat dari kedudukan, 
tugas pokok dan fungsinya, luas wila
yah kepulauan, jumlah penduduk dan 
sebagainya. Dan sekarang ini makin 
bertambah sebagai akibat krisis di 
segala bidang dan kerusuhan massal 
yang sering terjadi. Waiau digolongka.n 
·sebagai organisasi besar karenajumlah
anggotanyaya.ng 180 ribu orang, dari 
sudut rasio polls! : pendudu.k, Polri 
termasuk yang kecil di dunia. 

Kedudukan Polri semenjak 1 
April 1999 buat sementara berada di 
bawah Menhankam. Kiranya dalam 
waktu yang dekat (pemerinta.han baru 
sesudah SU MPR 1999) Polri akan 
kemball di bawah Presiden RI. 

Tugas pokok dan fungst-fungsi 
Polri luas sekali, sepertiya'.ngterca.ntum 
dalam banyak peraturan perundang
undangan. Yang penting ada di 
KUHAP, Undang-undang tentang 
Kepolisian Negara RI (UU No. 28/ 
1997) dan Undang-Undang tentang 
Keadaan Bahaya (UU No. 23 tahun 
1959). 

Sesuai dengan undang-undang 
yang ada,. maka sistem administrasi 
kepolisian RI terkait langsung dengan 
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sistem admln1.straS1 negara RI, sistem 
peradilan pida.na RI (Cr1m1nal Justice 
System) ,  dan sistem perta.ha.n.a.n dan 
keamanan RI. 

Fungsi-fungsi Utama Polri da.n SU-· 
dut bida.ngnya, sama dengan di nega.ra
negara la1n, yaitu represif, preventif dan 
pre-emptif. Yang dua terakh1r juga 
sering disebut "pencegahan langsung" 
dan "pencegahan talc langsung." 

Fungsi represif-justisiil, penyeli
dikan dan penyidikan m.erupakan 
subsist.em da.ri sistem peradilan pidana.. 
Polri adalah penyidik utama dan 
sekaligus pembina teknis�koordinator 
dan pengawas dan Penyidi.k Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS). 

Fungsi preventif (pencegahan 
langsung dan talc langsung) masuk 
dalam ruang Ungkup administrasi 
negara (lihat Undang-unda.ng No. 28/ 
1997). Dalamfungsi ini terrnasukpem
binaan teknis, koordinasi dan penga
wasan dan semua bentu.k-bentu.k pe
ngamananswakarsa (da.ri pe� 
kompleks industri, Satpam, Siska.m.li.n.g 
dan lain-laL'1.). Fungsi perizina.n la.innya 
seperti senjata api dan baha.n peledak, 
SIM, STNK dan BPKB dan lain-lain 
perizinan yang ditentu.kan undang
undang juga harus dilaksanakan oleh 
Polri. 

Semua tugas pokok dan fungsi
fungsi tersebut di atas merupakan bi
dang operasional Polri yang memerlu
kan pembagian �alam unsur-unsur 
operasional, seperti Interpol, reserse, 
sabhara, polantas, brigade mobil, polisi 
perairan, polisi udara, satwa kepolisian 
d.a.n binmaSpol. 

Tidak mungkin tugas pokok dan 
fungsi-fungsi Polri tersebut dapat dilak.
sana.ka.n ta.npa bantuan unsur bantuan 
teknis (yang memerlukan teknologi. 
kepolisian) seperti laboratorium dan 
identifikasi forensik, komunikasi 
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elektronik, kapal, pesawat terba.ng dan 
kendaraan kepollsian, alat pengen
da.llah huru- hara clan lain-lain serta 
bantuan adm1n1strat1fyang tepat, se
perti sistem perencanaan, pemro
graman dan penganggaran, sistem 
manajemen personal, sistem mana
jemen log1st1k/mater1al ,  sistem 
manajemen keuangan dan sistem 
pengawasan. Kemampuan operasional 
ini disebut oleh Menhankam/Pangab 
waktu itu, Jenderal M. Jusuf, sebagai 
"kemampuan teknis profesional khas 
kepolisian." 

Dalam sistem kepolisian nasiona.l 
yang dianut Polri, maka organisasi.nya. 
adalah utuh dari Mabes Polri, Polda, 
Polwil (di Jawa), Polres, Polsek dan 
Pospol. Polri sud.ah clan terus akan men
delegasikan wewenang ( desentralisasi) 
kepada Polres sebagai Komando (kesa
tuan) Operasional Dasar (KOD) agar 
d.apat lebih lincah dalam memberikan 
perlindungan dan pelayanan kepada 
masyarakat. Dal.am kepolisian di dunia 
hal 1n1 disebut Basic Police Units ( di
USA "precincts," di Inggeris "sub-divi· 
sion" di J epang "police stations"). ·Ka· 
rena itu ha.rus dirwnuska.n secarajelas 
fungsi-fungsi dari Mabes Polri, Mapolda, 
Mapolwil dan Mapolres. Mengtngat 
keg:iatan operasional terutama akan 
dila.ksa.naka.n pa.da tingka.t Polres, rna.ka 
kejela.san yang dimaksud adalah ter
rnasuk da.1a.m. persoala.n apa saja Polwil, 
Fold.a dan Mabes ikut melaksanakan 
kegi.a.tan opera.sional. ( misalnya reserse 
Mabes menangani kejahatan inter
nasional dalam rangka Interpol, keja
hatan mencakup1 lebih dari satu Polda 
d an kejahatan yang dianggap bersifat 
nasional atau meresahkan secar1;1, 
na.sional.). 

Fwigsi panting Mabes ad.al.a.h me· 
na.ngani hal-hal yang bersifat strategis 
dan konsepsional, membuat petunjuk 
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lapangan clan petunjuk tekn1s (n 
ala) untuk kesatuan bawaba.n, m 
nitor serta mengevaluasi laporan 
datang dari kesatuan bawahan. 

DaJa.m 11.ngkup kepolisian Il&'J 
di man.a kejahatan sud.ah tid.ak m, 
nal batas nega.ra, apa.lagi bat.as PI'() 
dan kabupaten, ma.ka kesatuan at. 
bila diperlukan, dapat memberJ 
kungan teknis atau personal pada l 
tuan bawahan. 

Baik bidang operasional 1 
maupun bidang dukungan teknis 
dukungan adrninistrasi (technical 
ad.m1n.1strative support), keduanya 
merlukan kemampuan teknis pro 
onal khas kepolisian. Bagi Polri , 
bersifat "manpower heavy," yang ut 
adalah adanya kemampuan te} 
profesional dari semua pejabat y 
bertugas dan bertanggung jawal 
bidang manajemer� SDM atau perso 
terutama di tingkat Mabes. 

Polri memang tidak memilik1 
caba.n.gan" seperti padaAngka.ta.n De 
- infanteri, artileri, kavaleri, int
dans, dan sebaga.inya - namun_ tic
berarti Polri tidak memerluka.n "sp,
alisasi" baik operasional, teknol
ataupun administrasi/pembinai
Dalam Police for the.Future, Dane
Bayley yang telah mengadakan pe1
titian intensif kepolisian di l1ma negc
maju - Australia, InggeriS, Caila(
Jepang dan Amerika Seri.k.at untul
fungsi kepolisian, yaitu patroli, pe�
lidikan kriminal dan polisi lalu lint
- diperlukan seba.nya.k 85 % dari se:
ruh personal kepolisian. Untuk ad.n
nistrasi di J epa.n.g jumlah personeln;
11 persen, Canada 100/0, AmeriJ
Serikat 90/0, Inggeris 70 persen de
Australia 60 persen. Bidang ad.rninl
trasi ini meliputi rekruitmen, pe:
didikan, logistik, keua.nga.n clan se�
nya.
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Seperti diuraikan d1 a.tas, fu.ngsi 
operasional Polri jauh lebth. ba.nya.k 
dalam patroll, penyelid.1.ka.n kr1m1nal 
dan la.lu llntas. Karena. itu pena.nga.nan 
manajemen SDM/personel Polri mas1h 
lemah, bidang 1n1 ha.rus d1ta.ngan1 oleh 
tenaga profesional. Dalam tah.ap awal 
reforma.s1 Polri yang menyeluruh, bila 
perlu, dapat digunakan tenaga kon
sultan SDM yang ahll dan berpengala
man, karena masalahnya bersifat 
sangat teknis. 

:IV. Keadaan dan Masalah Mana

j emen SDM/Personel Polri 

Untuk memaham1 

• Kua.lit.a.a anggota. Polrijuga. menuru.n,
1perta.ma ka.rena. s1stem pend1d1kan 

A;BRI juga. diterapkan pad.a Polri,
kedua k.a.rena Polri �1dak da.pat 1kut
dalam pend1d1kan di lua.r negeri, se
perti a.nggota a.ngka.tan pera.n.g yang
men1kmat1 kerja sarna teknik mlliter. 
Di luar negeri, kepolisian bu.kan 
m1liter. 

• Anggaran pembangunan yang ter
pusat di Ma.bes ABRI juga tida..k me
mungkinkan Polri memba.ngun per
alatan kepolisian (teknologi kepoli
sian) yang memadai._._

• Adanya lembaga Pangab ( di tam bah
lagi dengan Kop

keadaan dan ma
sa.lah Polri dewasa 
1n1, term.asuk kea
daan dan ma.salah 
manajemen SDM/ 
personal, perlu d1-
1kut1 sejarah Polri 
semer.jak. Prokla
masi, revolus1 fls1k, 
peri�da RIS, peri-

Anggaran pembangunan 
yang·· terpusat di Mabes 
ABRI"juga tidak mei;nung
kinka� �i?o1r1 membarigun 
peralatan- kepolisian:..(tek
nologi kepollsian} yang 
mem.ada.1. 

kamtib) yang me
oiiliki wewenang 
komando at.as Polri, 
maka intervensi di 
bidang operasional 
tidak dapat d.ihin
darkan. 

Akibat yang paling 
dirasakan oleh rak.-

ode demokrasi parlementer, demokras1 
terpimpin, dan khususnya periode 
Orde Baru, ya1tu setelah diinte
grasikannya. Polri ke dalam. Anglea.tan 
BersenJata RI. Karena integrasinya 1n1, 
Polri seolah-olah d.isamakan dengan 
a.ngkatan perang, sehingga banyak 
sekali terjadi kekeliruan, terutama 
dalam pengembangan bidang mana
jemen SDM/personel. 

Pem.1nggiran fUngsi Polri tercatat 
di bawah ini: 
• Jumlah anggota Polri yang pada ta

hun 50-an memlliki ratio 1 :500 de
ngan jumla.h penduduk, sekarang
telah menjadi 1: 1200. Kekurangan
personel tidak memungk.1nkan Polri
mengatur tugas lapangan dalam 3
ploeg, yaitu 3 @ 8 jam sehar1.
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yat adalah perUaku 
dan s1kap anggota Polr1 yang �m1l1-
terist1k" dan bukan � sebagai penga
yom, pelindung dan pelayan ma.sya
rakat yang profesional. Tentunya tidak 
mudah mengubah perilaku dan sikap 
a.nggota Polr1 akibat integrasi selam.a 30 
tahun. Agar citra Polri berangsur
angsur membaik, perubahan harus 
diusa.ha.kan oleh para pejabat pirnpinan 
Polri mulai dari Pusat (Mabes) sampai 
ke Polres dan Polsek. Untuk perbaikan 
jangka sedang dan panjang dalam 
masalah rekruitmen dan sis tem 
pendid1kan, tugas 1n1 berada di bawah 
AsistenPersona.J..1a. (Aspers) Kapolri. 
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v. Pengembangan Sistem Manaje

men Personal dan Sistem Manaje

men Pendidikan Polri

Keberhasilan atauke�an Polriaka.n 
d.1tentukan dari keberhasilan pela.k
sanaa.n tugas po�ok clan tungsi-fungsi 
secara profesional. 

Kriteria profesional adalah sebagai 
berikut: 

a. mengguna.ka.n teori ilmu penge
tahuan untuk pekerjaa.n;

b. keahlian yang didasar kan pad.a
pendidikan atau pelatihan ber
Ja.ngka. panjang;

c. pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat; 

d. mem111.ki otonomi dan cara me
ngontrol perilaku a.nggota profesi;

e. mengembangkan kelompok pro
fesi melalui asosiasi seperti The
International .Assoc1at1.on of Chiefs

of Police (Donald C. William, The

American Law Enforcement Chief

Executive A Management Proflle,

1985).

Pengembangan manajemen SDM/per
sonel Polri harus dimulai dengan re
inventarisasi seluruh personal Polri 
yang ad.a sekarang seakurat mungkin, 
h1ngga didapat "human resources (per
sonnel) information system" dengan 
"data base" yang mencakup personel di 
Mabes, Polda, Polwil, Polres dan Polsek: 
berapa yang bertugas di bidang opera
sional, seperti intelpol, reserse, sabha.
ra, polantas, brimob dan sebagainya, 
polanta&, misa.lnya, berapa yang bertu
gas di jalan, berapa. yang me� SIM, 
STNK, BPKB dan a.dm.inistrasi uinum, 
sudah.kah mereka mengikuti latihan 
kejuruan; di bidang bantuan teknis 
seperti la.boratorium dan identifl.kasi 
forensi.k, komlek da.n lain-lain; di 
bidang bantuan ad.m.1nistras1 seperti 
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yang bertugas di perencanaa: 
a.nggara.n, personal, log1.stik, kew 
penga.wasan, administrasi ':lffiW 
lain-lain. 

Inventarisas11n1 dapat dis( 
kan daJ.am 3 - 4 bula.n bila d.1laksa.1 
secara fungsional oleh Direkt 
direktora.t di Mabes menurut b: 
masing-masing. Untuk cross-che.

pat pula ditugaskan pad.a seluruh: 
denga.n formulir yang dis1apka.n.A1 
MABES. 

Inventarisasi selama 3 - 4 bi 
mungk.in belum dapat menghin 
perumusan tugas (job description) 
organisasi, apalagi perorangan, E

beban kerjanya. Untuk perencar 
personel, terma.suk rekruitmen 
pend1d.1kan, harus ad.a pola., misa 
mengutamakan memperkuat 1 
(Polres), baga.1.ma.na. Polres kota b, 
dan Polres luar kota yang sangat · 
aneka di seluruh tana.h air dengan: 
daan dan penduduk yang majern 
Lewat _pr1ns1p bahwa pada. ting 
Sektor dan Polres anggota Polri ha 
benar-benar mengena.l keadaan dae 
da.n penduduknya, KOD Polres y; 
ad.a sekarang harus disempurnak 
sehingga 1a menggambarkan keadc 
daera.h serta kerawanan ganggu 
ka.mtibmas yang mungk.in terjad.1. 1 
aUftkasi seorang Kapolres dan Kapo11 
hendaknya. dil!hat dari kemampu 
kepemimpinan dan berkomun1kas1 
samplng menguasa.1 tu.gas-tu.gas 0�1 
sional dan pembinaan, karena Polr 
dan Polseklah yang akan menentukl 
baik tidaknya citra dan wibawa Polri 
ma.ta ma.syarakat. 

Dalam manajemen SDM/pe 
sonel terda.pat prinsip-prinsip da 
teknik-teknik yang bersifat univers, 
seperti "sistem karier yang berdi 
sarkan prestasi"; "orang yang tepi 
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untulcjabata.n yang tepat (kuantltatif 
da.n kual1tat1f) pada waktuya.ng tepat" 
da.n seba.ga.tnya. 

Rekruitmen didasa.rkan pada 
perencanaan personal yang baik. 
Dewasa 1n1 "pintu masukn (gate) untulc 
menjadi a.nggota Polri, ada pada tingkat 
tamtama ( d1d1d1k d1 Dod.ik d1 beberapa 
daerah), bintara ( d1d1d1k d1 Seba Polri), 
perwira (d1did.1k Akpol) serta bagi 
sarjana. Di samping lembaga-lembaga 
pendid1kan pembentukan tersebut, 
Polri memil1.k1 banyak lembaga pen
didikan/pelatihan, sepert1 Pusdik 
(kejuruan), Secapa, Sela.pa, Pl'IK, 82 
dan 83 Ilmu Kepolisian UI, Sespim 
Polri. Selain itu Polri juga mengJ.rim 
anggotanya ke lembaga pendiclikan di 
dalam negeri (kerja sama dengan 
LAN), Universitas clan lain-lain. Walau
pun mas1h sangat terbatas, Polr1Juga 
m<>:ig!l'L'T. a...11.ggotanya belajar ke luar 
negeri, seperti reserse d1 Jerman, pollsi 
lalu llntas d1 Belanda, ma.najemen ke
polisian d1 Inggeris dan industrial se
curity d1 Australia. 

Pendid.1.k.an d1 luar neger1 1n1 bisa 
d1la.ksa.na.ka. bila mendapat dulrunga.n 
pemerintah, terutama Bappenas dan 
Sekretariat Negara. 

Karena ada pendidikan di luar 
lemba.ga pendidikan clan la.tihan Polri 
s;;:ndiri, balk di dalam maupun luar 
negeri, seperti Akpol, Pl'IK dan Sespim 
yang berada di luar ta.nggung Jawab 
Kalemd.1.klat, m.a.ka panting disempur
nakan dan ditingkatkan tata kerja 
Wand.iklat untuk membahas seluruh 
masalah pend1d1kan Polri. SebaJ.knya 
hal itu dipimpin langsung oleh Waka
polri denga.nAsisten personalia, Kalem
d.iklat, Gubernur Akpol, Gubernur 
PTIK, Kasespim, Ses NCB/Interpol, dan 
lain-Iain. Bila perlu Wandiklat meminta 
tenaga a.h.1,1 sebagai pena.sehat. Harus 
ada kejelasan dalam orga.nisasi MABES 
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Polr1, eiapa yang berta.nggung ja. wab 
daJa.m bidang personal, termasuk pen
did.1kan secara fUngaioD;Bl ( da1am �en
era.I st,a.trsystem di Mabea 1 1n1 seha.rus
nya ad.a padaAB1sten Personal Ka.polri) 
sedangkan Ka.lemdiklat berta.nggu.ng 

Jawab atas penyelenggaraan pendidik
an serta mutunya dan. seluruh lemba.ga 
pendidikan d1 bawahnya. 

Pad.a tahap sekarang, perlu pula 
diadakan inventarisasi menyeluruh 
lembaga pendid.ikan Polri yang ad.a: 
kurikulum, ·tenaga pengaja.r, metode 
belajar mengaja.r, sarana � prasara
na, anggaran dan waktu pendid.1.ka.n 
dengan rumusan kualiflkasi sebagai 
tujuan (output). Inventarisasl 1n1 
memerlukan waktu beberapa bulan, 
baru ke�udian dievaluasi dan akhirnya 
menghasllkan Pola baru pendid.1.ka.n 
Polri. 

VI. Rekruitmen da.n Pendidikan

Polri 

Rekruitmen dan pendidikan meru
pakan bagtan dan sistem ma.najemen 
personelyang menyeluruh, sepertiya.ng 
telah distnggung di �tas. 

Sistem rekruitmen dan seleksi 
untuk tingka.t tamtama, bintara, per
wira dan sarjana h.arus dlkaji ulan.g, 
mengingat tanta.ngan tugas Polri di 
masa depan. Persyarata.n. latar belaka.ng 
pendid.ikan, flsik dan mental kepriba
dian harus dlsesua.ikan dengan tuntut
an masa depan. Seleksi seha.rusnya 
menghasllkan calon yang terbalk dari 
pelamar yang ad.a. 

Polri harus menginventarislr, 
mengevaluasi cara rekruitmen dan 
seleksi yang ad.a. Ja.ngan mudah terpe
ngaruh dengan praktek negara lain 
yang menganut "one gate gystem." In1 
jelas mermerlukan penelltian yang 
seksama mengi.ngat bahwa keadaan 
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da.n kebutuha.n kita yang barbed.a de

nga.n nega.ra la.in. Namun penyempur
naan tidakbera.rti asaJ. m.engubah, sebab 

kekellruan dalam rekruitmen dan 

pendidikan a.kan mengakibatkan baik 

da.n buruknya kemampuan da.n oitra 

Polri d1 masa depan. 

VII. Penutup

Dal.am uraian d1 atas tidak disinggung 
tentang kedudukan anggota Polri 
dalam si.stem kepega.wa.1.an, seperti yang 

Daftar Pusti!I.Jta 

sek&ra.ng dia.tur denga.n UU Ne 
tahun 1974 (yang sedang ditln 

untuk diuba.h) tentang kepangkat 

tand.a pa.ngka.t, tenta.ng gaJi cl.an k1 

Jahteraan anggota Polri cl.an la1n-h 

yang kesemua.nya. term.a.suk rua.r,_g 11 

kup aistem manajemen SDM/perso: 

Polri. 

Keberhasilan atau kegagal 

kepolisian di dunia, di samping ai 

garan dan perlengkapan, sebagia.n 1 

sar alran ditentukan oleh mutu, pe 

laku dan kinerja manusia kepolisia 

in1Juga berla.ku bag!. Polri. 
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PEMOLISIANMODEL EKOLOGI-ETNIS 

Saputro Satriyo 

Abtract 

.... 

The perception of crime by the Nationa.l Police is continually developing-, fo.r ex-

a.mple 1950's a.nd 1960's, it ls responded with t..'le increasing police patrol. And 
in 1970 'sis introduced a.na.JysJs method of a characterJstlc of areas vulnerable to

crJmlna.l acts. Both of these methods fa.J.led because it was 1111plemented awk

wa.rcf-Or such as there were the unity of data, processing a.nd output. In addition, 

. Nationa.l police has lack of competencies in ha.ndl.ing l&w enforcement in rioting 
such as: in Tas1km.a.18J'8,, Situbondo, the .k11lJng an umber ofpsyvhics. Currently, 

in the new society; this w1l1 be covered in this article, the method offered ls "EC 

Ethno Policing" where tj)e a.J.m is to actuate the cri.minaJ control.11.ng of crlinJnal 

Bets. 

Pad.a pertenga.ba.n Mei 2000, Kepolisian pengawasan represifya.ngberdasa.rkan 
Negara Republik Indonesia secara supremasi hukwn (penjelasan pasal 22 
resmi telah menandatangani Memory huruf g). Di s1n1lah polisi bertindak 
of Understanding (MOU) dengan lebih menonjol sebaga1 lembaga 
Kementerian Lingkungan Hidup. Hal pengawasan lingkungan hidup. 
itu Juga menandakan bahwa Kapolri 
Jenderal (Pol) Drs. KPH. Rusdihardjo Kerusakan lingkungan alam 
memillk1 kepedulian yang tinggi untuk 
menegakkan hukum terhadap keja- Kompas pada tanggal 20 April 2000 
hatan atau pelanggaran lingkungan mewartakan betapa bertambah 
hidup. .xusaknya hutan Mangrove d1 Kali -

Sejalan dengan. � intensifnya mantan. Hasil penelltian J. Mackinon 
pemberlakuan otonomi daerah, Per- · dan MB Artha pada 1981 dalam 
aturan Pemerintah Nomor 25 Tahun bukunya The Ecology of Kalima.nta.n 
2000 menandaskan bahwa kewena.ng- menyebutkan bahwa hutan Mangrove 
an perri.erintah dan kewenangan Kalimantan Timur mencapai 950.000 
propinsi sebagaidaerahotonomtentang hektar dari 1.580.000 hektar hutan 
bidang lingkungan dikatakan bahwa Mangrove Kalimantan. Namun dalam 
pengendalian terse but berdasarkan 15 tahun kemudian, hutan Mangrove 
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itu berkura.ng sekita.r 200.000 hektar. 
Ini a.k1ba.t da.rl kegiatan konversi, 
teruta.ma untuk pertambakan. 
Menurut Dr. Andri E. (IPB-2000) 
keutuha.n ekosistem huta.n Mangrove 
itu, teermasuk habitat perairannya 
sa.ngat tergantung dengan pa.sang 
surut air laut. Ketika kawasan 1tu 
dlbuka menjad1 areal pertambakan 
dengan cara tradisional, kin1 kawasan 
1tu mengalami  degradasi kualitas 
Ungkungan yang sangat dahsyat. 
Kerusakan huta.n Mangrove itu pun 
meluas di Jawa, Swnatra, Sulawesi dan 
pulau lainnya. Padahal, hanya selang 
2-3 tahun diperoleh kabar bahwa para
petambak tidak lagi mendapatkan
keuntungan darinya. Mereka malah
mengalami kerugian besar akibat
banyaknya udang yang ma.ti karena
tidak sanggup bertahan dalam kondisi
llngkungan yang buruk.

Kom]l!1.Spada. ta.ngga.l 23 Mei 2000 
juga memberitakan mengenai 
kerusakan hutan akibat kebakaran, 
pencurian, bahkan penjarahan oleh 
negeri jiran, yakn1 dengan men.ggeser 
patok batas RI-Malaysia. Aktifitas 
perambahan hutan dilakukan dengan 
mem.a.ka.1 alat berat seperti buldoser dan 
eskavator yang d1lakuka.n 24ja.m, non
stop. Puluhan hektar hutan sudah 
rusak dibabat dan juga d1temukan 
ratusan meter kubik kayu balok dalam 
berbc3€ai ukuran yang siap dia.ngkut ke 
Serawak. Menurut penuturan pemuka 
masyarakat, kegiatan perambahaii" 
hutan oleh warga Malaysia di Jagoi
babang �antan Barat dilakukan 
semenjak tahun 1988. Sedang peram
bahan hutan oleh negeri jiran di 
Kalimantan Timur terjadi di Long. 
Bawang, Kabupaten Bulungan. 
Kerugian negara akibat pencurian 
hutan d1 Kalimantan Timur adalah 
sebagai berikut: 
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Kzjru yang dicuri per bulan: 80.0C 
100.000 m3 

Harga �: 80 dolar .AB/m3 

Dana rebo1saS1 yang tak dibeya.rka.n: 
dolarAS/m3 

.Provisi sumber daya hutan yang t 
dibaJ'a,rkan: 20 dolar .AB/m3 

Total kerugian perbulan: 8 - 10 ju 
dolar.AB 

Ada pula aktifitas penambangan li 
yang dapat diutara.kan sebagai berikl 

- 30 ton emas/tahun
- 4juta ton batu baratahun
-2.800 karat intan/bulan 

Menurut Mentamben Susilo Bamban 
Yudoyono, kegiatan penambanga 
tanpajjin (PETI) 1n1 meruglkan Negar 
dalam jumlah yang cukup besa1 
Berbagai prasarana jalan da: 
l.1ngkunga.n alam menjadi rusak karen 
penambangan meninggalkan beka 
galian berupa kolam-kolam yan 1 

membahayakan. Prof. Dr. Sri Saeni 
pakar kimia lingkungan IPE 
menyatakan bahwa bekas-beka1 
penamba.ngan ernas tercemar racun a.ii 
raksa (Hg) sangat berbahaya bag: 
kehidupan nabati-hewani maupun 
·manusia. Bahkan- telah terjadi
desertiflkasi (bekas galian menjadJ
pa.dang pa.sir) d1 tengah hutan tropis
di Kalimantan.

�kita mengamati perkotaa.ii,
tingkat pencemaran udara di Jakar.ta
menduduki peringkat ketiga setelah
Bangkok dan kota-kota d1 Amerika 
Latin. H1mbauan para relawan untuk
memperingati Hari Bumi Sedunia agar
tida.k merokok clan tidak membua.ng gas
ernisi melalui transportasi di bulanApril
pun tidak mendapat sambutan yang
cukup berarti oleh warga DKI.
Kesadaran dan kem auan untuk
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untukjabata.n yang tepat {ku.ant1tat1f 
clan kual1tat1f) pad.a. wa.ktuyang tepat" 
dan sebaga.1.nya. 

Rekruitmen didasarkan pada 
perenoanaan personal yang baik. 
Dewasa.1n1 "pintu masuk" (gate) untuk 
menjadi a.nggota Polri, ada pa.da. t1ngkat 
tamtam.a ( didid1k di Dod1k di beberapa 
daerah), bintara ( didid1k di Seba Polri), 
perwira (dididik .Akpol) serta bagi 
sarjana. Di samping lembaga-lembaga 
pendid.1.kan pembentukan tersebut, 
Polri memilik1 banyak lembaga pen
didikan/ pelatihan, seperti Pusdik 
(kejuruan), Secapa, 8elapa, PrIK, 82 
dan 83 Ilmu Kepolisian UI, 8espim 
Polri. Selain itu Polri juga mengl.rim 
anggotanya ke lembaga pendid1kan di 
dalam negeri (kerja sama dengan 
LAN), Universitas clan lain-la.!n. Wala.u
pun masih sangat terbatas, Polrijuga 
m;;n.g!.rL� a...T1ggotanya belajar ke luar 
negeri, sepert1 reserse di Jerman, polisi 
lalu linta.s di Belanda, ma.najemen ke
polisian di Inggeris dan industrial se
curity di Australia. 

Pendidika.n di luar neger11n1 bisa 
d1laksanakan bila mendapat dukunga.n 
pemerintah, terutama Bappenas dan 
Sekretariat Negara. 

Karena ada pendidika.n di luar 
lemba.ga pendid1kan da.n la.tihan Polri 
s�ndiri, balk di dalam maupun luar 
negeri, seperti Akpol, PI'IK dan Sespim 
yang berada di luar ta.nggung jawab 
Kalemdiklat, maka penttng disempur
nakan dan ditingkatkan tata kerja 
Wand.1.kla.t untuk membaha.s seluruh 
masalah pendid1kan Polri. 8ebaiknya 
hal itu dipimpin langsung oleh Wa.ka.
polri dengan .Asisten person.a.lia, Kalem
diklat, Gubernur Akpol, Gubernur 
PITK, Kasespim, Ses NCB/Interpol, dan 
lain-lain. Bila perlu Wandiklat meminta 
tenaga ah4 sebagai penasehat. Harus 
ada kejelasan dalam orga.nisasi MABE8 
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Polr1, siapa. yang berta.nggung ja.wab 
daJam bidang personel, termasuk J)8n
did1ka.n seoara fungsioD;B,l ( d.aJ.a.m �en
era.l staff system di Mabee, 1ni seha.rus
nya. ad.a pa.da..Asisten Personal Ka.polr1) 
sedangka.n Ka.lemd1klat berta.nggung 
jawab atas penyelenggaraa.n pendidik
an serta mutunya da.n seluruh lembaga 
pendidikan di bawahnya. 

Pada tahap sekarang, perlu :pula 
diadakan inventarisasi menyeluruh 
lembaga pendidikan Polri yang ad.a: 
kurikulum, ·tenaga pengajar, metode 
belajar mengajar, sarana. dan prasara
na, anggaran dan waktu ... pendid!kan 
dengan rumusan kua.11fl.kas1 sebagai 
tujuan (output).  Inventarisasi int 
memerlukan waktu beberapa bulan, 
baru. ke�udian dievaluasi clan a.kh1rnya 
menghasilkan Pola. baru pendidikan 
Polr1. 

V:I. Rekruitmen dan Pendidi.kan 

Polri 

Rekruitmen dan pendidikan meru
pakan bagtan dan sistem manajemen 
personelyang menyeluruh, seperti ya.ng 
telah distnggung di �ta.s. 

Sistem rekruitmen dan seleksi 
untuk tingkat tamtama, bintara, :per
wira dan sarjana harus d1kaJ1 ulang, 
mengtngat tanta.ngan tugas Polri di 
masa depa.n. Persya.rata.n latar belak.a.ng 
pendidikan, fl.si.k dan mental kepriba
dian harus disesua.1.ka.n denga.n tuntut
an masa depan. Seleksi seharusnya 
menghasllkan calo_n yang terbaik dari 
pelamar yang ada.. 

Polri harus menginventarisir, 
mengevaluasi cara rekruitmen dan 
seleksi yang ada. J a.ngan mudah terpe
ngaruh dengan praktek negara lain 
yang menganut "one gate system." In1 
Jelas mermerlukan penelltian yang 
seksama mengingat bahwa keadaan 
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da.n kebutuha.n k1ta. yang barbed.a. de
ngan nega.ra la.in. Namun penyempur
naa.n t1dak bera.rt1 asaJ. m.engubah, sebab 
kekeliruan dala.m rekruitmen dan 
pendid.1.kan a.kan menga.k1ba.tkan baik 
da.n buruknya kemampuan da.n citra 
Polri di masa depan. 

VII. Penutup

Dala.m ura.ian di atas tidak disi.nggung 
tentang kedudukan anggota Polri 
dalarn siBtem kepegawatan, seperti yang 

Daftar Pusta.ka 

sekara.ng diatur dengan UU No 
tahun 1974 (yang seda.ng dit1Ilj 
untuk diubah) tentang kepa.ngkau 
tanda. pa.ngkat, tentang gaji da.n ke, 
jahteraan a.nggota. Polri dan lain-la: 
yang kesemua.nya termasu.k rua.ro.g liI 
kup sistem manajemen SDM/persor 
Polri. 

Keberhasilan a.tau kegagalf 
kepolisian di dun1a, di sampl.ng an 
garan dan perlengkapan, sebagtan b 
sar a.ka.n ditentukan oleh mutu, per 
laku dan k1nerja manusia kepolisiai 
inijuga. berlaku bagi Polri. 

Dja.min, Awaloedin dan B. Siswanto, Bambang W. Umar. 1995. Ma.naJeme, 

Sumberde,ya Ma.nusla. I 6' II, CV Mandira. Bua.na, Jakarta. 
Dja.min. Awaloedin. 2000. Memi.mpln Polrl Mandiri yang Profesiona.l (Ga.ta.tru 

ke-2) Peil.i'BJrom, Pellndimg, .Pel8J'8.[l Ma.syars.kBt. Yey-asan Tenaga Kerjf 
Indonesia, Jakarta. 

Mabes Polr1. 1999. Beja.rah Kepolisia.n di Ltldonesia.. Pusta.ka, Bandung. 
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Atrlbut S1stem Soslal Taraf'l\.unbuh TarafDewasa 

Sta.billtas S1stem Stab111tas polltlk, eko- Stab1lit.as polltlk, ekonomi 
noml dan keamana.n da.r. kea.mana.n tinggs. 
rendah/semu 

Entropl entropi t1ngg1 akiba.t entropi rendah akibat 
KKN yang hebat penegakan hukum yang 

kua.c 

Umpan balik negatif Kontrol sosial dari lem- Ko:-.trol sosial dari lem-
(Negatitve feed back) baga legislatif dan yudi- baga legislatif dan yudi-

katifrendah 

Eco Ethno Policing 

Dalam seminar pad.a bulan April 2000 
yang diadakan oleh Universitas 
Bhayangkara Jaya bekerja sama 
dengan Edit Cowan University di 
Jakarta, "Keamanan (Security)" telah 
dideflnisikan sebagai berikut: 

Security ma,.;roo defined as a st:able, rela
tively predictahle environment in which

an individual or group ma,y pursue its 

end 'Without disruption or harm and 

'Without fea.r of disturbance or injury 

(Fischera.nd Green. 1992: 3). Fbror

ga.niza.tion this mea.ns ooJ.ngable to con
tinue their business a.nd meet their 

goals 'Withou_t disruption or fea.r of 

disruption.(Kearnanan didefinisikan 
sebagai suatu lingkungan yang stabil 
dan relatif dapat diramalkan di mana 
seseorang ataupun kelompok dapat 
menggapai keinginan nya tanpa 
gangguan dan tanpa rasa cemas akan 
ganggua.n atau tindak kekerasan 
(Fischer dan Gree:n 1992: 3). Bagi 
organisasi hal in1 artinya bisa melan
jutkan kegiatannya dan menggapai 
tujuannya tanpa diganggu kekha-
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katifyang efektif 

watiran). 
Terdapat �emajuan kalau kita 

melihat pergeseran dasar pola pikir 
dalam persepsi kejahatan oleh Polri 
seperti diurai di bawah ini. 

a. Dekade 50-an dan 60-an.

Kejahatan didefinisikan sebagai 

Kejahatan = niat jahat plus 
kesempatan 

Rencana aksi pada Komando 
Operasional Dasar (KOD) adalah 
memperbanyak patroli bersepeda, 
sepeda motor, berkuda, speed boat.

Kegiatan itu tida.l{ dapat berke
lanjutan (sustainable), antara lain 
dlsebabka.n: 
l. Bia.ya yang dikeluarkan cukup

besar sementara dukungan ang
garan kecil.

2. Tata kota di negara in1, pertum
buhannya tidak mempertimbang
kan lingkw1gan, sehingga metode
patroli tidak efektif.

3. Anggota Polri dan masyarak.at se
tempat kurang menyenangi (hobi)
olah raga bersepeda, sehingga 

59 

1 



bersepeda di kota bukan merupa
kan suatu kebanggaan, sekaligus 
mempercepat .kerusakan dart 

sepeda itu send.1ri karena pemeli
haraannya kurang intens. 

b. Tahun 1970-sekarang. Meto-de yang

d1kembangkan adalah metode ana
lisis suatu karakteristi.k kerawanan

daerah (Drs. Momo Kelana, 1990),
meliputi:

- Fa.ktor-faktor KorelatifKriminogen
(Ipoleksosbudaghan)

- Police Hazard
- Ancaman Faktua�

Ins t r umen ini oleh Polr i telah 
dijabarkan secara linear (harga mati) 
sampai-sampai terdapat penyeragaman 
dari aspek data, proses maupun out 

put. Akibatnya apabila ad.a. inspeksi dari 
atasan terjadilah manipulasi angka
angka di layar: Situasi Tugas Pokok, 
Administrasi dan Komando (SITUPAK), 
maksudnya hendak menunjukkan 
bahwa kejahatan total rendah danjarak 
keJahatan ( crime clearance) naik. Ini 
merupakan indikator keberhasilan 
seorang Kepala Kepolisian setempat. 

Tampaknya kejadian itu tetap 
digunakan sampai sekarang, karena 

Cara berpik.ir Persepsi 
(New para"'digm terhadap 

thinking) perma.sala.han 

1. Pendekatan Newtonian-
(approach) Cartesian world 

view linear 
thinking 

2. Orientasi Yanglalu 
waktu
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metode baru belum sempat dilahirk 
oleh para pemerhat1 Polr1. Punc 
kegaga.l.a.natau "ketidakberhasilan": 
ditandai dengan tidak terselesaikann 
penegakan hukum kasus-kasus kex 
suhan rnassa (Tasi.km.alaiYa, Situbond 
hingga pengungkapan pembumm 
"Dukun Santet" di Banyuwangt, Ni 
lang, Sukabwni. 

Ada beberapa fungsi Kepolisi: 
terpaksa "dikambinghita.rnkan" karei 
saat itu memang sedang terja 
'·ketidakpedulian" terhadap perke1 
banganzarnan. 

c. Setelah krisis melanda di sem\
aspek kehidupan masyarakat ba
secara vertikal maupun horizont1:
Polri berusaha kera.s untuk tami:
mandiri, bebas dari intervensi ata
lembaga lain dan kurikulu:
pendidikannya beba.s dari muata
rnillter ( demiliterisasi). Visi, misi da
kebijakan telah digariskan dalai
"buku biru" (Rusmanhadi, 1999).

Kini dalam masyarakat abad bar\ 
ditawarkan pendekatan baru tentan 
analisa keamanan atau katakanla: 
bergeser lebih maju ke pendekatan "Ee 
Ethno Policing" dengan indikato 
sebagai berikut: 

Usulan solusi Referensi 

yang dibuat 

Holistic, sys- Capra, Rifkin, 
temic paradigm Parsudi 

Suparlan 

Prediksi yang Arthur Anderson 
akan datang Kunarto 
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3.Kegiatan
Utama

4. Orientasi ha.sil

5 Penggunaan 
dalam 
organisa.si 

Modeling 

Menyelesaikan 
masalah 

Management 
information 
system (MIS) 

Karena tarnpak tel.ah mengglobal, harn
pir sama dengan sistem yang diguna
kan oleh kepolisian mancanegara, 
perangkat yang disiapkan antara lain: 
l. Dibentuknya o rganisasi pembe-

lajaran (AFP, 1998).
2. Data base informasi kriminal yang

kua.t.

Daftar Pustaka 

Menyusun dasar- Asep Saefudin 
dasa.r peraturan 
dari 
pengetahuan 
pendukung 
keputusan 

Berorga.nisasi 
pada tujuan 
organisa.si 

Decision s�pport 
system (DSS) 

Erityono 

Australian 
federal police 

3. Data base pengetahuan Kepolisian

yang lengkap.

Narnun paradigma baru tetap tidak ada 
maknanya apabila tidak didasari oleh 
etika dan moral yang sehat sebagai
mana "sifat da.sar cinta" (Asep Saefud
din 2000: 5). Sebab kegagalan ope
rasional selama ini sebagian besar 
disebabkan oleh lemahnya imple
mentasi dari "Kode Etik Polri." 

Andre, Enderawan, 1998, Ekolo{!f. Umum, Bogor: Fakultas Kehutanan, IPB-Bogor. 
Djamin, Awaloedin, 2000, Sejara.h Polri, Edisi ke-2, Jakarta: Yayasan Tenaga 

Kerja Indonesia. 
Erityono, 2000, Teori Sistem Da.Ja.m Masa.Ja.h Linglwngan, Bogor: Pusat Ilmu 

Pertan.ia.n, IPB-Bogor. 
Ku_ri.a.rto, 1999, Intelijen Polri, Jakarta: Cipta Manunggal. 
Ru.smanhadi, 1999, Reformasi Menuju Polriya..rig Profesiona.J, Jakarta: Mabes 

Polri. 
Saeni, Sri, 1989, Kimia Lingkunga.n, Bogor: Fakulta.s Ilmu Hayat, Dirjen Dikti, 

IPB-Bogor. 
Satriyo, Saputro, 2000, Pengaruh Uap Pb (Timba.J) pada pe1.'kela.hia.n warga 

Matra.ma.n, Ja.ka.rta: Studi Ka,sus, Bogor: IPB-Bogor. 
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Saefuddin, Asep, 2000, Filsafa.t Sa.ins, Begor: !PB-Bogar. 

Suparlan, Parsudi, 1999, "Ilnm Kepolisian dan Dinamika Masyarakat" dal 

JurnaJ Polisi l, Ja.ka.rta: Yeyasa.n Oli>or Indonesi.a-Pl'IK). 
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Yayasan Bhrata Bhakti Polri, Yayasan Obor Indonesia 

& 

Keluarga Besar Jumal Polisi Indonesia 

Mengucapkan 

Dirgahayu 
Hari Bhayangkara ke-54 

1 Juli 1946 - 1J uli 2000 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

senantiasa memberkati selurnh keluarga besar Polri 

dalam menyongsong Era Kemandirian Polri 

guna membaktikan diri sebagai penjaga 

keamanan seluruh rakyat Indonesia 
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Tugas Undercover Polisi 

Memprihatinkan 

Wawancara 

dengan Kapolri Jenderal (Pol) Ors. --- KPH 

Rusdihardjo 

"Saya 1n1 orang Jawa asli, tapi saya tidak bisa terima !)€rlak.uan Brimob itu," 
Ungkap Jenderal (Pol) Drs. KPH Rusd iharcljo mengenang perist iwa 
Ta.wangmangu yang terjadi 36 tahun lalu, tepatnya bula..'l Juli 1964. Waktu itu 
ia dankawan-kawannya dipinta oleh tiga orang Brimob yan.g 1ng1n menumpa.ng. 
Namun karena Chevrolet tahun 1960 berplat nomor F itu sudah penuh, mereka 
menolak perrnintaan Brimob tersebut. Karena tidak. terima si Brimob mengajak 
berkelahi." Persoalan selesa.i. setelah salah satu dari tujlL"ri pemuda yang paling 
Jawa itu secara santun meminta maaf. Peristiwa Tawa.ngmangu Juli 1964 itu 
menJadi titik kritis dalamjalan hidup cucu Pa.ku Buwono X asal Solo ini. "I want

to be a good police, justru karena pengalaman Tawangmangu itu. Saya 1ngin 
memperba.i.k1 keadaan," begi.tulah tekad pria. kelahiran Solo 7 Juli 1945 ketika 
diterima di Akademi Kepolisian (Akpol) 1964 1n1. Berikut wa wancara dengan 
Kapolri yang sumbernya karn.1 comet dari Korn pas, edisi Minggu 21 Mei 2000, 
dengan editing seperlunya, tentu saja setelah m�minta 1zin kepada pihak redaksi. 

Pro{fl'a.m ut;a.ma, setela.hja.di .Ka.polrl? 

Saya ingin poli_si kembali ke identitasnya lagi. We ha,ve to redlscover our

identity: 

Ma.ksudnya? 

Palisi harus melindungi rakyat. Ia harus menjadi public servant.

Sesungguhnya kita 1n1 sipil yang bersera.gam_ Sehari-hari yang kita hadapi adalah 
warga negara yang Juga harus dilindungi. ma.rtabatnya. Pemahaman inilah yang 
harus ditanamkan. 
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Mula.t da.rl ma.na,? 
Dari struktur, da.ri pend1d1ka.n, dan dari masyarakat sendiri. Seal strul 

m1salnya, yang paling mendasar adalah mem1sa.hkan fungs1 pertahanan 
kea.mana.n. Perta.hanan itu me�pi ancaman da.r1 luar. Sedangka.n keama 
menghada.pi warga nega.ra sendiri yang harus dillndung1 ma.rtabatnya. Dua fu 
itu sangat berbeda. Dulu digabungk.a.n terus, maka ad.a hank.am.Penggabun 
itu membuat tidak ad.a lag!. batas yang jel.3.s antara musuh dari luar dan den 
warga negara sendiri. 

Di negara lain dua hal itu terpisah. J.1lnlsterofDefence titi.k. Kita 1n1 se1 
membuat pengha.lalan sendiri. In1 yang mengga.nggu profesionali�me. 

Ma.ksudn,ya men{fa.ca,uka.n profeslonallsme? 

Ya, lebih bai.k merancukan profesionalisme. 

Baga.Jma.na, denga.n pendidlke.n '? 
Perubaha.n sudah dilakukan perlaha.n-lahan. Kita tidak bisa ra.di.kal sece 

membalik tangan. Sejak tahun lalu perubahan itu sudah terjad.1. Hal-I 
kemlliteran dalam kurikulum, seperti latL'lal'l perang gabungan misalnya, sue 
kita kurangi. Bukan cuma itu, hal-hal yang bersifat m111teristi.k dalam prak1 
pend1d.1kan juga sudah d.i.h1.lan.gkan. 

ContohI]J'a'? 

Hubungan antara senior dan yunior, misalnya, antara instruktur d 
muridnya. Dulu kaku, main gampar, main pukul. Itu kita kurangi. Dulu, ya 
namanya yunior kalau disuruh minum 'Clari sepatu si senior, itu pasti har 
dilakukan. Sekarang pra..'ctek itu tidak boleh. 

Orientasi kurik.ulum juga sudah berubah. Contoh dalam pelajar, 
menembak misalnya, kita kan pakai gambar orang, siluet. Dulu, nomor sa 
yang harus ditembak adalah jantung dan kepala. Nilainya sepuluh. In1 ca 
militer. Sekarang lain, setelah lepas dari ABRI, yang nomor satu itu tangan de 
kaki. 

Bera.rtl pen,yatua.n pollsl ke ABBI (melaJUi SK Prest den RI No. 132 ta.ht 
1967) membuat ka,ca,u '? 

Ini1ah·ak1batnya kalau begitu saja menyatukan antara pertahanan da 
kearnanan. Subyeknya berbeda, metoder..ya berbeda, obyeknya berbeda. Selarr. 
in1 dipaksakan untuk satu. :Z..1:emang penyatuan itu bukan ide yangjelek. Situa 
waktu il\.l ( 1967) mungk.in membutuhka.'1.IlYa. Tetapi situasi semacam itu tida 
boleh diterus-teruskan. 

Kemba.11 ke soa.lpendidika.n, baga.im.E.na, aJW' rekruitmen da.njenja.ng ka.r; 
pollsl mendata.n.g? 

Ketika. k.ita d.iintegrasikan dengan ABRI maka gate masuk ke polisi itu ad 
empat: tamtama, bintara, aka.demi dan sarjana. Ini kita kurangi. Jalur tarntam 
kita hapus. Nanti hanya satu pintu saja 

Na.rnanya.jalur sersan-bintara, Sekolah Calon Bintara (Secaba). Na.nti kalal 
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mau masukAkpol harus ke situ dulu, sepert1 di Inggr1s. Ha:nya beberapa persen 
dar1 lulusa.n Secaoayang memenuh1 syarat saja yang b1sa ma.auk a.kademi. Tar
get sa.ya ( dalam: masa pera.lllian.1n1), 40 persen yang masuk Akpol harus berasaJ. 
dar1 Becaba. Sekarang ka.n ngga.k be{fitu. Dari SMA, masuk Akpol, dan begitu 
lulusjad.1 letnan. Mereka ngga.kperna.h di lapangan, ngga.kpernah meny1dik. 
Ak1batnya ya kBJ'B,k begJnl. 

Ma.ksuclnya'? 
Dalam profes1 polisi, ada kaitan erat antara. tingkat kepangkatan dengan 

tingkat kedewasaan. Polisi ttu kan berhadapan dengan dengan warga negara 
yang harus d111ndungi martabatnya. Ia berhada.pan dengan masalah la.wen
forcement. Untuk itu dibutuhkan bukan cuma profesionalisme, tapi juga 
kedewasaan sikap. Tanpa kedewasaan, profesionalisme polist akan turun. 

Tamatan Akpol misalnya. Lulus jadi letnan pad.ah.al usianya p°Wng-paling 
baru 22 tahun. Tak pernah ke lapangan, dapat Jabatan, punya anak buah, nail< 
Cheeroke, lalu karena pengaruh pergaulan, merasa berada di atas . .Ada 
kesenjangan antara kedewasaa.n danjabatan. In1 yang membuat repot. 

Buka.nkah letna.n-letna.nyang ma.suk melaluJ Seca.ba.Jllffa. begttu'? 
Beda. Yang masuk Secaba itu clea.r. Mereka itu orang biasa yang ingin 

bekerja. Sementara yang masukAkpol, banyak yang titipan. Di lapangan, kadang 
ad.a bentrok. Mereka (yang masuk melalui Secaba) in1 tak mau tunduk pada 
letnan Akpol. Tak tahu lapangan, sudah perintah-perintah, kata mereka. Ini 
masuk akal. 

Sama-sama lulus SMA, yang satu setengah tahunjacll sersan, sedang yang 
lain tiga tahun sudah Jadi letnan. Pad.aha! kalau sersan-sersan ini tngin Jadi 
letnan, dibutuhkan waktu 12 tahun. ln1 n&a.Jc ad.11. Dari aspek profesional pun 
tak baik. Satu dart Akpol dan satu na1k j ad1 letnan, maka j elas saya mem1lih 
yangjad.1 sersan. Ia sudah matang, sudah pengaJaroan. D1 luar negerijuga. begi.tu. 
Tidak ad.a, jadi polisi tahu-tahujadi inspektur. Constabel (setingkat di bawah 
sersan) dulu, sergea.nt dulu. 

Karir Rusdihardjo memang tidak d.1.mulai dari sersan. Dengan pangka.t 
Letnan Dua, lulusan Perguruan T1ngg1 Ilmu Kepolisian (PTIK) Angkatan XI ini, 
pertama kali bertugas sebagai reserse di Kowil 73 (sekarang·disebut Polres) 
Jakarta Barat (1968-1971). Bidarrg reserse 1nl dJjalani lagi saat di Polda 
Kal1ma.ntan Barat (1974-1979), yaitu sebagai KabagReserse/Intel. 

Setelah lulus Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang, tahun 1979, ia 
menjabat sebagai Kasubd.it Reserse Narkotika selama 10 tahun (1979-1989). 
Pad.a zaman itu ta llrut membongkar jaringan narkotika internasional jalur 
Jakarta-Bangkok-Los .Angeles-Rio de Janeiro-Sao Pa.ulo tahun 1985. 

Tahun 1989, ia menjadi Kapolwil DIY. Tiga tahun setelah lulus Lemhanas, 
Rusdihardjo memimpin Kontingen Polri Garud.a XII Civil Police yang bertugas 
sebagai pasukan perdamaian di Kamboja (1992-1993). Pulang dari situ, ia 
diangkat menjad.i Direktur Reserse Mabes Polri. Jabatan terakhir yang 
d.isandangnya sebelum menjadi Kapolri adalah Kepala Staf dan Pimptnan Polri. 

1URNALPOLISI2, 2000 65 



Istr1Dya., Ni Made Darsini adalah teman sesama pollsi ketika di P'. 
Pasangan 1n1 di.k.a.runia.i tiga. anak. Yang tertua. La:"\.Smi Christina ( 28) - lult 
arsitektur UGM - baru saja menyelesaikan S2 .Urban Development di Bos 
AS. Yang kedua, Rudi Wicaksono (25) - lulusan e�onom1 dari Australia-: 
sed.a.ng mel.akukan orientasi diAmerika. Sementara :,"'3.0g terkecil, Anita Puspita 
( 16) masih duduk di sebuah SMU di Jakarta.

Bagi Rusdihardjo, karir pol.isi itu sangat menantang. Tugas yang pa
berat-terutama juga untuk istri - ada.l.ah tugas un::ieroover (penyusupan sar 
menyamar). 

"Sa.at itu kit.a berad.a di tengah lawan. Kadar.5-kadang di negara lain, T. 
_land, Brazil. Rekan sendiri tidak bisa menghubu..1gi, apalagi keluarga. Be 
betul sendirian. Dan Anda tahu, penjahat it;.i paling sakit hati ka 
terta.ngkapnya terjebak. Pembalasan mereka bisa sangat kejam dan sad.is, 11 bei 
cerita RusdihardJo. 

Tenta.ng undercoverini, ia memang bisa cerita banyak. Ia bahkan men1 
tugas sernacam itu lebih berat daripad.a perang fror.ial, dar-der-dor. '"Pad.a per, 
semacam itu, kan ada anak buah. Kita juga bisa bersembunyi di bali.k pohon 
balik tempat tidur, 11 ungkapnya. Masalah ur.dercover ini juga menj, 
keprihatinannya. 

Menga,pa, prilultin soa.J undercoVBr? 

Sekarang ini pol.isl tampak.nya kurang banyak melakukan tugas und

rover, khususnya dalam men.anga.n1 masalah narkoba. Mungk.in inilah penyel: 
masyarakat mencurigai pol.isl seba€ai penjual narkoba. Palisi sering mau enakr. 
saja. �fain razia, penumpang bus digeledah, lagi er..a.k-enak disco digerebeg. J 
cara-cara yang masih tradisional. Tapi lalu apa hasilnya? 

Waktu penggrebegan di diskotik misalnya, semua barang bukti sege 
d.ibuang ke lantai. Akibatnya, tidak Jelas lagi. hubungan antara barang bul 
dengan orangnya. Akhlrnya yang dibuat, barang bukti dikumpulkan jadi sat 
tersangkanyajadi satu. Tapi tanpa kaitan antara barangbukti dengan tersa.ngli 
tidak bisa dibu.ktikan apa-apa. Tan pa ad.a bukti ba.'1.wa barang itu ada pad� 
seseorang tidak bisa dibawa ke pengad.ilan. Tersar..gka itu harus Jelas dulu. 

TerkaJt denga.n pemaha.ma.n ma.sya.ra.kat soa.J tU{fa.s polisi? 

Betul. Selain oleh struktur dan pengadilan, sosok tugas dan figur poll 
juga ditentukan oleh pemahaman masyarakat. Hubungan polisi denga 
masyarakat itu bisa diistilahkan like father like son. Begitu masyarakatnya, begit 
pula polisinya. 

Contohnya soal korupsi. Suatu ketika, saya siapkan polisi yang brand nei

Saya terjunkan di masyarakat. Ia menilang tetapi masyarakat minta dama 
Daripada repot-repot, kata mereka. Nah, bukank.ah yang ngaJari korupsi it 
masyarakat sendiri. 

Oontoh la.in? 

Yang ekstrem adalah lta.sus peng� terhad.ap tujuh pollsi oleh sekita 
30 tentara di Karawang (Kompas, 28/4). Kasus tersebut terkait dengan tuga 
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poUsi sebaga.1 peny1d1k. Begin!. Kita 1n1 a.da.Ia.h negara demokras1. Ad.a supremasi 
hukum. S1apa pun yang melakuka.n t1nda.k p1dana, 1a ha.rus d1s1d1k. 

Pada tahap a.wal, pollsilah yang menJad1 penyid.tk. Bahwa kemud1an pad.a 
ta.hap selanJutnya - khususnya menyangkut kasus Ka.rawang - ternyata 
pelakunya adalah anggota ABRI, maka peny1d1.kan lanjutan d1serah.ka.n pada 
POM ABRI. Tetapi sekali lagi, pad.a taliap awal, polisllah yang meny1d1k. 

Apalagi kalau 1tu menyangkut peny1d1.kan sebuah t1ndak p1da.na, faktor 
waktu menjad1 sa.ngat panting. Kalau terlambat mengambil t1ndakan, rnaka 
bara.ngbukti, tersangka, saks1, dan la1n-lainnya sudah berubah atau hilang. 
H1tungannya menit. 

Per1stiwa d1 Karawang adalah serangan terhadap penyidik, atau lebih 
tepatnya serangan terhadap aparat yang berwenang untulc menyid.tk. Ini tentu 
sangat d1sayangka.n. Mungkin orang itu tidak mengerti hulcum, atau mungkin 
mengerti tetapi kemud1an justru melecehkan supremasi hulcwn ...... 

Kasus Karawang 1tu mengecewakan. Kejahatan kan harus dipera.ngi. Crime 
does not pa,y, itu di mana-mana. Dan, we tlght the crime, not the crJmlna.l.

Jadl buksn 

s.nggota TNI pun 

pa.ham soal lnl? 

Begini.Polisi 
tingkat awal 
bilk 1n1. Seca.ra un1-
s1a pa pun __ yan g  
ha.tan harus b1sa 
Ketentuan di sini 
nang menyid1 k  
POM ABRI, sebe
duran d1band1ng 

,... 1: . •. ·: 

;.l3'a.rangkal1 ell . .'ASE.AN·' 1tj1 ·
;;h.ahya tingga(L M,yanmar 
·a.an Indoijest� ::saja'_y�:h�t

�meinillki ketentµa.p polisl' 
:!ttdak-bisa menyidik m1llt"�n,.,� ! ·· .. · ..(.. · ;· · .. - 1,. r:' ... ··. ··· ·. ... · .. · . •. �tr 
'!tu-. menunJrikk�, betapa,. 
·i1p.gkup p611si'·.;�§:n:gat te,r.:
. , ..... ·.; .. : . ..: . . ·.t,, ..... -.e. . .'·',il?J'·' . : .. '�--,, ' 

bata.s· · ·-.J� ....... t..;;.,r·�·':·�'i-i,..._� ·· 

.:-. ,:� ·, .,::,::·�i1i��.r�:r��r�f��·�,·-�. 

termasuk yang terbelakang sekalipun. 

cu.ma ma.sya.rakat, 

ba.nya.k yang belum 

sebagai penyidlk 
hanya ada d1 repu
versal, di dunia ini, 
melakukan keja
disidik oleh pollsi. 
ba_riwa yang berwe
anggota TN! adalah 
tulnya suatu kemun
negara-negara lain 

Di Ka.mboja misalnya, polisi bisa menyidik a.nggota mlliter. BarangkaJ.i di 
ASEAN 1n1 h.anya tinggal Mya.nma.r dan Indonesia saja yang mem111k1 keten
tua.n pollsi t1dak bisa menyidik militer. !tu menunjuk.kan, betapa llngkup polisi 
sangat terbatas. 

Optlmls memba.ngun cltra ba.rupollsl? 

Tentu. Saya punya sikap. Pad.a saat orang ragu, saya tidak ragu-ragu. Pada 
saat orang ta.kut, saya berani. Contohnya, ketika. ad.a kasus kerusuhan di Lombok 
17-18 Januari lalu. Waktu itu siapapun ragu untuk ngomong. Saya terang
terangan saja menyebut itu soal yang terkait dengan SARA.

Lalu soal Komando Jihad. Tidak ada yang merespons. Kok semua cuma 
terbelalak. Seya ngomoIJ$d.an kemudian bert1ndak. Nomor satu membuat mereka 
mengerti. Dan syulcur mereka mengerti. Saya sport1f. Saya kirim mereka 
penghargaan. Terima kasih pada slkap mereka yang menghormati supremasi 
hukum, sa.ya ba.ngga pada mereka. Yang sama ketika d1lakukan penyidikan 
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terhadap Yorris Ra.weyai. (pimpina.n Pemuda Panca.sila). Kata.nya, ka.la.u Yi 
d1per1.ksa, situasi akan kacau. Tapi buk.ankah penyidi.ka.n itu ada.la.h bagla.n 
upSiYB, penegaka.n hukwn. 

· Ini merupakan amanat seluruh rakyat. Ra.kyatlah yang mendesak. K
penyidikan 1n1 diganggu, ya mereka akan berhadapan dengan ra.kyat. Syu 
semuanya beres. In1 pertanda bahwa orang mulai menghormati supre1 
hukum, bukan polisinya. 

H. Witdarmono, Pewawan1

Sumber: Ha.ria.n Kompas, 21 Mei 2C 

JURNAL POLISI INDONESIA 

Mengucapkan 

Selamat Atas Dies Natalis PTIK ke-54 J 

17 Juni 1946 
1 

" 
17 Juni 2000 

� 

,� .... ---.---J 
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Judulbuku 

Pengara.ng 
Penerbit 
Tebal 

Loss Prevention through Crime Ar.E.lysis (Mencegah. 
Kerugi.an denga.n Analisa Kejahat:...."1.) 
Francis James D'Addario 
Cipta Manunggal, 1999 
106, xii 

Buku kecil sajian Francis James D'addario ini 
merupakan satu dari banyak b8u yang memberi.kan 
gambaran analisa keamanah. Buku iniditawarkan 
kepada pengamanan ind ustri ate. u usaha dengan tesis 
ba.hwa betapa kerugia.n satu perus?..ha.a.n dapat dikura.ngi. 
apabila dilakukan analisa keja.hE.can aengan baik clan 
seksama. Bahkan dengan analisa. yang hitungannya 
cukup eksak. Mereka menjadi pele.pis kedua di samping 
tugas kepolisian resmi yang meng?..lami kesulitan teknis 
untuk menjang kau keamane.n internal sua tu 
perusahaan. Buku 1ni merupak::.._"l seni penyampaian 
pemik.iran pencegahan kerugia:::. finansial. Berbagai 
metode kuantitatifuntuk mengb.adang model kejahatan 
yang mengura.ngi dampak keunt·.mgan dibahas secara 

singkat namun pad.at dan efektif. Dengan bekal sebagai seorang dalam seluk 
beluk perdagangan retail, pengarang buku 1ni membedah berbagai ka.sus 
kejahatan yang merugika.n perusahaan. Bagi kita di Indonesia yang sedang 
melebur diri dalam pola perdagangan dan jasa sebaga.imana perusahaa.n
perusahaan skala. dunia lainnya, buku 1n1 memberikan bekal konkret mengenai 
bagaimana. modus beraneka keja.hatan itu terhampar, tapi seka.ligus memberikan 
solus1 pencega.h.a.nnya. Namun diperlukanjuga adaptasi-adaptasi tertentu untuk 
mengkontekskan dengan permasalah.a.n. kejahatan di Indonesia. 

Judul buku 
Penulis 
Penerbit 
Tebal 

Security Manual (Pedoman Tind.akE..n Pengamanan) 
Eric Oliver ct.an John Wilson 
Cipta Manunggal, 2000 
241, XXV 

Di negara dern:okratis macam di Amerika Serikat ataupun Eropa, pengembangan 
Palisi Ma.syarakat atau Palisi Swasta sangatl.a.h pesat. Felapis keamana.n ini sa.ngat 
diperlukan karena tidak mencukupinya petugas keam.anan (Palisi) negara. 
Mereka difungsikan dalam perusahaan-perusahaan sampai pad.a fenomena 
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· pern.fungslannya d1 kawasan bisnis baru seperti Mt 
� (pusat pertokoan), hotel, maupun kawasan ya1 

sebelumnya tidak beg1.tu diperhatikan seperti runic 
sakit. In1 semua untuk mencegah adanya kejabatan da 
pencuria.n, vandalisme hingga hol.1ga.nisme. Karena 1tul.c 
securltyooncern yang semakin marak harus diimban 
oleh peningkatan ketrampilan - profesionallsme da 
sikap yang elegan -juJur dan rela berkorban. 

Bu.ku ini aslinya terformat dalam bentuk buku sak 
agar mudah dibawa, namun ketika diindonesiaka 
berubah menjadi buk.u ukuran relatif besar dan teba 
Namun terlepa.s dari kekurangan bentuk. fisi.knya, buk 
ini menjelaskan secara sistematis mengenai petunju} 
petunjuk praktis saat para petugas keamanan swast 

(Satpam) seperti tugas patroll, prosedur penahanan oleh satpam, prosedu 
peradilan, pencega.han kebakaran, pencegaha.n kecelakaan, pengamanan uane 
dan sebagainya. Dalam hal ini, Polri bertindak sebagai pengarah utama da1 
pemberi {fl'a.nd deslt{n dan grand strategy-nya. Apabila 1n1 diabaikan, bukan ta! 
mungkin bahwa pengarnanan swasta akan menyulitkan dan menjadi bumeran1 
Polri. Juga bagi pihak pemberi pelayanan swasta dalam negeri, peningkatar 
layanan produk keamanan merupakan suatu keharusan agar pencari jas, 
layanan tidak lari kepada pihak pelaya.nan Jasa kearnanan luar negeri yang lebil 
profesional. 

Judulbuku 

Penyunting 
Penerbit 

AnalisiS Data Personil dan Dimensi Permasalahannya 
dalam Rangka Menunjang Operasional Polri. 
Jendralpol(Purn.) Drs. Kunarto, MBA 
CiptaManunggal, 1999 (cetakan ke-2) 
Tebal 92, xiv 

Buku yang disunting oleh J endralpol (purn) Kunarto 
ini, se�a.ima.na diakuinya, berasal dari buah pikir anak. 
buahnya·Brigjen Daan Sabadan yang kala itu menjabat 
sebagai direktur personel Polri. Pada tahun 1999 
penyunting menerbitkan ulang, dengan tekanan pada 
perbaikan kulitas fisik buku, karen� dirasakan 
urgensinya bagi acuan pengembangan personel Polri. 
Han1pir 75 persen dari buku in1 dihiasi oleh tabel dan 
berbagai matriks, statistik dan perhitungan matematis 
yang mengukur dan mengurai persoalan di seputar 
pembinaan personal Polri. Bisa dikatakan bahwa buku 
in1 merupaka.n buku yang berharga dan model rintisan 
bagi upaya memadukan viSi personel dan misi operasional 

Polri. Di lembaran lampiran juga ditunjuk.kan contoh model penghitungan 
kegia.ta.n personel dalam ra.ngka mernimpin kesatuan pela.ksanaan operasi (Polres, 
Polwil, dll) untuk melihat nilai produktivitas pimpinan. 
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Membedalz Sara 

KERUSUHAN SAMBAS* 

Pa,rsudi Suparlan 

The violence happened in Sa.mba.s was oa,used by model inter-ethnic relationship 

which was dominated by desilfhed violence model which used arbitrary by 
Madu.rese. The riot at Sa.mbas take the place beoa,use a.rbitra,ry extermination 

a.gaints cultural rights which traditionally live in Mel8J'U a.nd Daya.ir cultural 

a.reas by Madurese. The Problem is still continued in the long period given Sambas 

is not isolated regJ.on, a.nd Madurese spread extensively in each of region of West 

KaJJma.nt,a,n. Moreover, had the Police a.nd activity of of!i.cer persoil, in this retfion 

keep to be loaded by politioa,J interests and economic behaviour as collusion, 

corruption, nepotism. 

Pendahuluan 

Perwujuda.n tind.ak.a.n. manusia adalah 
hasil saling mempengaruhi antara 
dorongan-doronga.n. atau motivasi yang 
dipunyai pelaku. dengan stimuli yang 
dihadapi dalam lingkungannya dan 
dengan kebudayaan ya.ng dipunyainya 
sebagai acuan bagi tindaka.nnya. Dalam 
pengertian in1 pelaku dillhat sebagai 
yang aktifuntu.k memutuskan sesuatu 
t!ndakanyang harus diwujudkannya. 
Dalam pembahasan mengenai hu
bunga.n antarsuku bangsa, kebudayaan 
digunakan sebagai pedoman bagi 
kehidupan yang berisikan penge
tahuan da.n keyakina.n-keyakinan yang 
llerasal dari sejarah kehidupannya atau 
engalaman-pengalamannya dalam 
ubungan antarsuku bangsa yang ber

u maupun bcrbagai informasi yang 
·peroleh dalam kehidupan sosialnya.
ngetahuan dan keyakinan-keyakin
tersebut ·merupakan sistem-sistem 

ALPOLISI2, 2CXX) 

acuan yang digunakan oleh pelaku 
secara selektif sesuai dengan stimuli 
yang dihadapi dalam lingkungannya 
dan sesuai dengan motiva.si-motivasi 
yang dipunyainya (Suparlan 1986, 
1995). 1 

Lingkungan yang dihadapi oleh 
pelaku mencakup struktur-struktur 
kekuatan sosial yang nyata di mana 
pelaku terlibat di dalamnya, maupun 
kenyataan mengenai stru.ktur-struktur 
kekuatan sosial yang tercatat dan 
tersimpan dalam kebudaya.an pelaku 

1 Suparlan. Parsudi, 1986, "Kebudayaan dan 
pembangunan," Media IRA, Vol.I 4. '.'lo. II, Jurusan 
Antropologi. Ul. him. 106-135. Ulra.:juga Suparlan. 
Parsudi, 1995, Tire Javanese i11 Surinam: £1lt11icity 
i11 a11 etnically plurally society. Tempe, Arizona: 
Center for Southeast Asian Studies. Arizona State 
University. 

• Terim� kasih kepada Jendcra! (Pol.) Roesmanhadi

yang telah memberikan dukung20 biaya bagi
penelitian lapaogan kasus Sambas ini.
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sebagai pera.ngka.trpera.ngkat stereotip 
da.n prasangka sebaga1 bagian dari 
kebudeyaan pela.ku. Seda.ngka.n struk
tur kekuata.n sos1alyangberlakudalam 
keh1dupan yang nyata, dalam kaitan 
dengan pembahasan mengena1 keru
suhan anta.rsuku ba.ngsa d1 Kabupaten 
Sam.bas, dapat dillhat dalam perspektif 
teori kebudeyaa.n dominan da.r1 Bruner. 

Profesor Bruner2 dalam upaya 
menjelaskan corak ungkapan.kesuku

. ba.n.gsaan d1 Bandung dan Medan, telah 
menggunakan sebuah model yang di
n.a.makan.nya. sebagaJ. hipotesa kebuda
ya.an dominan. Inti dari hipotesa ini 
a.d.a.1a.h. bahwa corak ungkapan kesuku
bangsaan di sesua.tu masyarakat itu 
dipen.garuhi ol�h ada a.tau tida.k a.da.nya 
dominasi oleh kebudayaa.n dan salah 
satu suku ba.ngsaya.n.g hid up setempat. 
Di Bandung terdapat kebudayaan 
Sundayang dominan, di mana struktur 
kekuasaan pada tingkat atas sampai 
den.gan tingkat bawah diperuntukkan 
ba.gi dan dipega.ng oleh Orang Sunda. 
Dala.m. kehidupan sehari-hari d1 tem
pat-tempat umum kebudayaa.n Sunda 
adalah acuan bagi sopan santun da1am 
tindakan-tindakan dan bahasa Sunda 
adalah bahasa yang umum berlaku. 
Para pendatang d.ari berbagai suku 
bangsa yang hid up di Bandung cende
rung menjadi seperti Sunda atau 
menjadi Sunda." Seballknya d1 kota 
Medan, yang tid.ak mengenal adanya 
kebudayaan suku bangsa yang domi
n an, menghasil.k.an adanya masya
rakat-masyarakat suku bangsa dengan 
masing-Ill6:Sing kebudayaannya yang 

2 Bruner, Edward M., 1974, "The Expression of. 
Ethnicity in Indonesia."" da lam Abner Cohea (ed.), 
Urban Ethnicity. London: Tavistock, him. 251-288. 

' Suparlan, Parsudi, 1972. Tlte Javanese in Bandung: 
Ethnicity in a Medium of Sized l11do11esian City. MA 
thesis. University of Illinois. 
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relatif otonom. Karena itu di kot 
Meda."1, kebuda.ya.a.n dan bahasa yan 
digur_a.kan di tempat-tempat umur 
terga.-itung dari hasil tawar menawa 
kekUE.tan di antara suku ba.ngsa-suk• 
bangsa. yang a.da. setempat dan terllba 
dala.m interaksi. Hal yang sama jug. 
berla..:;:u dalam posisi-posisi yang ad. 
dalar:1 struktur kekuasaan resm 
nasio:1al dan lokal yang ad.a di kot; 
Meda:1. Dalam keadaan demikian 
kesu�ubangsaan masing-masin1 
biasa. va diakt1.fkan oleh mereka yan1 
mend'....l.duki posisi-posisi kunci; dar 
karer.anya solldaritas suku bangs, 
menjadi ciri yang menonjol dalarr 
kehici"..lpan sehari-harl. 

Dengan kera.ngka berpi.k.ir sepert: 
tersebut di atas saya akan mencoba 
untuk menunjukkan hakekat keru
suha.11 yang terjadi di Sambas", dan 
mentL"'ljulckan bahwa kekerasan yan� 
terwujud adalah sebagai produk dan 
corak hubungan antara suku bangsa 
yang d1dom1nas1 oleh cara-cara keke
ra.san yang terpolayang telah dilaku.kan 
secara sepihak oleh orang-orang Madu
ra. A.tau dengan kata lain, kekerasan 
yang dilakukan oleh orang-orang Mela
yu Saobas dapat d.ilihat sebagai imbas 
batik d.ari pendominasia.n denga.n cara
cara main kayu, ancaman, ct.an keke
rasan yang dilakuka.n oleh orang-orang 
Madura Sambas sebelum terjadinya 
kerusuhan Sambas. Kekerasan orang
orang Melayu Sambas terhadap orang
orang Madura Sambas yang berupa 
pembunuhan dan penghanc1:1ran 

'Li/rat S•Jparlan. Parsudi, 1999b, Kerusuhan Sambas, 
rnakalah terbatas yang disampaikan kepada Kapolri. 
lihar juJa Suparlan, Parsudi, 1999c, Kemajemuka11, 

Hipore;a Kebu dayaan Domina11, dan 

Kesukuba11gsaan. Makalah yang disampaikan pada 
Jubeliwn ke-30 Jumal Antropologi Indonesia, UI. 
Depok. 6 Mei 1999. 
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rum.ah serta sega.la. ha.rt.a m1l1k mereka, 
eecara simbollk. dapat d.111hat eebaga1 
eebua.h upacara pcmbersihan atau 
pel'l.Sucia.n terhadap kekotoran yang 
men1mpa kehidupan mereka yang 
dikarenaka.n oleh keberadaan dan 
perbuatan-perbuatan orang-orang 
Ma.dura.8 

Dalam hubungan antar suku
bangsa yang relatif tidak ber la.ngsung 
secara harmonls seperti yang terjadi 
antara Orang Melayu - Madura dan 
antara Orang Dayak - Madura di 
Kabupaten Sambas, hubungan antar 
p ribadi a.tau perorangan di antara 
mereka tidak ber-

yang me�ilkan kerusuhan anta.r
suku ba.ngsa danya.ngterwuJudsebaga.1. 
kekerasan dapat dipa.ham1 dengan 
mengacu pada stereotip suku bangsa 
yang mereka punya.1 mastng-m.astng 
danya.ng mereka guna.k.a.n. Yat.tu. keke
rasan tela.h terwujud karena pihak 
lawan tidak lag1 dil.that sebaga.1 kategori 
manusia a.tau ora.ng-perorang tetapi 
sebagai kategori hewan a.tau benda 
yang sud.ah sewajarnya untuk d.1han -
curkan. 

Dengan menggunakan model 
hipotesa kebudayaan dom.inan dan 
Bruner ak.an saya tunjukk.an bahwa 

lalru umum.. Yang 
2-=s. :.:!alahhubung
an antarstereotip 
yang berupa label 
yang d1hasilka.n da.
ri hubungan antar
kategori a.tau label 
yang tidak menun
jukkan ciri-ciri ke
ma.nusiaan. Orang 
Madura d1l1hat oleh 
Orang Mel.eyu seba-

kekerasa.tt'·�elalt:·,tecyvuJucf:· 
·'k�eria. 

=· · � ·�wa.h�.,ti�� 
·.: .. <·; '&111£a.t/ :�'·: �.:: ·,.�-.�,:<.��··:,�-�- . ,, . ' _fi:, �' . . ·-·· g9;!1,
��-��� a;t.�ii:ef 9r.�7iil�;I.'�:'. 
,orang _tetap1·;spJ>,ag�Jmte7,1 

pada dasarnya ke
bud.eyaa.n Meleyu di 
pan.ta! barat Ka.bu
paten Sambas ada.
lah kebudaJ,aa.n do
min.an, dan menco
ba untuk mamba

. has hubungan a.n-:.gori}he:wan: :a.ta ,xi{belitlltf 
ii'a;�ih�,id$.j, �tw�at-ti.yi�· 
5w��;�i�:aj:i%f�� ;,;f;.;c;i 

tara Mel.eyu dengan 
Madura yang me
muncak sebagai ke
rusuhan antarsuku 

gai kategori hewa.i.-i yang kotor, yaitu 
anJing. · Seballk.nya, Orang Madura 
mellhat Orang Meleyu sebagai penakut 
dan hanya kelihatan besar tetapi 
keropos sepe.rti kerupuk. Sedangk:an 
Orang Dayak melihat Orang Madura 
sebagai hewan hama dan buruan me
reka yang rakus yaitu babi huta.n, dan 
seba.1:iknya Orang Madura mel.1.hat Orang 
Deyak sebaga.1 kafir da.n makhluk yang 
terbela.kang. 6 Konfl1.k. antar individu 

s Douglas, Mary. 1966, Purity and Danger: An Analy

sis of Concept of Pollution and Taboo. London: 
Routledge and Kegan Paul. 

' Suparlan, Parsudi, 1998, " Konflik antara Orang 
Dayak dan Orang Madura di Kalimantan Ba.rat," 
Wacana Antropologi, Yol.2, No.2, Asosiasi 
Antropologj Indonesia, him. 7-9. Lihat juga Suparlan, 
Parsudi, 1996b. op.cit .. , him. 251-288. 
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·bangsa adalah se
baga1 akibat dan tidak diaku1nya 
keberadaan kebudayaan Melayuya.ng 
dominan tersebut oleh orang-orang 
Madura yang mempunyai dorongan
d0ronganyang kuat untuk memupuk. 
kekayaa.n dengan car a yang cepat dan 
muda.h. Dan, secara lebih khusus lagi 
ada.1.a.h d.1sebabkan oleh didominasinya 
kebudayaan Melayu di pantai barat 
Kabupaten Sambas oleh kebud� 
Madura yang bercorak kekerasan da.n 
kesewenang-wenangan yang kuat, 
sehingga orang-orang Melayu kehi
langan jatidiri suku bangsa dan kebu
daiYa,annya. Corak kekerasan dan kese
wenang-wenangan kebudayaan Ma
dura dalam kehidupan masyarakat 
Kabupaten Sambas telah dimung-
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k1nkan terwujud karena tidak atau 
kurang berfungst.nya peranan dan pe
t� kepol1s1a.n da.n aparat kea.m.ana.n 
da.lam menegakkan hukum dan 
kead1.la.n d.a.la.m kehidupan m.asyarakat. 

Kebudayaan Dominan di Sambas dan 

Hubungan Antar-Suku Bangsa 

Indonesia adalah sebuah m.asyarakat 
majemuk, yaitu sebuah masyarakat 
negara yang terdiri atas lebih dari 500 
suku bangsa yang dipersatukan oleh 
sistem nasional Indonesia. 7 Suku 
bangsa sebagai golongan sosial yang 
askriptif6 mempunyai ciri yang primor
dial atau yang pertama dan utama. Se
seorang tergolong dalam sesuatu suku 
bangsa karena dilahirkan oleh orang 
tuayan.g tergolong dalam sesua.tu suku 
bangsa tersebut. Dia dibesarkan oleh 
orang tua dan dJjadikan manusia de
nga.n menggunaka.n kebudeyaan orang 
tua.nya sebagai acuannya. Tanpa disa
dari dan dikehendakinya dia menjadi 
anggota sesuatu suku bangsa dan men
jadi pendukung dan pemllik kebuda
yaa.n suku ba.ngsanya, karena perbuat
an orang tu.anya. 

Sebagai golongan sosia.l yang 
askriptif dan primordial, suku bangsa 
terikat oleh ada.nya hubungan darah 
dan asal dart para pelakunya, seh.1.ngga 
seca.ra nyata� kita lihat dart mereka 
yang tergolong dalam sebuah satuan 

7 Suparlan. Parsudi, 1979, "Ethnic group of Indone
sian," The Indonesian Quarterly. Vol. 1. No.7, CSIS. 

blm. 53-75. lihat juga Suparlan, Parsudi, 
"Masyarakat Majemuk dan Hubungan Antar-Suku 
Bangsa.- dalam I. Wibowo (ed.), Rerrospeksi da,r 

Relcontd:.rrualisasi Masalah Cina. Jakarta: Gramedia, 
him. 149-173. 

1 Barth, Frcdrik, 1969, "Introduction," dalam Fredrik 

Barth (ed.) Ethnic Group ·and Boundaries. Boston: 
Little Brown and Company, him. 9-38. 
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suku bangsa adalah satua.n bio: 
yaitu keluarga, kelompok kerabat i 
klen, komuniti, dan masyara: 
Sebagai kelompok a.tau masyari 
sebuah suku bangsa mereka men 
pati sebuah wilaya.h yang men.: 
tempat sumber deya-sumber deyay 
dim.anfaatkan oleh anggota-ange 
suku bangsa tersebut untuk kela 
sungan hidup. Cara-cara pemanfaa 
sumber daya-sumber daya yang i 

dalam llngkungan dilakukan deni 
menggunakan kebudeyaan yang m 
Jadi pedoman bag!. kehidupan mere 
Masing-masing masyarakat su 
bangsa, dengan kata lain, mempun; 
kebudayaan sendiri yang berbeda d 
kebudayaa.nyang dipunyai oleh mas: 
rakat suku bangsa lainnya. Masi.I 
masing masyarakat suku bangsa ti 
sebut juga mengembangkan prana1 
pnanata sosial yang bisa berbeda-be, 
coraknya. 

Masyarakat suku bangsa Melac 
yang hid up di Kabupaten Sambas telc 
mengembangkan pranata polltik yai: 
berbentuk kerajaa.n atau kesultanai 
sedangkan masyarakat suku bangt 
Dayak yang hidup di da.erah pedalama 
dan menjadi te tangganya tida 
mer1gembangkannya. Orang Melay,. 
sebagai suku bangsa, mengadop� 
agama.lslam sebaga.J. � mereka da: 
menjadikannya eebagai kebudayaa1 
atau pedoma.n yang menyeluruh bae 
kehidupan mereka untuk hidup d 
dunia dan di akhi.rat. Sebal.1knya Ora.Ilj 
Dayak, adalah suku bangsa yan1 
menganut agama nenek moyangny, 
sebagai pedoman bagi kehidupar. 
mereka. Orang Dayak yang mengganti 
aga.ma nenek moyangnya dan ma.auk 
Islam d1na.makan "ma.suk Melayu II dan 
bukan "masuk Islam. 11 Karena Islam 
bagi Orang Melayu bukan sekedar 
pedoman beribadah tetapi keseluruhan 
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kebudaya.a.n atau pedoman ba.gi kehi
dupan mereka, sebagaimana. yang 
d1.ketahu1 oleh orang Dayak mengenai 
orang Melayu dan kebudayaannya.. 
Sed.a.ngka.n bag1 orang Deyakya.ng tela.h 
-beragam.a Kristen (Katollk), mereka itu 
tetap mempentahankan keyakina.n
keagamaan asli mereka yang secara
praktikal berguna dalam menghadapi
lingkungan kehid upan yang sebagian
besar ma.sih bercorak alami.

Dalam perspektif tersebut, wila
yah Kabupaten Sambas dapat dilihat
sebaga1 dua wilayah kebudayaan yang
berbeda. Di daerah pa.nta1 ba.rat terdapat
wilayah kebudayaan Melayu yang Is
lam, yang merupakan kebudayaan
suku bangsa dominan yang di masa
lampau terpusat di Kesultanan Sambas.
Sed.a.ngka.n daerah pedalarnan di bagian
timur Kabupaten Sambas adalah
w...:a..,·..:....'l kebudayaan Dayak yang ber
cora.k. egaliter, yang merupakan kebu
dayaan dominan di wilayah tersebut.
Baile orang-orang Meleyu rnaupun orang
orang Dayak menyadari keberadaan
dan dominasi dari kebudayaan suku
bangsa mereka masing-masing dan
mereka itu saling menghormati.
Karena itu hubungan anta.ra dua suku
bangsa tersebut berada dalam suatu
hubunga.nyang harmon.1.s dan simbiotik
yang sating menguntungka.n. Berbaga1
suku bangsa pendatan.g yang menetap
di Kabupaten Sambas menyadari
adanya dua kebudayaan suku bangsa
yang dominan tersebut, dan mereka
mengho rmatinya. dan c enderung
menjadi seperti Melayu atau seperti
Dayak, tergantung pada di mana wila
yah tern pat kehidupan para pendatang
tersebut. Orang-orang Bugi.s, misalnya
cenderung menjadi seperti Melayu dan 
bahkan menja.di Melayu. Kebiasaan
membawa badik di tempat umum dan
menggunak.a.nnya bilam.a.na rasa harga 
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diri mereka tersinggung tidak dlla.ku
kan J.agi karena bertentangan dengan 
ad.at Meleyu.yang berlaku. Merekajuga 
menjadi seperti Orang Melayu, yattu 
lebih senang menyelesaikan perseng
ketaan denga.n ca.ra bermusyawarah 
dan berda.ma1, d.a.n bila perlu meminta 
maa.f. 

Suku ba.ngsa-suku ba.ngsa denga.n 
kebudayaa.n-keb·.idayaannya masing
masi.ng sud.ah ad.a selama beraba.d-abad 
dan selama bergenerasi sebelum 
adanya Indonesia. Indonesia ba.ru ad.a 
secara deJuredan. defactoka.renasuku 
ba.ngsa-suku bangsa yang ad.a dala.m 
wileyahjaJahan Belanda, yaitu Hindia 
Bela.nda., dipersatukan oleh sistem 
nasiona.l Indonesia melalui prok.la.masi 
kemerdekaan Indonesia pad.a tahun 
1945. Sistem nasional Indonesia me
mantapkan keberadaannya dengan 
melalui berbagai pranata yang ada di 
dalarn dan melalui pemerintahan 
administrasinya. Secara umum, sistem 
nas�onal Indonesia di satu pihak telah 
melemahkan kesukubangsaan dari 
sebagian warga m.asyarakat Indonesia 
karena besarnya semangat keindo
nesiaa.n atau kebangsaa.n Indonesia, 
�tapi di lain pihak juga telah mem
p erkuat kesukubangsaan kar ena 
berba.ga.i pra.nata. yang ada da1am sistem 
nasional Indonesia telah gagal dalam 
menyajikan peranan-peranan dan 
aturan-aturan yang secara adil dan 
beradab dapat menyajikan upaya-upaJTa 
pemenu�an kebutuhan-kebutuhan 
hidup yang dianggap penting oleh 
masyarakat suku bangsa yang ber
sa.ngk.utan. 

Pranata-pranata yang ada dalam 
sistem na.sional tidak semuanya 
berjalan secara sempurna dan efektif 
dalam mernantapkan sistem nasional 
Indonesia di wilayah-wilayah suku 
bangsa. Bahkan keberdayaan dan 
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efektifttas dari pranata-pranata yang 

adadalatn masyara.kat-m.asyarak.at auku 
bangsa menja.d.1 dibuat tidak berd83'S, 
oleh pengakt1fa.n pranata-pra.na.ta 
nas1onal yang menekankan penyera.
ga.man. Di ea.tu pihak prana.ta.-pranata 
dari masya.ra.ka.t suku ba.ngsa. setempat 
dile:m.a.hkan dan di pihak la.in pra.na.ta
pranata nasional yang diberlaJ.rukan 
daJ.am masyarakat suku ba.ngsa setem
pa.t t1dak efektif karena para pejabat 
a.tau fungsionaris yang menjalankan 
pra.nata.-pranata tersebut tidak mel.aku
kannya. seca.ra profesiona.l ata.u melaku
ka.nnya secara korup. 

Di antara berbaga1 pran.ata yang 
dirasa.kan sebaga1 tida.k efektif a.tau 
t1dak berfungsi sebagaimana seharus
nya adalah pranata-pranata yang 
menjamin rasa keadila.n, perl!.ndungan 
dan ancaman, dan penegakan rasa 
a.man dan keteraturan sosial. Ini ter
uta.ma. dirasakan di Kabupaten Sambas 
oleh warga masyarakat Melayu dan 
Dayak di mana berbagai aturan yang 
berlaku di tempat-tempat umum yang 
semula berdasarkan a.tas adat Melayu 
dan ada.t Dayak telah dilemahkan dan 
di gantikan oleh adanya pranata
pranata nasional Indonesia, teta.pl 
pra.nat.arpra.nata nasiona.l tersebut tidak 
mampu untuk melaya.ni kebutuha.n
kebutuhan kehidupan yang sejahtera 
secara ad1l dan beradab. 

sostal adalah rendah..Pada masa se 
rang, aebelum terja.dieya kerusut 
tahun 1999, orang-orang Madura 
dup di hampir seluruh pelosok wiJa3 

Kabupaten Sambas -di desa-desa d 
dusun-dusun maupun d1 daerah p 
kotaan. 

Orang-orang Madura h1dup n 
ngelompok sesama mereka send1r1 be: 
yang hidup dalam sebuah komun 
yangberupa dusunyang terpisah sar: 
sekal1 dari kehidupan orang-ora1 
Melayu·atau orang-orang Dayak ma 
punyanghidup dalamkomuniti-kom 
nitiyang kesemua wa.rganya orang-a 
ang Madura dalam desa Orang MelaJi 
atau desa Orang Deyak. Dalam keadaa 
dem1k1an, komuniti Orang Madur 
hidup bertetangga dengan warga des 
Melayu atau.Dayak setempat. Di cu 
erah perkotaan, di kota 81.ngka.wan 
misalnya, mereka juga hidup menge 
lompok dalam lingkungan keteta.n.gga 
an yang kesemuanya orang-oran1 
Madura. Pusat dan sebuah komunit 
Orang Madura adalah tempat ibadal 
rnereka. Pad.a waktujumlah mereka itt 
sedikit maka pusat komunitinya. ada.lal: 
langgar atau mushola. Bila jumlah 
anggota komunitinya. bertambah maka 
pusat komuniti tersebut ada.lah. mesjid, 
clan bia.sanya dibaren.gi denga.n pesan
tren. Langgar atau mesjid dan pesan
tren adalah ekskl'usif Madura. Karena, 
bahasa yang d.igun.aka.n adal.ah bahasa 
Madura. Kyai dan komuniti Madura 

Orang Madura di Kabupa ten Sambas setempat adaJ.ah tokoh pan utan dunia 
clan akhirat bag1 masl.ng-masingwarga 

Orang Madura telah data.ng clan tl.nggaJ. masyarakat setempa.t. Para kya.1 1n1 
di Kalimantan Barat sejak tahun 1920- adalah guru ngaji dari anak-anak di 
an. Sebelurn Perang Duma II, kebera- mas·irlg-masing komuniti Madura, dan 
daan mereka secara soslal clan ekonomi · imam daJ.am kegiata.n-kegtatan sembah
di Kal1.m.antan Barat tidak signifik:an. yang berjamaah atau pemimpin upa
Karena jwnlah mereka yang kecil dan cara-upacara keagamaan yang merek.a. 
karena poS1.si mereka yang pada. um um- jalan}{an. Orang-orang Madura ha.nya 
nya sebagai buruh kasar, dillhat secara bersemba.hyang berjamaah di surau 
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a.tau mesjid Madura, ya.ng khotba.bnya. 
d1lakukan dengan menggunakan 
bahasa Madura. 

Menurut orang-orang Mela.yu, 
Dayak,Cina, Bugts, Ja.wa, Ba.talc, dan 
semua. suku bangsa yang ttnggal di 
Ka.bupaten Sambas, baik yang tinggal 
d1 daerah perkota.a.n maupun yang di 
d.aerah pedesaa.n, hidup berdamp!nga.n 
del'l;gan orang-orang Madura hanya 
merugika.n mereka saja. Kerugian har
t.a bend.a d.a.n kehormatan. Orang-orang 
Melayu merasa bahwa orang-orang 
Madura tidak mengh.a.rgai harkat mar
tabat mereka sebagai manusia dan 
sebagai penduduk setempat, danjuga 
memandang sebelah mata adat istia.dat 
yang mereka Junjung ttnggt sebagat 
pedoman etlka dan moral dalam 
kehidupa.n. mereka. Orang-orang Ma
dura tela.h memperoleh keuntunga.n 
secara berlebihan (tana.h-tana.h perta
n1an dan kebun, rumah, monopoli 
kegiatan-kegiata.n ekonomi Jasa. dan 
bisnis, monopoll ekspolltasi atas sum
ber-sumber daya. a.lam yang ada) de
ngan cara-cara curang, a.nca.man, 
pemerasa.n, dan kekerasan berupa. 
teror mental da.n penyiksaa.n serta. 
pembunuhan. Orang-orang Madura 
t1dak pernah merasa bersala.h terha.dap 
warga masya:ra.kat setempat walaupun 
perbuatan tersebut secara etika dan 
moral yangberlaku setempa.t ma.upun 
secara um um adala.h sala.h dan secara 
hukum J�ga melanggar ketentuan 
hukum. 

Warga masyarakat setempat dari 
berbagai asal suku ba.ngsa dan lapisan 
sostal d1 Kabupa.ten Sambas mellhat 
orang-orang Madura sebagat pencuri, 
peranipok, dan preman atau tukang 
palak. Waktu saya katakan kepada. 
mereka dalam diskus1-diskus1 kelom
pok di kota Sambas, Tebas, Pema.ngkat, 
dan di ibu kota kecama.tan Ja.wa.1 mau-
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pun secara pribadi dalam berbaga1 
wawanca.ra, bahwa orang-orang Madu
ra yang pencuri, perampok, da.n pre
man a.tau tuka.ng pala.k itu t1dak aemua 
Orang Madura di Sambas, mereka se
mua.nya membantahrzya.. Yang menarik 
untuk diperhatikan adalah bahwa 
mereka kemudian memberikan contoh
cpntoh berdasarkan per ha.la.man 
ma.sing-ma.sing da.n yang dibenarkan 
oleh yang lain-lainnya, mengenai 
baga.l.mana. mereka itu telah d1rugikan 
oleh orang-orang Madura. Bahkan 
mereka mengatakan baawa bos para 
preman Madura adala.h para kya1 yang 
tokoh masyarakat Madura a.tau mereka 
yang bergelar haj1. 

Menurut mereka, lua.s ta.nab dan 
kebun dan sawah sert,ahalarnanrumah 
mereka b1sa bergeser menjadi sema.kin 
kecil dar1 waktu ke waktu ka.rena pa.gar 
hidupnya yang menjadi batas tanah 
mereka dengan tanah m1lik orang 
Madura itu bergeser. Begitujuga padi, 
ta.naman pa.law1Ja, pohon buah-buaha.n 
adala.h mereka yang menanam dan 
merawatnya tetapi orang-orang Madu
ra yang memetik hasilnya tanpa me
reka itu beran! untuk melara.ngnya., 
'takut diparang' kata mereka . .Aya.m 
dan 1t1k tidak sempat bertelur karena 
h1lang dar1 kanda.ng pad.a ma1am ha.ri, 
dan berbaga.1 contoh lainnyayang amat 
banyak untult disebutkan. Selanjutnya 
mereka menunjukkan kasus-kasus 
monopoli peieya.na.n transportasi d1 kota 
Sambas dan S1ngkawangm1sa.1nya, yang 
tela.h dilakukan dengan ancaman ter
hadap orang-orang� bukan Madu
ra, dan pemalakan terhadap sup1r
sup1r angkutan umumyangbukanasal 
Madura, pemalakan ata.s usaba-usaha 
daga.ng dan bisnis terha.dap pedagang 
dan pemllik wa.rung atau toko oleh pre
man-preman Madura, dan berbagai 
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keg:ta.ta.n pemerasan dan pencurian 
laJ.nnyaya.ng merugika.n mereka.. 

Orang-orang Madura, laki-laki dan 
perempua.n, selalu menyellpka.n p1aau 
ata.u badik d1 ptngga.ng mereka pad.a 
waktu mereka berada. d1 tempat,-tempa.t 
umum. Sering kal1 mereka menon
Jolkan senjata yang mereka bawa 
tersebut secara. demonstrattf, untuk 
menakut-na.kuti masyara.kat di tempat
tempat umwn atau pasar. Walaupun 
sud.ah ada larangan yang d.1.keluarkan 
oleh pemer1ntah daerah Kabupaten 
Sambas setelah per1st1wa Sa.nggao Ledo, 
yaitu kerusuhan Day-ak Madura pada 
tahun 1996-1997, tetap saja orang-0r
a.ng Madura di Kabupa.ten Sambas selalu 
membawa. senjata tajarn di tempat
tempat umwn. Alasan mereka adalah 
bahwa pisau atau badik tersebut ber
fungs1 sebaga1 pengganti tulang rusuk 
ketuJuh, yang ban.ya ada enam buah. 
Mereka dengan mudah mencabut pisau 
a. tau badik untuk menyelesaikan
ber� sengketa.yang merekahada.pL

Oleh wargam.asyara.ka.t setempa.t, 
dart berbagai asal suku ba.ngsa, orang
orang N..adura dikenal sebagai sebuah 
kelompok suku bangsa yang kuat 
solld.aritas ata.u tolong-menolongnya. 
Menurut mereka, bila seorang Madura 
mengalami kesulitan karena adanya 
kon.tllk dengan warga setempat maka 
orang-orang Madura.yang ada setempat 
akan memihaknya a.tau membela.nya 
tidak peduli apakah dia itu salah a.tau 
bena.r. Ba.hka.n menurut cerita seorang 
petugas kepollsian di Tebas, mere�a 
juga berM'tl menyerang Pas Palisi a.tau 
kantor Polsek, dan bahka.n di Pontia.na.k 
pernah menyerang kantor Polres. Me
reka memperoleh kesan bahwa orang-
orang Madura mern:egang pr1nsip satu 
untuk semua dan semua untuk satu. 
Pr1nsip·tersebut te� digunakan oleh 
orang-orang M adura dalam upaya 
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mereka untuk mendom1nas1 kehid 
an sos1a.l, ekonom1, da.n politi.k 
Kabupa.ten Sambas dan di KaJ1ma.n 
Bara.t pad.a umwn.nya. Pendominas 
telah d1lakuka.n oleh orang-ors 
Madura. denga.n cara-cara kekera..! 
dan kecurangan yang bertenta.nE 
dengan ada.t istia.dat MeJ.a..yu maup 
Dayak yang berlaku setempat. 

Orang-orang Melayu yang tid 
terbiasa hid up denga.n cara kekeras 
dalam memenangkan sesua.tu peri 
1ngan menjadi takut, dan leblh-let 
lagi. denga.n cara kekerasanyang CL'.ra 
(menurut mereka orang Madura sela 
menclur1t a.tau menusuk denga.n p� 
piha.k lawan dari belakangpa.da. wak, 
si lawan tersebut lengah). Salama se} 
an puluh ta.bun dan sekian genera 
mereka menekan rasa ketakutan cl.a 
frustrasi dengan harapan bahw 
penega.k hukum akan dapa.t mengata: 
ketidakadilan terse but. Tetap1 harapa 
mereka ternyata tidak pernah ter lal 
sana. Bahkan, menurut kesan merela 
orang-orang Madura sem.akln meraj1: 
lela yang membuat orang-orang Melayl 
menjadi semakin takut. 

Orang-orang Melayu ta.kut meng 
hada.pi orang-orang Ma.durayangbiasl 
.menggunakan cara-ca.ra kekerasar 
dengan menggunakan senjata tajarr 
yang biasa.nya. merek.a lakukan denga.r. 
cara pengeroyokan. Pada dasa.rnya or
ang-orang Melayu a.da1ah 1ndidiv1dualis· 
individualis yang tidak mengenal 
ad.anya solidaritas su.ku bangsa seperti 
yang dipunyai oleh orang-orang Ma· 
dura. Karena itu dalam menghadapi 
orang-orang Madura di cl.a.lam kehidup
an mereka sehari-hari, mereka itu 
berada dalam. posisi orang-perora.ng 
yang dihadapka.n pada sebuah kelom· 
pok bersenjata Madura yang utuh clan 
yang slap menghancurkan merek.a. 
Mereka juga mengaku bahwa dalam 
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bera.rgumentas1 mengena1 sesuatu 
kebena.ra.ndenga.nora.ng-ora.ngMadura 
mereka.1tu selalu kalah, karena. orang
orang Madura mempunyai logika.yang 
a.neh. 

Salah seora.ng dan mereka me
nUI\lukkan contoh, bahwa pad.a waktu 
d1a menegur seorangteta.ngga.nya.yang 
menga.mb111 buah kelapa da.la.mjumlah 
ba,nya.k da.ri pohon-pohon kelapa yang 
e.da d1 halaman ruma.hnya, si teta.ngga. 
Madura tersebut mengatakan bahwa 
d.1a telah d1beri izin olehnya kemarin 
untuk boleh meng. 
a.mbll buah kelapa-

jambu dari pohon m1l1knya yang lebat 
bua.hnya. Dia berta.nya.: 'ka.mu menCUl'i 
buah jambu sa.ya?' Si Madura men
jawab: '&\Ya tlda.k merururi, mencur11tu 
dilakuka.n m.alam hari dan itu-dosa. 
Sa.ya hanya mengambil bua.hjambu. • 

Kerusuhan Sambas dan Pemicunya 

Frustrasi sosial yang meluas dan men
de.lam ka.rena.,merasa bahwa kehidup
an mereka itu didomlnasi secara. curang 

dan de�tlan keke
rasan yang sewe

nya.. S1 Melayu me
ngataka.n: 'Itu kan 
kemarin, da.n saya 
mem berikan izin 
mengambil buah 
kelapa untulc masak 
di rum ah buk-an 
untuk kamu jua.l di 
pa.sar.' Si Madura 
mengata.kan 1z1nnya 
tidak mengatakan 
kelapa yang saya 

Mere�j:uga-meng� bah
via da:iaxn ber.argumentasi 

;mengenai sesuatu · kebe
.inaran �enga� . orang.-or
•:ang Madura· mere�a itu 
'.;·selalu ka.To.li; karena; orang�_.; 

nang-wenang oleh 
orang Madura, te
lah n'l.embuat orang 
Melayu hanya 
mampu mengge
rutu dan menge
luh. Tidak seora.ng 
pun di antara me
reka, sebelum ke
rusuhan, yang be
rant menantang 

,.p:rang .Madura. mempu-'�· 
.nya.110�.yap.g_aneh, · ,: 

ambil untulc masak. 'Iz1n sudah kamu 
ber1kan kepada sa..ya. a.pa kamu mau 
mengingkari 1Z1n yang telah kamu 
ber1kan? Sa..ya. m.1nta ganti rug!. kalau 
Udak ka.mu izinkan a.tau kamu aka.n 

sakiti ka.lau tidak d1ber1 ganti rug1.' 
a.ta si Madura sambil memegang 

lll&I-a.rtertVH.. Menurut cerita si orang 
eleyu, orang Madura terse but selama 
na.m bulan menguras habis buah ke
pa dan pohon-pohon millknya, tanpa 
M�� berdaya untulc menolaknya. 

nya si Melayu dan keluarganya 
emutuskan untulc pindah rumah ke 
onti.a.nak: Contoh lain adakah cerita 
rang dosen Fakultas Hukum Univer

tas Tanjung Pura, Pontianak, yang 
g ke rumah mendapati seora.ng 

ura seda.ng menurunkan buah 

dominasi terseb�t. 
Mereka hanya dapat ikut bersorak scirat 
di dalam batin pada waktu terjad1 ke
rusuhan Deyak-Madura di tahun 1996-
1997 di mana k�rban orang-orang 
Madura yangterbunuh culcup ba.nyak.. 
Orang Melayu berbeda dan orang 
D.zyak .. Orang Deyak, yang mempunya.1 
corak kesukuba.ngsaan mirip dengan 
orang Madura mampu untulc melawan 
kekerasan Orang Madura dengan 
kekerasan dan kekejaman dengan 
kelcejaman dan bahkan melebihi 
kekejamanyang d1lakukan oleh orang
orang Madura. 

Antara tahun 1962 - 1999 tela.h 
terjadi kerusuhan antara Madura
Dayak sebanyak 11 kali. Kerusuhan 
dengan korban yang terbunuh serta 
harta benda yang hancur yang paling 
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besar pad.a kedua belah p1hak adalah 
ya.ngterjad! pada tahun 1996-1997.9 

Pa.dB. setia.p kontllk Dajyak-Madura yang 
telah terjad! selama 11 kal1 tersebut, 
konfilk sela.lu d.ihentikan oleh sebuah 
perjanjia.n damat anta.ra. p1hak Dayak 
da.n Madura yang diwa.kill oleh ma.sing
masing tokohnya. Tetapi setiap perjan
jian damai tersebut sela.lu d1.la.nggar 
oleh orang Madura yang melukai atau 
membunuh orang DaJ'c3.k daJa.m sesuatu 
persengketaa.n. 

Orang Madura memperoleh keku
ata.n untuk menang clan berani dalam 
perkelahia.n bersenjata karena percaya 
pad.a doa atau jirnat atau Jsim yang 
diberikan oleh para kyainya. Sedangk.an 
orang Dayak memperoleh kekuatan 
keberanian da.n roh panglima-pa.ngllrn.a 
perang yang menjad.1 nenek moyang 
mereka yang dapat mereka panggil 
untuk melindungi dan memperta
ha.nka.n kelesta.:r1an kehidupan mereka. 
Untuk itu mereka harus melakukan 
upacara matokuntuk mema.nggil ta.rtu 
(roh pangllma perang, walaupun arti 
kata ta.rlu sebenarnya ad.al.ah teriakan 
perang), yattu dengan cara menyem
belih ayam jantan clan anjing jantan 

· ··berbu:lu ·:mer ah ( coklat) untuk tradisi
Dayak Sungkung, Bengkayang, Sela
mantan, dan Seluas ata.1:1 ayam janta.n
da.n anJing jantan berbulu hit.am untuk
trad.1si Dayak di Jawai, Tebas, Pe
mangkat, P!:!,loh dan yang hidup d.1 
pantat barat Ka.bu paten Sambas. Darah 
dari hewan yang disembelih tersebut
d.itampung di sebuah mangkok, dan
dalam sebuah. upacara yang sakral di
mana para pelakunya menari dan
berdoa, mereka merninum darah ter
sebut. Mangkuk yang kemudian ber
warna merah karena darahyang sudah
mengering terse but (biasa.nya dinama-

• Suparlan. Parsudi, 1998, op. cit., him. 7-9. 
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kan mangkuk merah.) diedarkB.l 
desa-desa at.au ke komuniti-kom1: 
Deyak la.1.nnya., untuk memberita.hu 
peperanganyang mereka la.kukan 
untuk meminta solidaritas mer1 
Pada waktu sebuah. peperangan, 
perti yang terjadi antara orang Da 
dengan orang Madura, itu sut 
selesai a.tau berhenti maka para 
panglima perang itu harus d.ikemt 
kan ke tempat asal peristirahatan: 
kembali. Upacara pengembalian r 
roh tersebut menurut keterangan 
orang tokoh ad.at Dayak harus dila: 
kan agar para roh panglima tersel 
tidak mengganggu kehidupan ore 
Dayak yang mencintai kehidupan c 
kedama.ia.n dengan sesama. 

Berbeda dengan konflik ante 
orang DaJ'c3.k denga.n. Madura yang tel 
terjadi berkali-ka.11, konflik anta 
Me� dengan Madura sebagai sebu 
kerusuhan antarsuku ba.ngsa. baru t, 
jadi sekali pad.a tah.un 1999 dan bE 
langsung secara besar dan menyelurt 
serta habis-habisan. Kesa.Tl saya ds 
kerusuhan yang terjad.i adalah 'Orru 
Melayu mengamuk,' seperti meng 
muknya tokoh Hang cfeba.t dala 
Hi.ka,ya.t Ha.ng Tua.h. Orang-orang M 
layu yang biasa.nya. lemah lembut bu, 
pekertinya clan penakut telah beruba 
menjadi ber1ngas dalam kelompol 
kelompok amuk massayangtidak dapl 
dibendung la.gt dalam menghada:I 
orang-orang Madura ·setempat. KebE 
ringasan orang-orang Me�, khusw 
nya para pemuda dan remaja.nya, telal 
d.ipicu oleh peristiwa 'Parit Setia' da1 
sejumlah peristiwa yang terjadi setelal 
itu. 

Pada tanggal 19 Januari 1999 
tepat pada ha.ri Raya Idul Fitri, warg� 
masyara:kat desa Parit Setia, Keca.ma.tar. 
Jawai, diserang oleh kira-kira 200 o� 
Madura dart Desa Sani mak mur, 
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Kecamatan Tebas yang bertetangga 
dengan Keca.mata.n Jawai. Tiga orang 
penduduk Desa Ru1tBet1a cUbunuh dan 
sejumlah latnnya Iuka-Iuka. Dua orang 
pol1s1 dari Polsek Jawa1 yang mengha
dang orang-orang Madura tersebut 
dibuat tidak berdaya dan senjata 
mereka. dirampas. Peristiwa Parit Setia 
tersebut bermula dari peristiwa yang 
telah terjadi aebelumnya, di mana 
seorang penetµ'i asal Madura dari Desa 
Sa.r1makmur Keca.matan Tebas terta.ng
kap basah pada wa:ktu sedang masuk 
rumah setelah membongka.r pintu dart 
rumah seorang penduduk pad.a mala.m 
har1 ta.nggal 17 Januari 1999. Pencuri 
sial tersebut dita.ngkap, dikeroyok, da.n 
dipukull sampai babak belur oleh para 
teta.ngga yang kecurian. Kemudian dia 
diserahkan kepada. Pas Palisi setempat. 
Petugas kepolisian pad.a pag:I. harinya 
membawanya ke dakter Puskesmas, 
diobati dan d1suruh pulang. Alasa.nnya 
tidak berani mena.nggung risiko kalau 
Pos Polisi diserang .aleh orang-orang 
Madura la.innya.. 

Apa yang menyakitkan ha.ti orang
orang Melayu dari peristiwa penye
ranga.n Desa Parit Set1a adalah t.erta.ka.n 
'Allahu Akbar' berkali-kali yang 
d.ikurnanda.ngk.an oleh para penyerang 
asal Madura, dan teriakan-teriakan 
mengejek orang-orang Melayu sebagai 
'kerupuk' dan 'Melayu kalah 3 - O' 
( artinya tiga orang Melayu mentnggal 
durua. ct.an tidak satu pun dari penye
rang Madura). Para pemuda Melayu 
dari desa-desa d1 keca.matan-keca.matan 
yang berdekatan dengan Kecamatan 
Jawai menjadi resah dan bersiap-siap 
untuk menyerang rumah dan dusun 
orang-orang Madura. Tetapi, pada 
tanggal 23 Januari 1999, berkat ban
tuan para pejabat da.n tokoh masya
ra.kat, rna.syaraka.t Melayu Parit Setia 
dan :m.a.syaraka.t Madura Sar1kma.k:mur 
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mengadakan perdamaian. Suasa.na 
pan.as menjadireda. kembali, wa.laupun 
ora.ng-ora.ngMelaJru rnasih memendam 
rasa sakit hati karena tidak sepatah 
lea.ta pun 'min.ta maa.f disampa.tk.a.n. oleh 
orang-orang Madura atas kemat1a.n t1ga 
orang warga. Pa.rit Setia. 

Pad.a t.a.nggal 21 Februari 1999 se
orang preman Madura na1k kendaraan 
umum dari kota Singkawang ke arah 
kota: Sambas dan tidak mau membaya.r 
pada wakt� berhenti d1 Desa Sempa
ruk. Merasa sakit hati karena d1pelotot1 
oleh kenek dan supir yang.orang Mela
yu, si preman pulang ke rwnah meng
ambil clurit, menghadang kenda.raan 
umwn tersebut yang kembali ke arah 
kota Singkawang dan menclurit Si 
kenek mabll. Pada.jam 01.00 keesokan 
ha.rinya Ulnggal 22 Februari, orang-orang 
Melay1.1 di Desa Semparuk yang 
sebagian besar adalah para pemuda dan 
remaja menyerang rumah si preman 
yangbemama Rodi bin Muharap. Teta.pi 
Rodi bin Muharap tidak ditemukan dan 
sebaliknya seorang Meleyu meninggal 
d.itembak oleh orang-orang MadU!'�. 
teman Rodi dengan menggunakan 
senjata lantak. Peristiwa kematian 
seorang Meleyu tersebut memba.ka.r 
kemarahan pemuda-pemuda dan 
rernaja Me�ya.ng sudah tidak da.pa.t 
dikendalikan aleh orang-orang tua 
mereka. Pad.a jam 02.00 pagi hari 1tu 
juga mereka. menyerang da.n memba.ka.r 
atau menghancurkan ruroah-rumah 
da.n ruko-ruko milik orang-orang Ma
dura yang ad.a d1 desa-desa d1 wilayah 
kecamatan Tebas, Pemangkat, dan 
Jawa.i. Sejumlah orang Madura mening
gal dan luka-luka dan tencatat ada"60 
banguna.n rumah ct.an ruko yang han
cur. Kegiatan penyerangan untuk 
men.gha.ncurkan orang-orang Madura 
dar1 rumah-rumah mereka. berla.ngsung 
terus sampa1 tanggal 27 Februari 1999. 
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P� ta.nggal 27 Februar11999 
penyera.nga.n orang-orang Melayu 

terha.da.p orang-orang Madura dan 
ruma.h-ruma.h mereka. d.1hent1.kan 
karena orang-orang Melayu tunduk 
pad.a. tokoh-tokoh masyara.katnya yang
telah menandatangan1 penjanjian 
bersama. dengan tokoh-tokoh Madura 
untuk berdamai pada ha.ri itu. Mereka 
juga sepak.at untuk tidak. membawa 
senjata tajarn atau senjata lantak di 
ternpat-ternpat urn um. Tetapi penja.n
jia.n 1n1 dila.nggar pa.da ta.nggal 14 M.aret 
1·999 oleh seorang Madura asal Desa 
Sempadung yang rnembawa senjata 
tajam dijalan raya yang ketika ditegor 
oleh seorang pemuda Melayu malah 
menika.mnya.. Ha.ri itujuga orang-orang 
Melayu lalu mengambil tekad untuk 
tidak berdam.a.1 lagi denga.n orang-orang 
Madura. Sejak. saat itu perang antara 
pernuda-pernuda Mel.eyu mela.wan orang
orang Madura berlangsung di semua · 
desa dan kota dalam wilayah Kabu -
pa.ten Sambas. Kala.u sebelum 
terjadinya kerusuha.n Melayu -Madura 
yang terjadi adala.h orang-orang 
Madura yang menyerang orang-orang 
Melayu yang ketakutan, rnaka seka
ra.ng menjadi terbalik. Kampung-kam
pung orang Madura di kota Singka
wang dan di desa-desa di tiga kecama
tanyang terletak di bagia.n. selatan kota 
Singkawa.ng secara relatifmasih belum 
disera.nghabis-hablsa.n oleh orang-orang 
Melayu dan Dayak. pad.a waktu pene
litian lapangan berakhir pad.a tanggal 
22 April 1999. Seda.ngkan di wilayah 
timur daR- utara Kabupaten Sambas 
dapat dikatak.an sudah tidak ada lagi 
sisa-sisa orang Madura. Orang-orang 
Madura 1n1 dengan cepat diungsikan 
oleh para petugas kearnanan untuk 
menghindarijumla.h korbanyang.lebih 
besar daripada yang sudah ada. 

Kerusuhan antar suku bangsa 
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Mela.yu-Madura. namps..knya tide 
cukup bagi orang-orang 1Ia.dura.. M 
reka. masih mencari mu.:,--uh la.1nny. 
ya.itu orang Deyak yang telah menjai 
musuh bebuyutan mereka. Pa.da ta.ngg 
16 Maret 1999, pukul 15.CJO sejumla 
orang Madura mencegat sebua.h ke1 
daraa.n umum dijalan reyayang meliI 
tasi Dusun Pa.n.a.ka.n Ta.nJc .. ,.g, Desa. HI 
rapan, Kecamatan Pemar..gkat. Dusu 
1n1 adalah dusun tempat t:...:-iggal ora.11i 
orang Madura. Kendara.an 1n1 meni 
angkut buruh dan pekerja d.ari daera: 
Kecamatan Sambas dan sekitarnya k 
arah kota Singkawang. Dalam kenda 
raan umum tersebut terd.E.pat 2 ora.n 
Melayu, 3 orang Jawa dE...n 26 orani 
Dayak. Salah seorang di a:,.tara orang 
orang Dayak. tersebut dap&.t ditangkaJ 
oleh ora.ng.-orang Madura can dibunul 
di tempat ttu juga, seda:::i.gkan yant 
lainnya lari dan bersembu..nyi di DesE 
Melayu yang berdekatan. Orang Daya.II 
yang dibunuh tersebut, M.artinus Amat 
bµi Pa.ran, ada.lah warga Desa Selaw1t 
Kecamata.n. Sama.lantanyang terletak di 
sebelah timur kota Singka7ra.ng. 

Kematian Martinus telah menye
babkan orang-orang Dayak melaluka.n 
upacara msto.k dan mengedarkan 
manglruk merah ke komunit1-komun1t1 
Dayak lainnya. Penyera.n.gan terhad.ap 
orang-orang Madura seka.Fc:.ng tidak lagi. 
hanya dilakukan oleh orang-orang 
Melayu tetapi juga oleh orang-orang 
Dayak. Situasi masyarakat Kabupaten 
Saµibas betul-betul rusuh. Seti.ap hari 
terdengar berita pembakaran dan 
pengha.ncuran rumah d.an pembunuh
an. Korban terbunuh dan luka. bukan 
ha.nya orang-orang Madura tetapijuga 

· orang-orang Melayu dan Deyak. Orang
orang Madura di sebelah timur kota
Singkawang dapat dikatakan habis
k!3Xena dibunuh oleh orang-orang Da
yak atau mengungsi dan berada d.alam
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perlindungan aparat kepol1s1an dan 
tenta.ra. Jumlah pengungs1 Madura 
yang dita.mpung d1 beberapa tempat d1 
Pontianak dan Singka.wa.ng tercatat ada 
37 .000 orang. Orang Melayu, para 
pemuda dan orang-orang tua, di 
Kabupaten Sambas telah bentekad un
tuk menia.dakan orang Madura dan ber
bagai atributnya dari wilayah mereka. 
Cara-ca.ra yang mereka lakukan adalah 
kekerasan yang juga menda.pat tang
gapan clan orang-orang Madura yang 
masih ada d1 Kabupaten Sambas de
ngan cara kekerasan juga. Karena 
situasinya yang rusuh 1n1 Kapolda Kali
mantan Barat mengeluarkan perintah 
tembak d1 tempat bagi para perusuh 
dan mena.ngkap serta memproses siapa 
saja yang keda.patan membawa senjata 
tajam d1 tempat-tempat umum. 

Kesimpulan 

Kerusuhan Sambas telah terwujud 
karena penumpasan secara sewenang
wenang atas hak-hak budaya yang 
secara trad.1s1 berlaku dalam wilayah 
kebudayaan Melayu dan Dayak oleh 
orang-orang Madura. Penumpasa.n hak
hak budaya yang d.1maksud adalah 
pendominasian kebudayaan Melayu 
dan Dayak oleh kebuda.yaan Madura 
yang bercorak preman cl.an kekerasan. 
Berbeda dengan corak hubungan 
Meleyu - Dav,a.k, at.au Meleyu dan Dayd.k: 
d1 satu pihak dengan berbagai suku 
bangsa la1nnya d1 Kabupaten Sambas di
pihak lain., maka hubungan Madura 
dengan Dayak dan dengan Me!ayu 
secara mencolok memperlihatkan 
dengan j€las adanya batas-batas atau 
�ar kesukuba.ngsaanyang membeda
kan anta.ra ka.rn.1 Orang Madura dengan 
mereka y�g lainnya. Bahkan agama 
sebagai sebuah kategori sosial yang 
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dapat mempersatukan orang-orang 
yang sekeyaktna.n dan seiman untuk 
menja.di sebuahkelompok sosia.l seh1ng
ga agama. tersebut dapat ·berfungs1 
untuk menJembatan1 perbedaan dan 
batas-ba.tas kesukubangsaan, telah 
menJa.d.1 t1dak berlaku dalam hubunga.n 
antar suku ba.ngsa Madura dan Me:IaiYu. 

Karena orang Madura me:rnba
ngun tempat-tempat !bad.ah dan mela
kukan upacara-upacara keagamaan 
yang hanya berlaku bag! mereka yang 
Madura, aga.ma Islam d.a.la.m keh1dupan 
orang Madura d1 Sambas adalah agama 
Islam lokal Madura yanglSerbeda dari 
agama Islam yang berlaku um um dan 
yang dianut oleh serta merupakan 
keyakinan agama orang Melayu dan 
berbagai suku bangsa la1nnya yang 
beragama Islam. Karena itu upaya 
untuk melibatkan orang-orang Mel.eyu 
ke dalam konflik antara Deyak - Madura 
yang terjadi pad.a tahun 1996-1997, 
yang dilakukan oleh sejumlah tokoh 
masyarakat Madura telah gagal. Para 
tokoh Madura mengeluarkan isyu 
bahwa konflik Deyak-Madura d1 Sam.bas 
dan Kalimantan Barat adalah konilik 
agama, yang dipicu oleh upaya kriste
n1sasi oleh para pastor (hasll wawan
cara saya dengan para tokoh Madura 
Kabupaten Sambas d1 SI.ngkawa.ng pa.da 
tahun 1998). Para tokoh Madura 1n1 
t1dak tahu isi hat1 orang-orang Melayu 
yang memendam rasa sak1t hat1 ter
hadap orang-orang Madura, dan me
rekajuga tidak tahu bahwa hubungan 
antara orang Melayu dengan orang 
Daya.le bukanlah hubungan antarkeya
kinan agama yang berbeda. 

Kesewenang-wenangan Madura 
dan cara-cara preman yang mereka 
lakukan di Kabupaten Sambas sebetul
nya tidak akan mungkin terwujud bila 
dalam keh1dupan masyarakat Sambas 
terdapat patokan aturan-aturan yang 
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ad1l da.n beradab ·yang diberlakuka.n

secara terkend.ali dan konsisten oleh 
penega.k hukum a.tau polisi yangbersih

dan berwibawa. Diberlakukannya 

aturan-aturan yang mengacu pada 

hukwn posit1f di Sambas ada.l.a.h karena 
kebudayaan dominas1 Melayu dan 
D� telah dilemahka.n, kala.u kita 
tidak 1ng:l.n mengata.ka.n df.n.ancurkan, 
oleh sistem nasional melalai berbagai 
kebljaksanaan dan kegiatan oknum 
p ejabat yang mempunyai berbagai 
kepentingan politik dan ekonomi yang 
Kolut1f, Korupt1f dan Nepotis (KKN). 

Karena polis! juga takut pada 
k�kerasan orang-orang Madura, dan 
karena polis! serta aparat keamanan 
jugs. tid.a.k bersih dari sejumlah pra.ktek 
KKN, maka kesewenang-wenangan 
orang-orang Madura terh.adap orang
orang Melayu dan Dayak rnenjadi 
semakinmema.ntapkan� pembatas 
antara suku bangsa Madura dengan 
suku ba.ngsa-suku ba.ngsa lainnya. Dan, 
darnpaknya ad.ala.h bahwa orang-orang 
Madura itu sendiri menganggap bahwa 
k ecurangan dan kekerasan yang 
mereka lakukan terhada.p suku bangsa 
lainnya adalah sesuatuya.ngwajar. 

Konfilk. antar suku bangsa yang 
terwujud sebaga1 kerusuha.n dalam 
bentuk pembunuhan, pengusiran, dan 
pengha.ncuran atas segala h.arta benda 
yang dimiliki orang Madura yang 
d1.la.lrukan oleh orang Melayu adalah 
berbeda darr konflik ideologi. Bila 
konfl1k ideolog:i dapat dirundingkan 
dan d.1adaka.n. tawar-menawar di antara 
yang bermusuhan, maka konflik antar 
su.ku bangsa hanya mungkin dapat 
dirundingkan dan didamaikan pada 
tahap-tahap permulaan terjadinya
kon.fl1k tersebut. Bila dalam konflik 
ideolog:i ada salah satu pihak. yang 
berlaku curang maka kecurangan 
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tersebut masih dapat d1ta.war la 
dengan imbalan sejumlah kompensa 
oleh pihak yang curang, tetapi dala 
konflik antarsuku bangsa yar 
terwujud sebagai kerusuhan bila ac 
sal.a.h. satu pihak yang berlaku curar 
atau mengkhianati perja.njian mall 
kecura.ngan pihak la wan a.kan meng, 
kumulasi kebencian dan sem.ang, 
penghancuran oleh pihak. yang diet 
rangi terhadap yang rnencurang 
karena konfilk antar suku ba.ngsa a.de 
la.h konfllk primordial., yang merupaka 
un.gkapan perjuangan untuk keberc 
daan dan kelangsungan hidup sebagc 
sebuah keyakinan yang pen uh denga: 
muatan emosi. 

Dalarn kasus kerusuhan Sa.mb� 
perjuangan untuk keberadaan da1 
kelangsungan hidup adalah berbed. 
anta.ra yang dipunyai oleh orang Me 
layu dengan yang dipunyai oleh oran1 
Madura. Bila orang Melayu berjua.ni 
untuk memperoleh apa yang sela.m.a 1n 
mereka rasakan sebaga.i tela.h dirampa.! 
a.tau dihancurkan oleh orang Mad.urc 
melalui berbagai bentuk kekerasan d.ar. 
kesewenang-wenangan, maka bag: 
orang Madura adalah rnempertahan· 
kan posisi-posisi dengan peranan
pera.nan yang selama ini telah merek.a 
nikmati sebagai sebuah golonga.n sosia.l 
ya.ng dom.inan di Kabupaten Sambas. 
At.au dengan kata lain, mereka ber
juang untuk mengambil kembali a.pa 
yang telah diambil kembali oleh orang 
Melayu. Permasalahan 1ni masih aka.n 
berbuntut panjang karena Kabupaten 
Sambas bukah sebuah wilaya.h yang 
terisolasi, dan orang-orang Madura ter
sebar di hampir seluruh pelosok Kali· 
mantan Barat. Juga, karena peme· 
rintah Indonesia belum secara serius 
memperhatika.n perm.asa.la.han prema.n 
d.an pemberan.tasannya. 
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The Tattoo and the Fingerprint: Crime anc

Security in an Indonesian City 

Joshua David Barker, 1999 

Ph.D. Thesis, Ithaca: The Cornell University 

Disertas11n1 menguji hubungan antara kecemasan dan kekuasaan kepolli 
pusat melalui sebuah stud1 lnst1tus1 kea.ma.nan formal da.n informal di Bandt 
Jawa Barat. Dengan mengguna.ka.n perpaduan antara data historis dan etnogr. 
tesis 1n1 berpendapat bahwa persoalan pokok perkembanga.11. aparat kea.m.ai 
kota merupakan batas yang membedakan antara kepolisian daerah dan pt 
mengenai apakah keamanan itu dan bagaimana kecem.asan itu d1deflnis1.k 
Institusi-1nstitusi kepolisian pusat mendefin1si.kan keamanan sebagai su 
keselarasan terbatas antara cetak biru perintah dan pengelompokan hal-ha 
'luar sana'. Pad.a dasarnya, mereka mencemaskan ancaman dan kegaga 
pengenalan (misalnya krim1nogen, impostor). Untuk menghindari ancam 
ancaman 1n1 mereka memberlakukan per1ntah patrol! dengan menggunall 
peta, kartu identita.s, sid1kjari, dan hukum/Undang-undang. Sebaliknya, 1nst1t, 
lnstitusi kepol1sian daerah mendeflnisikan kea.rn..ana.n sebaga.i persoalan lntegr1 
sosial da.n fl.sik. Mereka mencemaskan orang-orang luar da.n tanda-tanda an 
(m1salnya ora.ngyang belum d1kenal, pencuri, tubuh qertato ), d?J1 mel.akuk 
mobillsasi terhadap ancaman-ancaman itu dengan pola teritorial. Paruh perta.J 
d1sertas1 1n1 menekankan gap antara dua opini mengenai keamanan deng 
mengupas d1nam.1ka-d1ruµni.k.a eksterna.l tiga 1nst1tus1 berikut: ronda (patr 
lingk.ungan), jawara (lagoan kampung, ketua gang), dan kepolisian. Masir 
masing institusi ini dianalisa secara interpretatif menyangkut prakte 
praktek.nya, organisasinya, teknologinya, deflnisi anca.ma.nnya., sejarahnya, cl. 
bentuk-bentuk kekuasaan politik.nya. Paruh kedua d1sertasi in1 menguraiki 
akibat-akibat gap praktek kepolisian di zama.n Orde Baru Suharto. Secara khUSl. 
du.a kasus d1analisa., pekerjaan sehari-hari kepollsian sektor di mana para petug 
kepolisian bertindak sebagai agen patroli kepolisian pusat maupun sebag 
pelindufig lingk.ungan setempat terhadap efek-efek hukum; dan upaya-upa: 
k epolisian di tahun 1980-an untuk membasmi 'kriminalitas' da 
mensubordina.sikan 1nstitus1-inst1tus1 keamanan pada kontrol kepolisian pus 
melalui PETRUS (Pembunuhan Para.mlliter terhadap Para Penjahat) da 
SISKAMLING (Sistem Kemanan Lingk.ungan)_. Sementara pad.a t1ngk.at sektc 
kepolisian difungs11'.an untuk mempertahankan pe:m.1sahan antara perhatia 
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Pengaruh Keterampilan Dasar P·erorangan 

Prajurit Bintara Terhadap Efektifitas 

Pelaksanaan Tugas di Kepolisian Wilayah Kot 

Besar Bandung 

Saputro Satriyo, 1995 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Pengaruh Keterampilan Das 
Perorangan Prajurit Bintara Terhadap Efektifitas Tugas di Kepolisian Wilay. 
Kota Besar Bandung. Efektifitas pelaksanaan tugas sebagai salah satu bent, 
pelayanan adalah merupakan kenyataan yang perlu dioptirnalkan deng, 
d!mulainya dari keterampian dasar perora.Tlgan. Sebab secara faktual sumb 
daya kesatuan Polri semakin terbatas, sementara di lain pihak tuntuU 
:m.a.sya.rakat atau pema.kai jasa pel.eyan.a.n menghendaki lebih prim.a clan seketi.k 
Salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dal.a.m upa,ya efektifitas terhad.c 
pelaksanaan tugas adalah keterampilan dasar perorangan para prajur.it. 

Dalam penelitian 1ni dicoba untuk mengkaji model penerapan teo 
keterampilan yang dikonsepsikan oleh Raymon yakn1 pelatihan keterampila 
dasar individu prajurit atau pegawa.i polisi. HasU an.alisa dari temua.n penelitia 
rnengajukan alternatif yang seyogianya diterapkan untuk keterampilan par 
pegawai terhadap program efekttiitas pelaksanaa..."1 tugasnya. 

· Pengambilan sampel d.ilakuka.n berdasa.rkan sti'atifika.si at.as d.a.sa.r stra.tifike.
golongan. Ana.l.isis kuantita.t1f digunaka.n. Pa.th.AnaJysis (Sidik Jalan) dengan alc 
bantuan komputer program SPSS (Statistic Package for Social Science). 

Hasil analisa pengukuran hubungan variabel-variabel yang telit 
rnenunJukkan: 

1. ada. pengaruh posit1f antara keterampilan d.a.sa.r perora.ngan Prajurit Binta.r;
(x) dengan efektifitas pelaksanaan tugas (y) ya.ng ditunJukkan denga.i
nilai = 0,5535. Atas dasar nila1 in1 P ... x dilakukan uji sta.tistik t untul
menunJukkan korelasi si.gnifi.kansi. .rx: 6 

2. Pengaruh positif antara keterampilan dasar perorangan prajurit Bintar,
terhadap efektifitas pelaksanaan tugas yang dikontribusikan oler
ket.erampilan mengamati (x ) , keterarnpilan menggambarkan (x )
keterampilan mendengar (x ),1ceterampilan bertanya (x ), keterampilAr:
meningkatkan (x ) clan ketei-ampilan memberi um pan bal.lik (x ) .

6 6 

Keterampilan mengamati (x ) cukup efektif dalam pelaksanaan tugas, karena 
sebagian besar Prajurit BintAra yang bekerja di jajaran Poliwiltabes Bandung 
telah sejalan dengan bidang tugas-tugas kepolisian. 
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Dengan demik1an metode pembelajaran Tra.1ning of Trainers (T.O. T) Polri 

telah teraJcreditasi di kala.ngan Pergurua.n Tingg:t Negeri. 

Stop Press

Mulai 1 Juli 2000 Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengubah sebutan 
kepangkatan yang ber!aku untuk semua jajaran dari Kapolri hingga struktur 
paling bawah dan akan mengikuti standar intemasional kepolisian. Hal itu 
dijelaskan Kadispen Polri, Brigjen (Pol.) Dadang Garnida, di Jakarta, Jumat 
(16/6/2000). Berikut sebutan pergantian tersebut: 

Jenderal (Pol) 
Letjen (Pol.) 
Mayjen (Pol.) 
Brigjen (Pol.) 
Kolonel (Pol) 
Letko! (Pol.) 
Mayor(Pol.) 
Kapten (Pol.) 
�ttu (Pol.) 
Letda (Pol.) 

jadi Komisaris Jenderal Polisi 
jadi Inspektur Jenderal Polisi 

jadi Senior Super Intendent 
jadi Super Intendent 
jadi Asisten Super Intendent 
jadi Senior Inspektur 
jadi Inspektur I 

· jadi Inspektur II
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Pedagang Kaki Lima 

di Pasar Minggu 

Arief Sulistyanto, 1999 

Usaha perdagangan kaki lima mP,rupaka..11 salah satu bida."lg usaha dalam sek 
informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebab1' 
sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan d.a.n keterampilanJc 
tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak teri.kat sehingga usaha 
dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kem.auan kuat melakuk 
usaha dalam sektor 1n1. 

Di Jakarta, khususnya di Pasar Minggu usaha in1 dilakukan tidak saja ol 
para pendatang dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta untuk mengadu n.a: 
dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima, yang di dalamnya mempUilJ 
corak masya.rakat yang majemuk baik darijenis kegl.atan usaha yang dilakuk, 
maupun daerah asal kedatangan atau kesukubangsaannya. 

Kemajemukanjenis kegi.atan usaha Lru mewujudkan suatu hubungan sos 
yangbersifat komplementer dan simoiotik. Seda.ngka.n kemajemukan suku bang 
mewujudkan suatu pe_ngelompokan pe�berdasarkan daerah asal atau sul 
bangsanya yangjuga merupakan pengelompokan darijenis barang dagang� 
yang diperjualbellkan . .A.da.nya. pengelompokan kesukubangsaa.n ini menimbu.lla 
suatu ikatan kelompok suku bangsa yang mem1lik1 seorang Ketua Kelpmpc 
Suku Bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa terseb�t sebagai seora,ng yar 
dituakan dan dihormati. Hubungan antara Ketua kelompok dengan warga dala: 
kelompoknya tersebut merupakan hubungan patron-klien yang bersifl 
hubungan bapak-anak. 

Dalam kehidupa.n kelompok tersebut timbul suatu kesepakata.n-kesepakata 
tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upay 
menghindari persaingan dengan perselisihan sesama pedagang serta usahi 
usaha mengatasi kesulltan dan merungkatkan kesejahteraan warganya yan 
dipimpin oleb. ketua kelompok.nya. Jadi dengan berbagai upaya tersebut mak 
para warga kelompok tersebut merasa bergantung kepade. ketuanya. Walaupw 
terjadi pengelompokan yang dem.ikian na.mun dalam kegl.atan perdagangai 
mereka tidak menonjolkan kebudayaan suku bangsanya tetapi lebil 
mengguna.kan aturan-aturan yang berlaku umum lokal dalam lingkungan pasa: 
kaki lima tersebut. 

Salah satu sifat pedagang kaki 4ma dalam melakuk.an usahanya adalal' 
dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi d 
tempat-tempat umum dan di pinggir jalan raya. Keberadaan mereka di tempa1 
tersebut mela.ngga:r Peraturan Pemda DKI No.11 tahun 1988 tentang Ketertibar. 
Umum, menimbulkan kemacetan lalu lintas, menimbulkan sampah yane 
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 mengganggu kebe�s1ha.n dan menjadi tempat rawan terjadinya tindak 
kr1mina.lltas. Dengan kondisiya.ng dem1k1a.n 1n1 khususnya. untuk menga.n.t1sipas1
tindaka.n penertiban ma.ka. muncul pellndungya.ng memberikanjasa keama.na.n
kepada para pedagangyang dlsebut dengan Koordinator Pedagang yang secara
tidak resrn1 ditunjuk oleh a.pa.rat setempat untuk mengelola pedagang kak1 lim.a.
Bebaga1 koordinator maka ia membuat aturan-atura.n dalam kegiatan
perdagangan kak1 lima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi
berdagang, pembeyaran cukal. dan sebaga.1 perantara (b�kerage) bila ad.a masa.la.h
a.ntara pedagang dan aparat. Hubungan yang terjad.1 ariatara pedaga.ng kak1 l.1ma
dengan Koordinator pedagang 1ni merupakan hubungan patron-k.U�n di mana

I 
sebaga1 k.llen maka para pedagang merasa tergantung kepl¥ia patron mengena1

ri kegi.atan usaha.nya tersebut. Sebaga1 t1mbal bal1k ata.s jasa patron 1n1 maka para 
g l pedaga.ng memb� uang cukai kepada Koordinator ped.agang in.1. 
t1 J Denga.n ada.nya aturan-aturan yang terbentu.k. tersebut ba1kya.ng bersumber 
1 � dar1 kesepakatan dalam keh1dupan kelompok suk:u ba.ngsa maupuli.aturanyang

j diciptakan oleh Koordinator, yang diikuti dan dJjadikan pedoman oleh para 
1 l pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka mewujudkan suatu
b I tindakan berpola atau pola kegiatan-pola kegiatan dalam kehidupan pedagang 
! / kak1 llma. Dengan adanya pola kegiatan-pola kegiatan tersebut maka hal itu
1 j merupakan suatu aturan atau pedoman keg:i.atan yang berwujtid perllaku

individu, kelompok a.tau masya.rakat da.l.am mela.kukan kegiatan berdaga.ngnya 
1 · dalam usaha memenuhi kebutuhan h1dupnya.

Corak keteraturan sosial da.lam keh1dupan pedagang kak1 llma di Fasar 
1 . Minggu tersebut adalah adanya ketergantungan klien pada patron baikl ' . 

Koordinator Pedagang maupun Ketua Kelompok suku bangsa. Pedagang k.a.k1 
1 . llma sebagai masyarakat yang lemah merasa memerlukan perllndungan agar
C usa.hanya dapat berjalan denga.n ba1k danhal 1n1 mereka dapatkan denga.n ada.nya
1 ' 
, '. perlindungan dar1 Koordinator Pedagang. Sedangkan untuk menjamin 
� '. kelancaran usaha dan menghindar1 persaingan yang tidak sehat serta 

· mentngka.tkan kesejahteraa.n dan bantua.n modal, mereka peroleh �1.kegia.tan
Kelompok Su.k.u Bangsa yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Su.k.u Bangsa.1 Keberadaan kedua patron tersebut mampu menghindarkan terja.dinya konfl1.k� a.ntarsulru bangsa dalam 11nglrungan pasar kak1 lima karena. adanya. kesada.ran
untu.k. mengtkuti aturan-aturanya.ng berlaku umwn dan loka.1. serta menekan 
kemenonjolan identitas suku ba.ngsanya. 

Corak keteratura,n sosial yang berla.k.u da.lam masyarakat yang berbeda 
antara m.asyara.kat satu denganya.ng la1nnya denga.n kata lain set1ap masyara.kat 
memlliki corak keteraturan sos1.al ma.sing-ma.sing. Dengan dem1kian daJa.m upeya 
pembinaa.n kamtibmas yang dilakukan oleh Polri t1dak bisa memberlakukan pola 
yang sama untuk seluruh masyarakat tetapi harus sesuai dengan corak 
keteraturan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut. Pedoman yang 
dikeluarkan oleh Markas Besar Polriya.ng berlaku ser�am secara nasional tetapi 
harus dJjabarkan sesua1 dengan situaBi dan kondisi setempat. 
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Kampung Pengarangan di Kalurahan Kayu Putj 

Keca.matan Pulo Gadung Jakarta Timur 

Gatot Eddy Pramono, 1999 

Penellt1a.n tenta.ng Pola Hubunga.n Patron-Klien Pemulung di Pemuk.1.man Kw 
L1a.r di RW 15 Kampung Pengara.nga.n di Ka.lura.han Keyu Putih Kecamatan l 
Gadung Jakarta Timur adalah untuk menunjukkan corak keteraturan so 
pemulung yang tinggal di permukiman terse but yang dipengaruhi oleh pezr. 
tanah clan bos lapak serta pellndung lain yang berpera.n sebagai patron y 
medom1nas1 kehidupa.n sos1al di permukiman tersebut. 

Permuk.1man liar di Ka.mpung Pengara.nga.n adalah sebuah permukin 
yang masyarakatnya heterogen dengan berbagai macam mata pencahar1aru: 
Permukirna.n 1n1 ditanda1 dengan tatanan perumahanya.ng semrawut, kon< 
J.1ngkunganyangkumuh, tanahnya.yang masih berm.asalah da.n corak � 
yang berdekatan dengan perempatan Coca Cola di mana para pelaku kejaha1 
sering beraks1 dengan melakukan penodongan, pencur1an kaca sp1on C: 
penga.n1.eyaa.n serta ditanda1 pula. tempat berlindurlUaman ( sanctuary) bag.I. p; 
pelaku kejahatan. Pemulwigyang merupa.kan bag1an ma.sya.ra.kat di permukin: 
tersebut mengadakan interaks1 balk dengan pem.111k tan.ah, bos Japak ma.up 
dengan masyarakat setempat. Interaks1 tersebut menciptakan pola hubung 
sosial pertemanan, perantaraan (brokerage) clan patron-k.llen. Pola hubung 
yang terjad.1 antara pemulung dan bos lapa.knya lebih merupakan pola hubung 
patron-kllen. 

Pola hubungan tersebut merupakan kegiatan yang berpola yang menj� 
acuan dan pedoman dalam kehidupan merekayangmenJad.1 aturan-aturan dau 
rangka pemenuhan kebutuhan hid up mereka. 

Keteraturan sosial pemulung terse but terjad.1 t1dak hanya. dipengaruhi ol 
kehidupan sosial antara pemulung denga.n bos lapa.knya teta.pi juga dipenga.ru 
oleh masyarakat yang ad.a di permuk1man tersebut termasuk para pelindw 

yang ad.a di permuldman tersebut teru�a pemllik lahan. 
Da.la.m fes1s 1n1 telah ditunjukkan corak keteraturan sosial pemulung yai 

dipengaruh1 oleh pemill.k tanah da.n bos lapak serta pelindung yang ad.a 
permukiman tersebut. Corak keteraturan tersebut- yaitu hubungan salli 
memper.cayai dan pr1nsip saling tidak mengga.nggu. 
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Pedagang Kaki Lima 

di Pasar Regional Tanah Abang 

Sigid Tri Hardjanto, 1999 

1 � Pertumbuhan pendudukyang cepat di kota besa.r seperti di Jakarta, antara lain 
disebabkan oleh adanya urbanisasi dan pemeka.ran kota. Jakarta d1ya.kin1. bisa 

) ' mengubah na.sib. Kondisi tersebut menyebabka.n kesempatan kerja dalam sektor 
formal kurang mampu menyerap pertambahan �ngkatan kerja, sehingga 
kelebihan angkatan kerja yang tidak tertampung akan mem1lih di sektor infor-

t i j 
mal. 

Pedagang kak1 lima merupakan salah satu sektor infor�al tersebut. 
Keberadaa.nnya di kota-kota besar menimbulka.n berbagai pandangan. Satu sisi 
memand.angnya sebagai gangguanyang membuat kota menJadi kotor, tidak. tertib, 

l j sum.bar kemacetan lalu lint.as, sa.ingan pem1lik toko, penyebab-penyakit, tukang 1 

1· 
tipu dan berbagai pandangan negatif la.innya. Namun pandangan lain secara

1 pos1t1f mengatakan bahwa pedagang kak1 lima merupakan partner dari sektor 
1 

1 formal sebagai katup pengaman ekonomi perkotaan. Tesis 1ni hendak. meneliti 
perilaku Peda.ga.ng Ka.kl Li.ma, di Pasa.r Ret{lonaJ 1anB.h Aba.ng. Yang menjadi 
fokusnya adalah corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang kak1 lima 
sebagai hasil dari proses 1nteraksi sosial para pedaga.ng kak.1 l1ma itu sendiri 
dalam bentuk: kerja sama, persaingan, pertentangan dan hubungan patron
kllen. Aktor-aktor yang bertindak di dalam arena yang menempati areal J alan 
KH. Fachrudin in1 adalah para pedagang dari berbaga! sulru di Indonesia, Kepala
kepala Kelompok yang menJadijuru bicara kepentinga.n para peda.gang. Mereka 
berupeya mempe:rtahankan ma.ta pencahariannya di badanjalanyang sebenarnya 
melanggar peraturan, berhadapan dengan berbagai kepentinganyang kada.ng 
tidak menginginkan keberad.aan.nya. Salah satu masalah sosial bisa terjad.1 k.ala.u 
ma.sya.rakat Kampung Bali, Kebon kaca.ng dan Kebon Melati memberi interpI.'etasi 
subjektif - penolakan - at.as keberadaannya. 
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